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Buku ini mencakup berbagai topik, mulai dari isu-isu lingkungan, sosial,
ekonomi, dan politik yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan, hingga metode dan teknik terbaru dalam pengelolaan sumber daya kelautan
dan perikanan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
berkelanjutan sedianya menerapkan prinsip ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber
daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut
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» LESSON LEARNED PENANGKAPAN IKAN BERBASIS
KUOTA DI AUSTRALIA, SELANDIA BARU, ISLANDIA,
AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK

Sakti Wahyu Trenggono

PENDAHULUAN

Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman penerapan sistem kuota penangkapan
ikan di berbagai negara di dunia, seperti Australia, Selandia Baru, Islandia, Amerika Serikat, dan
Tiongkok, sangat penting dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya ikan secara
berkelanjutan. Melalui sistem kuota yang didasarkan pada hasil penelitian ilmiah, partisipasi aktif
masyarakat, penggunaan teknologi yang tepat, dan pengawasan yang efektif, negara-negara tersebut
berhasil menjaga kelestarian sumber daya ikan serta menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan
mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman ini, diharapkan Indonesia dapat menerapkan
sistem penangkapan ikan berbasis kuota dan zona sehingga negara mendapatkan manfaat jangka
panjang bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, dan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Negara-
negara seperti Australia, Selandia Baru, Islandia, Amerika Serikat, dan Tiongkok telah menerapkan
sistem kuota yang berbeda-beda, dan banyak pelajaran penting yang dapat diambil dari pengalaman
penerapan sistem perikanan berbasis kuota tersebut.

Australiatelah sukses dalam menerapkan kuota penangkapanikanyang berkelanjutan. Sistem
kuota tersebut didasarkan pada hasil penelitian ilmiah dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan. Pelatihan dan pendidikan mengenai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan
juga sangat penting di Australia, sehingga para nelayan di negara tersebut dilatih untuk memahami
pentingnya sumber daya ikan yang berkelanjutan dan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh
bagi negara. Sebuah studi kasus mengenai perikanan lobster di wilayah utara Australia yang mengikuti
strategi pemanfaatan yang tepat telah terbukti dapat mengembalikan status stok lobster Australia
dari kondisi menurun secara signifikan, kembali ke level berkelanjutan (Linnane et.al., 2023).

Selandia Baru juga telah berhasil dalam penerapan kuota penangkapan ikan yang
berkelanjutan. Negara ini memiliki sistem kuota yang sangat transparan dan memungkinkan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sistem ini juga didukung oleh teknologi dan
sistem pemantauan yang canggih, sehingga negara ini dapat memastikan bahwa batas kuota yang
ditetapkan tidak dilanggar. Hasil kajian Dewees (1998) menunjukkan berakhirnya era ‘race to fish’
pasca implementasi sistem perikanan berbasis kuota di Selandia Baru.

Sementara itu, di bagian Eropa Utara, Islandia memiliki sistem kuota yang didasarkan pada
kajian ilmiah yang melibatkan Badan Penelitian Perikanan Laut (Marine Research Institute), anggaran
pengawasan yang memadai, serta dukungan industri perikanan. Negara ini telah menerapkan
kuota penangkapan ikan sejak tahun 1975 dan berhasil mempertahankan populasi sumber daya
ikannya sehingga tercipta keseimbangan ekosistem laut (OECD, 2017). Islandia juga memiliki sistem
pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, sehingga perusahaan perikanan yang melanggar batas
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kuota dapat dikenakan sanksi yang berat.

Amerika Serikat memiliki sistem kuota penangkapan ikan yang terpadu dan melibatkan
berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan perikanan, dan masyarakat. Negara ini juga
memiliki kerja sama antar negara dalam pengelolaan sumber daya ikan yang bersifat transboundary,
seperti pada kasus penangkapan ikan tuna di Pasifik Barat. Amerika Serikat juga melibatkan ilmuwan
dan ahli lingkungan dalam pengambilan keputusan tentang kuota penangkapan ikan dan telah terbukti
beberapa jenis ikan komersial seperti pacific lingcod, mid-atlantic blue fish, dan mid-Atlantic Summer
Flounder telah mengalami perkembangan stok secara penuh hingga pada level berkelanjutan (Crocket,
et.al., 2023).

Tiongkok memiliki sistem kuota penangkapan ikan yang relatif baru dan masih mengalami
berbagai tantangan, seperti pengawasan dan penegakan hukum vyang kurang ketat serta
ketergantungan pada industri perikanan tradisional (Huang & He, 2019). Namun demikian, negara ini
telah mengambil tindakan untuk meningkatkan pengawasan dan memperketat penegakan hukum,
sertamempromosikan praktek penangkapanikanyangberkelanjutandiseluruhindustriperikanannya.

Artikel ini menyajikan informasi dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara-
negara dalam menerapkan sistem kuota penangkapan ikan yang berbasis kuota. Informasi yang
disajikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya ikan
yang berkelanjutan dan memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan
sistem kuota penangkapan ikan. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi
tentang bagaimana negara-negara dapat memanfaatkan pelajaran dari pengalaman-pengalaman
tersebut untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Dengan demikian, artikel
tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di
Indonesia serta pengetahuan bagi pembaca yang tertarik dalam bidang pengelolaan sumber daya ikan
dan membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

» LESSON LEARNED PENERAPAN PENANGKAPAN IKAN
BERBASIS KUGTA DI BEBERAPA NEGARA

Selandia Baru

Selandia Baru merupakan salah satu pelopor sistem perikanan tangkap berbasis kuota melalui
kebijakan fish quota management system (QMS). QMS diperkenalkan melalui Amandemen Undang-
Undang Perikanan Tahun 1986 yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat, dimana terdapat
26 spesies perikanan yang diatur pada awal penerapannya (Lock & Leslie, 2007). Pembagian kuota
penangkapan ikan tiap populasi spesies dibagi menjadi beberapa quota management areas (QMAs)
yang pada awal penerapannya dibagi berdasarkan 10 fisheries management areas (FMAs) yang telah
diterapkan pada ZEE Selandia Baru. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan dari tiap populasi
spesies ikan maka beberapa spesies memiliki QMAs yang bersifat lintas FMAs maupun yang hanya
mencakup satu FMA. Menteri Perikanan menggunakan laporan tahunan estimasi maximum sustainable
yield (MSY), berbagai sumber informasi lainnya, serta penilaian risiko dalam menentukan JTB di tahun
berikutnya. Penentuan kuota JTB untuk perikanan adat menjadi hal yang perlu ditentukan di awal
sebelum membagi sisanya untuk kuota JTB perikanan komersial dan perikanan rekreasi.
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Gambar 1. Suasana dermaga kota Auckland
(Sumber: Kompas.com)

Pada awal implementasi, kuota dibagi kepada pelaku penangkapan ikan komersial laut
dangkal berdasarkan historis tangkapan untuk masing-masing musim penangkapan ikan antara tahun
1981-1984 dan masing-masing spesies ikan. Pemerintah melakukan validasi hasil tangkapan untuk
tiga musim penangkapan ikan (1981/1982, 1982/1983, 1983/1984), yang kemudian disampaikan
kepada pelaku penangkapan ikan bersangkutan untuk menentukan musim penangkapan ikan yang
akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan kuota maksimum yang dapat diperoleh. Pelaku
penangkapan ikan (nelayan) dapat melakukan banding administrasi kepada panitia daerah untuk
meninjau ulang besaran kuota yang diberikan oleh pemerintah, jika nelayan merasa dirugikan dengan
alokasi kuota yang diberikan.

Kepemilikan kuota ditentukan berdasarkan izin yang diterima oleh kapal penangkap ikan.
Besaran kuota yang didapat pada saat pertama kali diterapkan akan tetap dimiliki sesuai dengan
kepemilikan kapal penangkap ikan. Setiap tahun, pemilik kuota akan menerima jumlah tangkapan
tahunan yang diizinkan (ACE) sebagai batasan tangkapan. Kuota ini dapat ditransfer kepada pelaku
penangkap ikan lain untuk tahun tersebut atau bahkan secara permanen untuk tahun-tahun
berikutnya, dengan syarat bahwa kuota hanya dapat dimiliki oleh warga Selandia Baru.

Dalam sistem QMS, tidak ada pembatasan wilayah untuk kegiatan penangkapan ikan baik
untuk keperluan adat, komersial, atau rekreasi. Kegiatan ini dapat dilakukan di QMA yang sama
sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah, yang membatasi waktu penangkapan ikan
dalam satu tahun untuk memastikan spesies ikan dapat bereproduksi dan tidak punah. Pemerintah
juga memiliki sistem pelaporan hasil tangkapan oleh kapal penangkap ikan untuk memantau jumlah
tangkapan. Pelaku penangkapan usaha harus menyampaikan laporan bulanan dan tahunan. Jika
terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada, maka akan dikenakan denda administratif, dan
jika pelanggarannya lebih serius, bisa mengarah pada penyitaan kapal penangkap ikan atau bahkan
hukuman penjara.
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Australia

Dalam pelaksanaan sistem Individual Transferable Quotas (ITQ) di Australia, pemerintah
federal dan pemerintah negara bagian berkolaborasi sejak tahun 1985. Pemerintah negara bagian
memiliki otoritas untuk mengatur penangkapan ikan dalam jarak 3 mil laut dari pesisir, sementara
pemerintah federal memiliki wewenang atas penangkapan ikan yang terjadi di jarak 3 hingga 200 mil
laut. Pembagian zona kuota berdasarkan spesies ikan dan wilayah. Otoritas Manajemen Perikanan
Australia (AFMA) berkewajiban membuat target tahunan bagi penangkapan ikan, dan kuota tersebut
akan dibagikan berdasarkan target tersebut.

Pada tahun pertama penerapan kebijakan pembagian kuota, perhitungan dilakukan
dengan memperhitungkan rata-rata jumlah tangkapan selama beberapa tahun sebelumnya oleh
pelaku penangkapan ikan dan prinsip pemerataan distribusi di seluruh wilayah perikanan. Pelaku
penangkapan ikan dapat memiliki kuota selama maksimal 5 tahun, meskipun pada kebanyakan kasus
hanya diterima untuk 1 tahun dan perlu diperbaharui secara berkala setiap tahun. Pembagian kuota
dibagi menjadi dua jenis, yaitu Catch based Fishing Quotas dan Effort based Fishing Quotas, berdasarkan
jumlah kuota yang diperoleh. Dalam Catch based Fishing Quotas, pelaku penangkapan ikan menerima
kuota berdasarkan jumlah kuota yang ditentukan, sementara dalam Effort based Fishing Quotas, pelaku
harus membatasi alat penangkapan ikan sesuai dengan kuota yang dimilikinya. Kepemilikan kuota
juga dapat dialihkan ke pelaku penangkapan ikan lain, baik secara permanen ataupun dijual untuk
tahun tersebut.

Gambar 2. AFMA Fisheries dan Australian Border Force bekerja sama dalam pengawasan
|UU Fishing di perbatasan Australia

(Sumber: AFMA)

Kebijakan pengaturan penangkapan ikan di Australia menetapkan batasan pada alat tangkap
yang digunakan berdasarkan jenis kuota yang dimiliki. Contohnya, penangkapan spesies finfish
diizinkan menggunakan jaring dan trawl, sementara spesies kakap merah dan tuna hanya dapat
ditangkap dengan pancing atau longline. Kebijakan ini dipantau melalui pembatasan kuota alat tangkap
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sebelum melaut. Pemerintah menerapkan dua metode untuk memastikan bahwa pelaku penangkapan
ikan mematuhi kuota, yaitu dengan membuat laporan pendaratan ikan yang dikaitkan dengan laporan
penjualan dan melalui pemantauan pendaratan oleh pihak pelabuhan. Jika pelaku penangkapan ikan
terbukti melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka akan ada sanksi administratif berupa denda
yang bersifat progresif.

Islandia

Islandia adalah salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia yang memulai implementasi
sistem perikanan berbasis kuota ITQ (Individual Transferable Quota) pada tahun 1975 untuk spesies
ikan herring. Pada tahun 1979, sistem kuota ITQ juga diterapkan untuk spesies ikan lain hingga pada
tahun 1991 terdapat sistem kuota ITQ yang seragam untuk seluruh spesies perikanan di negara
tersebut. Implementasi sistem ini dilakukan oleh beberapa institusi, seperti Kementerian Perikanan,
Institut Penelitian Laut (Marine Research Institute), Direktorat Perikanan, dan Penjaga Pantai.
Pembagian zona perikanan dilakukan berdasarkan jenis spesies ikan dan wilayah geografis. Menteri
Perikanan memiliki kewenangan untuk menentukan kuota tangkap bagi setiap spesies ikan setiap
tahunnya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Institut Penelitian Laut sebagai lembaga riset
perikanan nasional.

Gambar 3. Kapal perikanan di Keflavik, Islandia
(Sumber: Grid Arendal)

Pada saat implementasi sistem perikanan berbasis kuota ITQ pada tahun 1975, pembagian
kuota ikan herring berbeda-beda untuk tiap kapal penangkap ikan. Pembagian kuota biasanya
didasarkan pada riwayat tangkapan ikan tiap kapal. Namun, untuk spesies herring dan udang, kuota
awal dibagikan secara merata antar kapal penangkap ikan. Kuota yang diberikan tidak memiliki batas
waktu dan bisa berubah sesuai ketentuan pemerintah. Besaran kuota setiap tahun dihitung sesuai
dengan kepemilikan kuota dan jumlah tangkapan batas (JTB) yang ditentukan. Kuota bisa dialihkan
kepada pelaku penangkapan ikan lain, baik secara permanen maupun sementara, dalam satu tahun
dan bisa juga dipecahkan ke beberapa kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh pelaku tersebut.

Pengaturan penangkapan ikan diatur dengan membatasi jenis alat tangkap, lokasi
penangkapan, dan ukuran tangkapan ikan yang diperbolehkan untuk setiap spesies ikan sesuai
dengan kuota yang diberikan. Pemantauan kuota tangkapan ikan dilakukan di setiap pelabuhan
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pendaratan ikan, dan sistem ini cukup efektif karena jumlah pelabuhan pendaratan yang sedikit dan
99% dari tangkapan ikan akan diproses untuk diekspor, sehingga membuat pendataan lebih baik.
Direktorat perikanan memiliki tugas untuk memastikan bahwa sistem kuota diterapkan dengan
memasang timbangan resmi di setiap pelabuhan pendaratan. Selain itu, penjaga pantai juga melakukan
patroli di perairan Islandia untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi. Jika pelaku
penangkapan ikan terbukti melakukan pelanggaran, ada sanksi administratif seperti denda, penyitaan
hasil tangkapan dan peralatan, serta pencabutanizin penangkapan ikan untuk pelanggaran yang berat.

Amerika Serikat

Penangkapan ikan berbasis kuota di Amerika Serikat mulai diterapkan pada tahun 1930-an
dengan adanya larangan penangkapan pada beberapa spesies ikan tertentu. Namun, sistem kuota
tangkapan baru diterapkan secara resmi pada tahun 1976 dengan diundangkannya Magnhuson-Stevens
Fishery Conservation and Management Act oleh Kongres Amerika Serikat (Newell et al., 2005). Undang-
undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah federal untuk mengatur dan mengelola
sumber daya ikan di wilayah perairan Amerika Serikat, termasuk penetapan kuota tangkapan yang
didasarkan pada data ilmiah tentang populasi ikan. Sistem kuota tangkapan bertujuan untuk menjaga
keseimbangan antara jumlah ikan yang ditangkap dan jumlah ikan yang dibiarkan hidup untuk
memastikan keberlanjutan sumber daya ikan.

Penetapan kuota tangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemantauan yang
dilakukan oleh lembaga federal seperti National Marine Fisheries Service (NMFS) dan Gulf of Mexico
Fishery Management Council( GOMFMC). Kuota tangkapan inikemudian dibagikan kepada nelayan atau
perusahaan perikanan secara proporsional. Dalam sistem kuota tangkapan, nelayan atau perusahaan
perikanan harus melaporkan setiap tangkapan yang dilakukan dan mematuhi kuota tangkapan yang
telah ditetapkan. Sistem ini juga mengatur mengenai ukuran minimum ikan yang boleh ditangkap,
waktu dan tempat penangkapan, serta alat tangkap yang boleh digunakan.

Gambar 4. Nelayan di Amerika Serikat Menangkap Tuna dalam Musim Tangkap Tertentu
(Sumber: National Geographic)

Seiring berjalannya waktu, teknologi yang lebih canggih seperti pemantauan melalui satelit
dan sistem penandaan ikan telah digunakan untuk memudahkan pengumpulan data dan pengawasan

terhadap praktik penangkapan yang ilegal. Selain itu, kerjasama dengan para nelayan dan pengguna
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lain dalam industri perikanan semakin terjalin baik dalam menjaga keberlangsungan sumber daya
ikan. Hingga saat ini, sistem kuota tangkapan masih menjadi salah satu pilar utama dalam manajemen
perikanan di Amerika Serikat dan terus diperbarui serta disempurnakan sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tiongkok

Sistem perikanan berbasis kuota di Tiongkok telah diterapkan sejak tahun 1998 untuk
membantu mengatasi masalah overfishing dan memastikan pembangunan berkelanjutandalamindustri
perikanan. Meskipun demikian, pemerintah Tiongkok baru menyusun implementasi Total Allowable
Catch (TAC) pada tahun 2017 dan 2018 di lima provinsi utama sebagai pilot project implementasi
TAC yang berbasis Harvest Control Rule (Kritzer et.al., 2023). Dalam sistem ini, pemerintah Tiongkok
menetapkan kuota tangkapan ikan untuk setiap spesies ikan dan wilayah perikanan. Kuota tangkapan
ini dapat dipindahkan atau diperdagangkan antar nelayan, sehingga memungkinkan nelayan untuk
memaksimalkan efisiensi dan mengoptimalkan pendapatan mereka.

Pemerintah Tiongkok juga mengimplementasikan berbagai program untuk memantau
dan mengontrol penangkapan ikan, termasuk inspeksi di pelabuhan pendaratan ikan dan patroli di
laut serta disusun rencana pembentukan suatu badan khusus pemerintah yang secara independen
bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penangkapan ikan berbasis kuota (Cao L., 2017). Bila
pelaku penangkapan ikan terbukti melanggar kuota tangkapan, pemerintah dapat memberikan sanksi
administratif berupa denda atau pencabutan lisensi penangkapan ikan. Sistem perikanan berbasis
kuota di Tiongkok, meskipun baru dilaksanakan dalam beberapa dekade terakhir, telah membantu
menjaga keseimbangan ekologi dan memastikan bahwa sumber daya perikanan tetap tersedia untuk
generasi masa depan. Namun, sistem ini masih memiliki beberapa kendala, seperti masalah dengan
pemantauan dan pengawasan yang memadai, dan masalah dengan pemalsuan data tangkapan ikan.

Laporan data tangkapan ikan yang tidak sesuai adalah salah satu masalah yang berpotensi
terjadi dalam sistem perikanan berbasis kuota. Masalah ini muncul ketika nelayan melaporkan data
tangkapan yang tidak sesuai untuk menghindari batasan kuota yang diterapkan. Hal ini merugikan
para pengambil kebijakan karena sulitnya menentukan status populasi ikan secara akurat sehingga
informasistatus stok spesiesikanyangdimanfaatkan dapat mengalamiancamanoverfishing. Pemalsuan
data tangkapan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memalsukan jumlah ikan yang
ditangkap, ukuran ikan, atau jenis spesies ikan. Data yang dipalsukan kemudian digunakan untuk
membeli dan menjual ikan secara ilegal, memperoleh batasan kuota, atau memperoleh insentif fiskal
yang lebih baik.
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Gambar 5. Deretan kapal nelayan berbendera China bersandar di pelabuhan Zhoushan, Zhejiang, China
(Sumber: Reuter/Antaranews)

Masalah ini memerlukan tindakan pencegahan dan pengawasan yang ketat untuk mengatasi
dan mencegah pemalsuan data tangkapan. Beberapa cara untuk mengatasi masalah ini meliputi
pemantauanyanglebih ketatdipelabuhan pendaratanikan, verifikasi datatangkapandengan teknologi
seperti GPS dan satelit, serta sanksi yang tegas untuk pelaku pemalsuan data. Untuk mengatasi
masalah ini, sebaiknya sistem perikanan kuota harus diperkuat dengan prosedur dan regulasi yang
jelas dan memadai, serta tindakan tegas bagi pelanggaran. Penegakan hukum dan sanksi administratif
yang memadai sangat penting untuk memastikan sistem perikanan kuota bekerja dengan efektif dan
memenuhi tujuannya untuk melindungi lingkungan dan spesies ikan.
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PENUTUP

Berdasarkan pengalaman negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Islandia, Amerika
Serikat, dan Tiongkok dalam menerapkan sistem kuota penangkapan ikan yang berkelanjutan,
ditemukan beberapa pelajaran penting. Penerapan sistem kuota tersebut didasarkan pada hasil kajian
ilmiah, melibatkan partisipasi aktif pelaku usaha perikanan, penggunaan teknologi yang memadai
dalam pelaksanaandistribusi kuota, pengawasan kapal perikanan yang efektif, sertadukungan regulasi
dan politik yang kuat terbukti telah membantu menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan industri
perikanan. Penerapan sistem kuota penangkapan ikan terbukti memberikan manfaat ekonomi, sosial,
dan lingkungan yang signifikan. Meskipun demikian, penerapannya masih dihadapkan pada beberapa
tantangan seperti kendala politik dan hukum, budaya dan sosial, serta kendala ekonomi. Oleh karena
itu, diperlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari pelaku usaha perikanan dan masyarakat pada
umumnya, pemerintah, serta industri perikanan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan.
Dengan memanfaatkan pelajaran dari pengalaman negara-negara yang telah berhasil menerapkan
sistem kuota penangkapan ikan yang berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat menerapkan sistem
serupa untuk membantu menjaga keberlangsungan ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat
pesisir.
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» BIG DATA: SOLUSI UNTUK INDUSTRI KELAUTAN
DALAM ERA INDUSTRI 4.0

Hari Darmica

PENDAHULUAN

Industri maritim seperti perikanan secara global menyumbang sekitar 100 Miliar USD
per tahun dan mendukung milyaran pekerja (Diaz, 2019). Dalam perekonomian nasional, Industri
kelautan dan perikanan telah memainkan peran penting sebagai salah satu tulang punggung
ekonomi nasional. Sektor perikanan sendiri menyumbangkan 2,5% terhadap Gross Domestic Product
(GDP) Nasional (BPS, 2021). Namun, tantangan yang dihadapi dalam era Industri 4.0 khususnya
untuk menunjang jasa kelautan, perikanan dan budidaya memerlukan inovasi dan transformasi
agar industri ini dapat berkembang dan bertahan. Big data merupakan salah satu solusi yang dapat
membantu industri kelautan dan perikanan dalam menghadapi era industri 4.0 karena fungsinya
sebagai controlling, monitoring dan surveillance di bidang maritim (Ritambhara et al., 2021).

Dalam bidang kelautan, big data memiliki peran penting dalam membantu pengembangan
jasa dan potensi maritim. Ketersediaan data dan informasi yang cukup memungkinkan pemantauan
lautan yang lebih baik dan efisien. Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber seperti satelit, buoy,
dan peralatan pemantauan lainnya. Data ini digunakan untuk memantau kondisi laut, termasuk di
dalamnya tinggi gelombang, suhu air, dan arus laut (NOAA, 2023). Selain itu, big data juga membantu
dalam melindungi sumber daya laut, mengidentifikasi daerah yang rentan terhadap polusi dan
memantau aktivitas yang mungkin merugikan sumber daya laut, seperti penangkapan ikan yang
berlebih atau perusakan ekosistem (NOAA, 2023). Big data juga membantu dalam meningkatkan
produktivitas budidaya offshore dengan cara memantau kondisi lingkungan air laut dan memberikan
informasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan budidaya maupun perikanan
tangkap (Roy, 2020).

Dalam fungsi lebih luas, big data memungkinkan pemantauan dan prediksi kondisi cuacadan
laut yang lebih baik melalui prediksi perubahan iklim atau cuaca, sehingga dapat membantu dalam
mengambil keputusan, menyiapkan mitigasi bencana alam seperti badai (Anbarashi & Radha, 2022).
Big data juga membantu dalam memantau kapal dan aktivitas laut melalui pemantauan posisi dan
aktivitas kapal, seperti kecepatan, jarak, dan waktu, serta membantu dalam mengidentifikasi potensi
bahaya dan meminimalisir risiko terjadinya tubrukan (collision) antar kapal (Cherangchi et al., 2017).

Dalam bidang perikanan, big data dapat membantu memecahkan berbagai masalah
pengelolaan sumber daya ikan melalui analisis data yang tersedia. Data yang dikumpulkan dari
berbagai sumber seperti pemantauan lingkungan, sensor pada peralatan alat tangkap, dan data
historis dapat dianalisis untuk memahami tren populasi ikan, perubahan lingkungan, dan pola
perilaku ikan. Ini memungkinkan pengelolaan perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebagai
contoh, pemantauan populasi ikan secara real-time dengan menggunakan teknologi satelit. Data
ini memungkinkan dilakukan analisis lanjutan sehingga diperoleh status pemanfaatan sumberdaya
ikan (status stok) dan tingkat eksploitasi sumberdaya agar dihasilkan kebijakan manajemen yang
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akurat. Big data juga dapat membantu dalam menentukan wilayah pemijahan dan migrasi ikan serta
membantu pengelola perikanan membuat keputusan yang lebih tepat dalam memanfaatkan sumber
daya laut.

Di bidang budidaya, big data memiliki potensi untuk memberikan informasi yang berguna
bagi budidaya perikanan, seperti informasi cuaca, musim, dan pasokan bahan baku. Hal ini dapat
membantu pembudidayaikanuntuk membuat keputusanyanglebihbaik tentangkapandanbagaimana
membudidaya ikan yang baik, memanen, dan memasarkan produk hasil budidaya. Selain itu, big data
juga dapat membantu dalam memantau dan mengendalikan kualitas air, memonitor pertumbuhan
ikan, dan memastikan keselamatan pangan.

Tulisan ini akan membahas pentingnya big data dalam memajukan sektor kelautan dan
perikanan menghadapi era Industri 4.0. Dengan adanya big data, industri ini dapat meningkatkan
efisiensi operasional, meminimalisir risiko, dan memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang
berkelanjutan.

PENTINGNYA BIG DATA BAGI INDUSTRI KELAUTAN

Meningkatkan efisiensi produksi jasa kelautan

Big data terbukti meningkatkan efisiensi dan produksi sektor jasa kelautan, khususnya jasa
logistik. Pada tahun 2012, Maersk Line, salah satu pelayaran terbesar di dunia, memulai inisiatif
big data untuk memperbaiki efisiensi operasinya. Perusahaan ini memanfaatkan data dari berbagai
sumber, termasuk sistem pemantauan kapal dan sensor yang terpasang pada kapalnya, untuk
membuat keputusan data-driven yang lebih baik. Hasilnya, Maersk Line dapat meningkatkan efisiensi
operasinya sebesar 15% dan mengurangi biaya logistik sebesar 5% (Maersk, 2015).

Studi kasus lainnya juga menunjukkan bagaimana big data telah menjadi bagian efisiensi
jasa kelautan. Mediterranean Shipping Company (MSC), salah satu pelayaran terbesar di dunia, juga
memanfaatkan big data untuk meningkatkan efisiensinya. Perusahaan ini mengintegrasikan data
dari berbagai sumber, seperti sistem pemantauan kapal, sensori, dan data pasar untuk memprediksi
permintaan dan membuat keputusan yang lebih baik. Dengan big data, MSC dapat mempercepat
waktu pengiriman dan meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran jasa logistik kelautan (The
Economist, 2015).

Perusahaan Zim Integrated Shipping Services juga memanfaatkan big data untuk
memperbaiki efisiensinya. Perusahaan ini memanfaatkan data dari sumber-sumber seperti sensor
dan sistem pemantauan kapal untuk memperkirakan tren pasar dan membuat keputusan yang lebih
baik. Hasilnya, Zim dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran jasa logistik kelautan, serta
mengurangi biaya operasi (Zim Integrated Shipping Services, 2021).

Beberapa contoh keberhasilan ini menunjukkan bahwa big data dapat membantu perusahaan
jasa logistik kelautan meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran dengan memanfaatkan data
dariberbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memperkirakan arah permintaan
pasar.
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Membantu pengambilan keputusan

Dalam era industri 4.0, big data memegang peran penting dalam membantu pengambilan
keputusanyang lebih baik. Pertama, big data membantu mengidentifikasi pola dan tren bisnis di bidang
usaha perikanan. Datayangbesar dan beragam memberikan wawasanbaru dan lebih banyak informasi
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren suatu usaha perikanan. Ini memungkinkan
perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu mengenai produk, pasar, dan
strategi bisnis.

Kedua, big data membantu meningkatkan efisiensi bisnis. Dengan memproses data dalam
skala besar, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah bisnis secara cepat dan efisien.
Ini memungkinkan perusahaan untuk menghemat waktu dan uang, dan lebih produktif.

Ketiga, big data membantu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Data yang tersedia
memberikan wawasan baru mengenai preferensi pelanggan dan kebutuhan pasar. Ini memungkinkan
perusahaan perikanan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan dan pasar.

Keempat, big data membantu meningkatkan efisiensi pemasaran. Data yang tersedia
memungkinkan perusahaan untuk menentukantarget pasar yanglebih baik, memilih media pemasaran
yang efektif, dan mengukur efektivitas pemasaran.

Memperoleh informasi yang lebih akurat dan up-to-date

Big data memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memperoleh informasi yang
lebih akurat dan up-to-date. Keberadaan big data membuka peluang bagi individu maupun organisasi
usaha perikanan dan jasa kelautan untuk mengakses informasi yang tepat waktu dan akurat.
Penggunaan big data dapat membantu memperkuat proses pengambilan keputusan dan membantu
memecahkan masalah yang ada.

Pertama, big data memberikan akses kepada penggunanya untuk memperoleh informasi yang
tepat waktu. Dalam era digital saat ini, informasi yang diterima harus selalu terkini dan tepat waktu
agar dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang tepat. Big data memberikan informasi
yang terintegrasi dan terkait dengan data-data lain sehingga membantu menghasilkan informasi yang
lebih akurat dan terbaru.

Kedua, big data mempermudah penyediaan informasi yang bersifat real-time. Data yang
diterima melalui sistem big data dapat dianalisis secara real-time sehingga membantu memperoleh
informasi yang terbaru, namun tetap memiliki tingkat akurasi yang baik.

Ketiga, big data membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dengan informasi yang
tepat waktu dan akurat, perusahaan perikanan maupun penyedia jasa kelautan dapat membuat
keputusan yang lebih baik dan tepat. Dalam hal ini, big data membantu menganalisis data dan
memecahkan masalah yang ada sehingga diperoleh keputusan dan perumusan kebijakan yang akurat.
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Contoh kasus diantaranya adalah penggunaan big data dalam industri perikanan. Dalam
industri ini, big data membantu memperoleh informasi tentang pasokan dan permintaan ikan, kondisi
cuaca, dan tingkat produksi unit usaha. Melalui informasi ini, pengusaha perikanan dapat membuat
keputusan yang tepat mengenai jumlah produksi, harga jual, dan pemasaran produk mereka yang
dapat dengan mudah disesuaikan berdasarkan hasil analisis (Jaeger, 2018).

Dengandemikian, big data memiliki peran yang sangat penting dalam membantu memperoleh
informasi yang lebih akurat dan terbaru. Penggunaan big data dapat membantu memperkuat
proses pengambilan keputusan dan membantu memecahkan masalah yang ada. Oleh karena itu,
perkembangan big data didorong untuk dioptimalkan agar dihasilkan efisiensi dan kualitas dalam
pengambilan keputusan.

Meningkatkan ketepatan dalam pemantauan dan
pengendalian sumber daya alam

Dalam hal pengendalian dan pemantauan sumber daya perikanan, big data memainkan peran
penting dalam membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan memperoleh informasi yang
lebih akurat, dan real time. Pemantauan dan pengendalian sumber daya perikanan adalah hal yang
penting untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya perikanan dilakukan secara bertanggung
jawab dan berkesinambungan. Namun, data yang diperoleh dalam industri perikanan seringkali
tersebar, tidak terkoordinasi, dan kurang akurat. Big data memungkinkan untuk memperoleh data
yang lebih akurat dan terkini melalui pemrosesan data dari berbagai sumber, seperti sensor, satelit,
dan laporan dari nelayan.

Contoh studi kasus adalah pemantauan populasi ikan dengan menggunakan teknologi satelit.
Pemantauan ini memungkinkan untuk memperoleh data real-time tentang lokasi dan jumlah ikan di
laut, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya perikanan
yang lebih baik. Dengan adanya informasi ini, nelayan dapat menyusun rencana waktu operasional
menangkap, peluang jenis ikan yang ditangkap, serta estimasi harga pasar saat ikan didaratkan,
sehingga dapat membantu mengurangi dampak negatif ketidakpastian usaha karena fluktuasi harga
ikan dan memastikan bahwa sumber daya perikanan tetap berkesinambungan.

Big data juga dapat membantu dalam pemantauan kualitas air laut dan kondisi lingkungan
laut. Data yang diperoleh dari sensor dan satelit dapat membantu dalam memantau tingkat polusi,
suhu air, dan kondisi lingkungan laut lainnya. Informasi ini dapat membantu dalam pengambilan
keputusan pengelolaan lingkungan laut yang lebih baik dan memastikan bahwa aktivitas manusia
tidak merugikan lingkungan laut.

Dengan demikian, big data memainkan peran penting dalam pemantauan dan pengendalian
sumber daya perikanan. Dengan memperoleh data yang lebih akurat dan reliable, serta terbaru. Big
data memungkinkan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan memastikan
bahwa sumber daya perikanan tetap berkelanjutan. Oleh karena itu, penting memanfaatkan teknologi
big data untuk memaksimalkan manfaat perikanan tangkap.
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APLIKASI BIG DATA DALAM PERIKANAN

1. Analisis data populasi ikan

Aplikasi big data dalam analisis data populasi ikan memiliki peran penting dalam membantu
para ahli dan pengambil keputusan untuk memahami dan memantau tren populasi ikan dan membuat
keputusan yang informatif dan tepat. Berikut adalah beberapa aplikasi big data dalam analisis data
populasi ikan:

e Analisis distribusi dan jumlah ikan: Big data memungkinkan analisis distribusi dan
jumlah ikan yang sangat detail dan akurat, sehingga membantu dalam memahami
tren dan pola populasi ikan.

e Monitoring perubahan lingkungan: Big data dapat memantau dan menganalisis
perubahan lingkungan yang mempengaruhi populasi ikan, seperti suhu air, salinitas,
dan tingkat polusi

e Pemantauan lokasi pendaratan: Big data memungkinkan pemantauan lokasi
pendaratan ikan, sehingga dapat membantu dalam memahami bagaimana tingkat
pendaratan mempengaruhi populasi ikan.Prediksi perubahan populasi ikan: Big data
memungkinkan analisis prediksi perubahan populasi ikan, sehingga dapat membantu
dalam membuat keputusan yang informatif dan tepat terkait dengan manajemen
sumber daya perikanan.

e Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan: Big data dapat membantu
dalam memahami dan mengelola sumber daya perikanan secara lebih efisien dan
bertanggung jawab, sehingga memastikan ketersediaan sumber daya perikanan bagi
masa depan.

Dengan penggunaan big data dalam analisis data populasi ikan, para pengambil keputusan
dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan tepat, memastikan ketersediaan sumber daya
perikanan yang berkelanjutan, dan membantu memastikan kesejahteraan industri perikanan.

2. Pemantauan dan pengendalian kualitas air

Big data dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan kualitas air melalui analisis
data yang berkembang dan kompleks. Aplikasi big data dalam pemantauan dan pengendalian kualitas
air melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti stasiun pengukuran air, satelit, dan
pemantauan kualitas air oleh pemerintah dan organisasi lingkungan. Data tersebut kemudian dianalisis
menggunakan algoritma dan teknologi pembelajaran mesin untuk menentukan tren dan pola dalam
kualitas air.

Informasi yang diperoleh dari analisis data dapat digunakan untuk membuat keputusan yang
lebih baik mengenai manajemen sumber daya air dan mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil
untuk memelihara kualitas air. Contohnya, big data dapat membantu mengidentifikasi sumber polusi
air dan memantau perubahan kualitas air selama masa waktu tertentu, sehingga pihak berwenang
dapat membuat tindakan yang tepat untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan memelihara
kualitas air untuk kesehatan masyarakat dan ekosistem.
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Dengan aplikasi big data, pemerintah dan organisasi lingkungan dapat memantau kualitas air
secara real-time dan menentukan tindakan yang tepat untuk memelihara kualitas air. Aplikasi big data
juga dapat membantu memantau dan mengelola sumber air yang terbatas, seperti memantau tingkat
air dalam sumur dan memantau debit air dalam sungai dan danau.

3. Prediksi cuaca dan pergerakan arus laut

Aplikasi Big data dalam prediksi cuaca dan pergerakan arus laut sangat penting bagi industri
kelautan. Banyak data yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti buoy, satelit, dan stasiun
meteorologi, yang bisa digunakan untuk memprediksi cuaca dan pergerakan arus laut. Big data
menyediakan teknologi untuk memproses dan menganalisis data ini secara efisien dan cepat. Dengan
memanfaatkan Big data, para ahli cuaca dan ilmuwan oseanografi bisa memprediksi perubahan cuaca
dan arus laut dengan lebih akurat dan up-to-date. Hal ini membantu para pelaut dan nelayan dalam
membuat keputusan yang lebih baik mengenai kapan dan dimana mereka harus berlayar.

Contohnya, pada tahun 2015, sebuah proyek bernama Copernicus Marine Environment
Monitoring Service menggunakan Big data untuk memantau dan memprediksi pergerakan arus laut
di seluruh dunia. Proyek ini memanfaatkan data dari berbagai sumber, termasuk satelit, buoys, dan
stasiun meteorologi, untuk memprediksi kondisi cuaca dan arus laut (Traoun et.al., 2019). Aplikasi Big
data juga dapat digunakan untuk memantau tingkat kelembapan, suhu, dan kondisi air laut secara real-
time. Hal ini membantu para ahli cuaca dan ilmuwan oseanografi dalam memantau dan memprediksi
perubahan cuaca dan arus laut yang akan mempengaruhi industri kelautan.

4. Monitoring dan evaluasi kinerja perikanan budidaya

Aplikasi big data dapat digunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja
perikanan budidaya melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang besar dan kompleks.
Data tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, seperti sensor, alat ukur, dan sistem informasi
geografis (GIS). Data yang terkumpul dapat meliputi informasi tentang kualitas air, suhu, kepadatan
populasi ikan, tingkat produksi, dan banyak lagi. Dengan memanfaatkan big data, para pengelola
perikanan budidaya dapat memantau dan mengevaluasi kinerja mereka secara real-time. Misalnya,
mereka dapat memantau tingkat produksi dan kualitas ikan setiap saat dan membandingkannya
dengan standar industri. Mereka juga dapat memantau kondisi lingkungan seperti kualitas air, suhu,
dan faktor lain yang mempengaruhi kinerja budidaya ikan. Selain itu, big data juga dapat membantu
para pengelola perikanan budidaya dalam membuat keputusan yang tepat dan data-driven. Mereka
dapat menganalisis data dan menentukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang muncul,
seperti tingkat produksi yang rendah atau masalah kualitas air.

Sebuah perusahaan perikanan budidaya di Thailand menggunakan big data untuk memantau
dan mengevaluasi kinerja mereka. Mereka menggunakan sensor untuk memantau kualitas air, suhu,
dantingkat produksi setiap saat. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk membuat keputusan
yang tepat dan memastikan bahwa budidaya ikan dilakukan dengan efisiensi dan produktivitas
maksimal. Hasilnya, perusahaan tersebut berhasil meningkatkan tingkat produksi dan kualitas ikan,
serta memastikan bahwa budidaya ikan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan (Saengkaew et
al., 2019)
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PENUTUP

Pemanfaatan Big data menjadi jalan keluar industri kelautan, perikanan, dan budidaya
untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran produk perikanan maupun jasa kelautan,
membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memperoleh informasi yang lebih
akurat dan terkini. Teknologi big data juga membantu meningkatkan ketepatan dalam pemantauan
dan pengendalian sumber daya perikanan, dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja perikanan
budidaya. Aplikasi big data juga dapat digunakan dalam analisis data populasi ikan, pemantauan dan
pengendalian kualitas air, prediksi cuaca dan pergerakan arus laut. Dengan adanya teknologi ini,
industri kelautan akan dapat berkembang dan memperoleh manfaat yang lebih baik dalam era industri
4.0.
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» PERAN MANGROVE DALAM MENGURANGI
PEMANASAN GLOBAL

David Gina Kimars Ketaren

PENDAHULUAN

Total luas kawasan mangrove di Indonesia sebesar 3,3 juta ha dengan persentase sebesar
80,74% (2.673.548 Ha) dalam kondisi baik dan 19,26% (637.624 Ha) dalam kondisi kritis. Dari
mangrove kritis tersebut, berdasarkan kewenangan dimana 460.210 Ha (72,1%) berada dalam
kawasan hutan dan 177.415 Ha (27,82%) di luar kawasan hutan. Pemetaan kawasan mangrove kritis
yang menjadi tanggungjawab KKP dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu mangrove kritis telah pulih/
mangrove kritis pulih seluas 25.777 Ha (39,81%), mangrove kritis tidak dapat dilakukan rehabilitasi/
non-rehab seluas 47.895 Ha (73,97%) dan mangrove kritis yang perlu dilakukan rehabilitasi/tanam
seluas 6.315 Ha (9,8%). (KKP, 2021).

Mangrove merupakan ekosistem yang kaya akan karbon dan juga memiliki peran penting
dalam hal regulasi iklim yang memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon dalam jumlah besar
untuk mengimbangi emisi antropogenik CO, (Mcleod et al.,, 2011). Karbon yang tersimpan di
mangrove dikenal sebagai “blue carbon” atau karbon biru, istilah karbon biru mengacu pada konservasi
karbon dalam ekosistem perairan, terutama tanah dan sedimen, dan sekarang banyak digunakan
dalam proyek untuk meningkatkan perluasan penyimpanan karbon tutupan mangrove (Alongi, 2014).

Mengetahui pentingnya mangrove sebagai ekosistem yang mampu menyimpan karbon dalam
jumlah besar, maka laju deforestasidiekosistem initentu perludiperhatikan. Deforestasidan degradasi
yang cepat berdampak buruk pada iklim dan komposisi atmosfer (Giri et al., 2011). Berkaitan dengan
hal tersebut, tulisan ini menyajikan peran kawasan mangrove dalam mengurangi emisi gas rumah
kaca. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah istilah umum untuk gas rumah kaca seperti klorofluorokarbon
(CFC), karbon dioksida (CO,), metana (CH4), nitrogen oksida (NOx), ozon (O,), dan uap air (H,0).
Beberapa dari gas ini memiliki efek rumah kaca yang lebih kuat daripada yang lain. Misalnya, metana
diperkirakan 20 hingga 30 kali lebih kuat daripada karbon dioksida, dan CFC diperkirakan 1000 kali
lebih kuat sebagai gas rumah kaca daripada karbon dioksida (Porteous, 1992). Gas rumah kaca juga
menyerap cahaya inframerah dan mengukur suhu atmosfer. Emisi gas rumah kaca terus meningkat
akibat aktivitas manusia sejak sebelum Revolusi Industri (IPCC, 2001). Peningkatan gas rumah kaca di
atmosfer dapat menyebabkan pemanasan global (KLH, 2012).

Pemanasan global tidak hanya sangat ditakuti di Indonesia, tetapi juga salah satu peristiwa
penting yang menjadi isu global yang dibicarakan oleh hampir semua kalangan internasional (Riani,
2012). Gas rumah kaca ini dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan
bakar fosil baik di kendaraan bermotor maupun industri, sehingga menyebabkan akumulasi gas rumah
kaca (IPCC, 2001). Menurut DeFries et al. (2002) penebangan berpotensi meningkatkan gas rumah
kaca karena merupakan faktor utama dalam menambah karbon ke atmosfer. Sementara itu, baik
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di perkotaan maupun pesisir, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengubah fungsi hijau menjadi
kawasan pemukiman, yang pada akhirnya mengurangi simpanan karbon dan penyerapan karbon
mangrove.

Perairan pesisir dan juga termasuk mangrove memiliki peran penting dalam keseimbangan
karbon secara keseluruhan (Nasprianto et al., 2016). Tegakan mangrove menyerap karbondioksida
dari atmosfer selama fotosintesis dan mengubahnya menjadi karbon organik dalam bentuk biomassa
(Sutaryo, 2009). Konservasi hutan mangrove sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca (Kordi, 2012). Tumbuhan mangrove menyerap karbon dioksida, mengubahnya menjadi karbon
organik, dan menyimpannya dalam biomassa tubuhnya, seperti akar, batang, daun, dan bagian lainnya
(Hairiah & Rahayu, 2007).

Ekosistem mangrove bertanggung jawab menyediakan jasa lingkungan penyerapan karbon
yang berdampak positif bagi lingkungan dan manusia. Efek pemanasan global akibat kenaikan
konsentrasi gas di atmosfer seperti CO, mempengaruhi kenaikan suhu global. Peningkatan ini telah
menyebabkan perubahan iklim bumi antara lain perubahan curah hujan dan peningkatan frekuensi
badai, pasang surut dan aliran karena ekspansi air laut pada suhu tinggi. Dampak lain dari pemanasan
global, seperti es akan mencair di kawasan kutub bumi, menurunkan kadar garam dan meningkatkan
sedimentasi di wilayah pesisir dan lautan, serta mengancam kelestarian sumber daya alam pesisir dan
laut yang mendukung kehidupan manusia (Latuconsina, 2010).

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia seluas
3.364.076 Ha terdapat 3 (tiga) klasifikasi kategori kondisi mangrove sesuai dengan persentase
tutupan tajuk, yaitu mangrove lebat, mangrove sedang, dan mangrove jarang. Merujuk pada SNI
7717-2020, kondisi mangrove lebat adalah mangrove dengan tutupan tajuk >70%, mangrove
sedang dengan tutupan tajuk 30-70%, mangrove jarang dengan tutupan tajuk <30%. Dari total
luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha, kondisi mangrove lebat seluas 3.121.239 Ha
(93%), mangrove sedang seluas 188.363 Ha (5%), dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (2%).
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Gambar 1. Peta Mangrove Nasional Tahun 2021
(Sumber: KLHK)
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Pentingnya peranan mangrove dalam penurunan emisi gas rumah kaca, menjadikan isyarat
agar melakukan konservasi terhadap ekosistem mangrove. Tulisan ini mengulas pentingnya ekosistem
mangrove dalam penurunan emisi gas rumah kaca guna mitigasi bencana khususnya bencana
pemanasan global. Kajian tentang peran kawasan mangrove dalam mengurangi emisi gas rumah kaca
disajikan padatulisanini. Peran ekosistem mangrove dalam upaya mitigasi penurunan emisi gas rumah
kaca, melakukan studi, dan membuat deskripsi mengenai tantangan dan peluang ekosistem mangrove
dalam mendukung mitigasi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

HUTAN MANGROVE DI INDONESIA

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau, Indonesia memiliki potensi
sumber daya pesisir dan laut yang besar. Indonesia, sebuah negara kepulauan, adalah rumah bagi
banyak hutan bakau terbesar di dunia. Menurut Latuconsina (2010), Indonesia memiliki ekosistem
mangrove terluas di dunia, yaitu mencapai 19% dari ekosistem mangrove dunia. Indonesia menghadapi
banyak tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove, khususnya pada ekosistem mangrove
pulau-pulau kecil. Ekosistem mangrove pulau-pulau kecil seringkali menghadapi berbagai tantangan,
seperti dampak aktivitas manusia yang memanfaatkan ekosistem mangrove di sekitarnya dan dampak
eksternal seperti pemanasan global. Ada juga ancaman lain berupa bencana alam seperti badai, angin
topan, dan ombak.

Luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1999 mencapai 8,60 juta Ha dan yang telah
mengalami kerusakan sekitar 5,30 juta Ha. Kondisi kerusakan hutan mangrove di Indonesia dapat
dibedakan menjadi hutan mangrove rusak berat mencapai luas 42%, hutan mangrove rusak seluas
29%, hutan mangrove dalam kondisi baik seluas kurang dari 23% dan hutan mangrove dalam kondisi
sangat baik hanya seluas 6% dari keseluruhan luas mangrove. Berkurangnya luas ekosistem mangrove
alami dapat disertai dengan meningkatnya kebutuhan manusia untuk mendorong deforestasi hutan
mangrove untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (Umayah et al., 2016).

Kerusakan mangrove dapat terjadi secara alami atau karena tekanan dari masyarakat sekitar.
Tentu saja, kerusakan ekosistem mangrove jauh lebih sedikit daripada kerusakan yang disebabkan
oleh aktivitas manusia. Kerusakan alam biasanya disebabkan oleh siklus alam yang konstan, dan alam
dapat memperbaiki dirinya sendiri, sehingga kerusakan dapat diperbaiki. Bencana alam disebabkan
oleh bencana alam seperti angin topan dan badai, serta iklim kering terus-menerus yang menyebabkan
penumpukan garam pada tanaman (Ario et al., 2015).

Kerusakan mangrove juga disebabkan oleh banyaknya aktivitas manusia di sekitar kawasan
hutan mangrove sehingga menyebabkan perubahan sifat fisik dan kimia di sekitar habitat mangrove.
Perubahan tersebut membuat hutan mangrove tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangan flora
dan fauna hutan mangrove (Ario et al., 2015).

Ada dua jenis tekanan utama yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove, yaitu tekanan
eksternaldantekananinternal. Tekanan eksternal adalahtekananyangditimbulkandariluar ekosistem
mangrove itu sendiri, seperti konversi hutan mangrove menjadi pemukiman, industri atau rekreasi.
Tekanan internal adalah tekanan mangrove yang muncul dari masyarakat sekitar hutan mangrove
untuk memanfaatkan ekosistemnya (Arizona et al., 2009).
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Perubahan tata guna lahan, pemanfaatan kayu mangrove untuk berbagai keperluan,
pembuatan tambak, pemukiman, dan lain-lain merupakan kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas
manusia (Ario et al., 2015). Laju kerusakan ekosistem mangrove sangat cepat akibat pencemaran,
penimbunan, sedimentasi, dan lain-lain (Setyawan et al., 2006).

MANGROVE DALAM UPAYA PENURUNAN EMISI GAS
RUMAH KACA

Gas rumah kaca mengalami peningkatan, salah satunya adalah peningkatan konsentrasi
karbon dioksida (CO,), yang menyebabkan efek gas rumah kaca, yang juga dikenal sebagai pemanasan
global. Pemanasan global ini selanjutnya menyebabkan fenomena perubahan iklim. Tumbuhan
berperan dalam mengurangi jumlah karbon di atmosfer selama fotosintesis. Dalam proses fotosintesis,
tanaman membutuhkan CO, dan H,O untuk menyerap unsur-unsur ini dari lingkungan, dan dengan
bantuan sinar matahari, mengubahnya menjadi glukosa sebagai sumber energi bagi tanaman,
menghasilkan H,O dan O, yang dapat memberikan manfaat bagi organisme lain (Purnobasuki, 2012).

Di sisi lain, proses penyerapan karbon (carbon sequestration) pada tumbuhan dapat diartikan
sebagai proses menangkap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer (Nyanga, 2020). Oleh
karena itu, untuk estimasi terhadap jumlah karbon yang tersimpan di dalam tanaman hidup (biomassa)
dapat mencerminkan CO, yang diserap oleh tanaman dari atmosfer (Purnobasuki, 2012). Mangrove
dapat menyimpan karbon dalam jumlah besar, seperti yang ditunjukkan oleh studi-studi yang
dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Nyanga (2020) menyatakan bahwa hutan mangrove dapat
menyimpan karbon tiga sampai empat kali lipat dibandingkan hutan terestrial. Akibatnya, mangrove
akan memainkan peran yang sangat penting sebagai ekosistem dalam upaya mitigasi pengurangan
emisi gas rumah kaca.

Dalam proses fotosintesis yang menghasilkan karbon organik pada sebagian besar ekosistem
selain ekosistem mangrove akan membusuk dan melepaskan karbon ke atmosfer dalam bentuk CO2.
Akan tetapi, bahan organik yang terkandung pada ekosistem mangrove dalam jumlah yang besar tidak
akan membusuk (Purnobasuki, 2012). Emisi yang dilepaskan kembali oleh hutan mangrove akan lebih
kecil dibandingkan dengan hutan terestrial. Hal ini disebabkan pembusukan yang terjadi pada serasah
tanaman akuatik tidak akan melepaskan karbon.

Worthington dan Spalding (2018) menjelaskan dalam laporannya bahwa restorasi mangrove
secara global memiliki potensi untuk menyimpan 69 juta ton karbon pada biomassa di atas permukaan
tanah. Jumlah ini setara dengan emisi tahunan 25 juta rumah tangga Amerika. Selain itu, restorasi
mangrove dapat menyimpan 296 juta ton karbon di dalam tanah. Ini setara dengan emisi tahunan 117
juta rumah tangga di Amerika Serikat. Di Indonesia, hutan mangrove dengan total cadangan karbon
sekitar 3,14 PgC berpotensi untuk memitigasi perubahan iklim jika upaya tersebut dapat berdampak
pada penurunan emisi gas rumah kaca (Murdiyarso et al., 2015). Upaya pencegahan deforestasi hutan
mangrove dapat mengurangi perkiraan emisi tahunan dari sektor tata guna lahan sekitar 10-31%.

Ekosistem mangrove juga dikenal sebagai ekosistem karbon biru (blue carbon ecosystem).
Karbon biru adalah karbon yang tersimpan dalam ekosistem perairan, terutama tanah dan sedimen.
Istilah karbon biru sering digunakan dalam proyek yang bertujuan untuk meningkatkan simpanan

karbon dengan meningkatkan tutupan mangrove. Karbon biru telah dipresentasikan oleh banyak
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organisasi sebagai inisiatif penting untuk melindungi, memulihkan, dan menciptakan hutan bakau.
Tantangannyaadalahuntuk meningkatkan kesadaranakan perlunyamenyeimbangkankerangkawaktu
yang realistis untuk pengembangan mangrove dengan pendanaan jangka pendek dan kerangka waktu
proyek. Pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan lingkungan dari penyerapan karbon jangka
panjang adalah prioritas utama untuk keberhasilan Program Karbon Biru (Alongi, 2014). Harapannya
adalah bahwa dengan restorasi mangrove maka akan turut membantu mengatasi perubahan iklim.

Gambar 2. Proses pengambilan data penelitian Stok Karbon Mangrove dilapangan

(Sumber: Kesemat.or.id)

Taillardat et al. (2018) bahwa kajian tentang estimasi sekuestrasi mangrove di berbagainegara
menunjukkan bahwa mangrove berpotensi mengurangi emisi karbon jika deforestasi mangrove
rendah. Beberapa negara, seperti Malaysia dan Myanmar, telah menunjukkan bahwa potensi
simpanan karbon dari hutan mangrove yang tersisa lebih kecil daripada emisi karbon dari penebangan
mangrove. Beberapa dari negara-negaraini saat ini tidak dapat berkontribusi pada pengurangan emisi,
tetapi ada potensi besar untuk berkontribusi jika konservasi dapat diterapkan untuk meningkatkan
penyerapan karbon di masa depan dari pemulihan dan mencegah emisi lebih lanjut dari deforestasi.

TANTANGAN & PELUANG EKOSISTEM MANGROVE

Ancaman terhadap keberadaan hutan mangrove adalah karena berkurangnya tutupan
mangrove. Hal ini disebabkan adanya perubahan penggunaan lahan. Di Asia Tenggara, banyak terjadi
konversi dari mangrove menjadi tambak budidaya dan juga konversi menjadi lahan pertanian seperti
sawah danjuga padang rumput, disertai juga peningkatan permintaan kelapa sawit yang menyebabkan
terjadinya pembukaan lahan (Worthington & Spalding, 2018). Selain itu, populasi di wilayah pesisir
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meningkat, dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan pelabuhan mengalami
kemajuan karena pembukaan hutan mangrove.
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Gambar 1. Kondisi Mangrove serta Status Kawasan Mangrove Kritis Indonesia
(Sumber: KKP.2021)

Pemetaan Kawasan mangrove kritis yang menjadi tanggungjawab KKP dibagi kedalam 3 (tiga)
kategori, yaitu mangrove kritis telah pulih (mangrove kritis pulih) seluas 25.777 Ha (39.8 1%), mangrove
kritis tidak dapat dilakukan rehabilitasi (Non Rehab) seluas 47.895 Ha (73.97%) dan mangrove kritis
yang perlu dilakukan rehabilitasi (Tanam) seluas 6.315 Ha (9.8%). Dari Hasil Analisa, KKP berupaya
melakukan rehabilitas pada Mangrove Kritis (6.315 Ha) dan mangrove yang sudah terdegradasi
diupayakan penanaman pada lahan terbuka (25.716 Ha). Hutan mangrove perlu dilestarikan dan
direstorasi untuk mengurangi laju deforestasi. Pelestarian hutan mangrove tidak hanya menghemat
simpanan karbon untuk perlindungan iklim, tetapi juga memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan
iklim seperti kenaikan permukaan laut (Donato et al., 2011).

Perubahan iklim mempengaruhi kemajuan pembangunan dan meningkatkan ketimpangan
global. Oleh karena itu, semua penghasil emisi baik di negara maju maupun negara berkembang harus
menerapkan perlindungan dan adaptasi iklim terhadap perubahan iklim. Indonesia merupakan salah
satu negara berkembang yang telah menandatangani Perjanjian Paris. Dalam dokumen NDC-nya,
Indonesia telah berjanji untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% menggunakan sumber
daya domestik (tanpa syarat) dan 41% dengan dukungan internasional (bersyarat) dari skenario
business as usual (BAU) pada tahun 2030. Komitmen ini memungkinkan Indonesia memperoleh
manfaat dari berbagai jenis dukungan, termasuk peluang ICF yang diberikan oleh ADB melalui sistem
keuangan non-UNFCCC dan Global Green Growth Institute melalui skema pendanaan UNFCCC.
ICF di Indonesia ini terus berkembang, dengan banyak pembatasan. Beberapa saluran ICF dapat
digunakan lebih banyak secara optimal seperti, instrumen pinjaman dan hibah. Indonesia tidak dapat
hanya mengandalkan dukungan internasional untuk memenuhi kebutuhan pendanaan iklimnya yang
sangat besar. Contoh kebutuhan untuk mengembangkan pembiayaan yang inovatif melalui berbagai
cara seperti sukuk hijau. ICF juga berperan dalam memfasilitasi transisi energi dari sumber energi
berbasis batubara ke sumber energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi (Santoso et. al,
2022).
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KONSERVASI HUTAN MANGROVE

Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak yang dapat mengancam regenerasi biota-
biota laut termasuk stok ikan dan udang di perairan lepas pantai. Hal ini akan membuat berkurangnya
penghasilan nelayan yang bergantung pada banyak sedikitnya ikan, kepiting dan lain-lain yang
merupakan hasil tangkapan mereka dari laut. Dari segi ekosistem perairan, hutan mangrove dikenal
sebagai tempat asuhan (nursery ground) berbagai jenis hewan akuatik seperti ikan, udang, kepiting
dan kerang-kerangan fungsi lain hutan mangrove melindungi garis pantai dari erosi, dapat menahan
pengaruh gelombang serta dapat pula menahan lumpur, sehingga mangrove bisa semakin luas tumbuh
keluar mempercepat terbentuknya tanah timbul. Secara garis besar, mangrove mempunyai beberapa
keterkaitandalam kebutuhan manusia sebagai penyediabahan pangan, papan,dan kesehatan sehingga
lingkungan dibedakan menjadi lima yaitu: fungsi fisik, fungsi kimia, fungsi biologi, fungsi ekonomi, dan
fungsi lain.

Indonesia memperoleh dukungan pendanaan internasional melalui bilateral dan kerjasama
multilateral dalam bentuk skema pinjaman dan hibah. International Climate Finance (ICF) memiliki
berkontribusi pada pengembangan pembiayaan inovatif melalui Sustainable and the Inclusive
Energy program (SIEP) dan Sustainable Green Growth, Climate, and Environment program (SGGP), yang
menghasilkan keluaran kebijakan dan rekomendasi kebijakan untuk mempromosikan keterlibatan
sektor swasta melalui insentif, subsidi, dan fasilitas perizinan. ICF di Indonesia terus berkembang,
namun juga memiliki banyak keterbatasan. Beberapa peluang ICF, seperti Green Climate Fund (GCF),
Adaptation Fund (AF), dan Global Environmental Fund (GEF), dapat menjadi diakses secara lebih optimal
dengan menyebarluaskan informasi tentang standar diperlukan untuk setiap jenis sumber ICF.

Selain mengoptimalkan pembiayaan yang ada untuk perubahan iklim, Indonesia perlu
mengembangkan berbagai alat pembiayaan, termasuk: optimalisasi peran sektor swasta/non-publik
melalui instrumen perbankan, pasar modal, dan instrumen surat berharga. Selanjutnya, meskipun ICF
disediakan terutama melalui pinjaman instrumen, penyediaannya melalui instrumen hibah berupa
bantuan teknis perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat upaya untuk mencapai target
NDC. Di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), negara-negara
maju harus memenuhi komitmen untuk menyediakan US$100 miliar per tahun pada tahun 2020 untuk
mendukung pembangunan negara-negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan memfasilitasi
adaptasi iklim di negara-negara yang paling rentan. Oleh karena itu, definisi yang jelas, aturan baru,
dan standar akuntansi untuk pendanaan iklim di bawah UNFCCC diperlukan untuk memastikan
negara-negara maju memenuhi komitmen mereka dan negara berkembang menerima dukungan yang
diperlukan untuk menanggapi dampak perubahan iklim (Santoso et.al, 2022).

Peranan hutan mangrove dalam penyerapan karbon berdampak besar pada pemanasan
global. Meningkatnya kerusakan hutan mangrove akan berdampak besar pada percepatan perubahan
di dunia. Upaya mitigasi pemanasan global dilakukan terutama melalui pendekatan masyarakat,
penghijauan melalui penanaman pohon, pembangunan pertahanan pesisir dan pendekatan ekonomi.
Kerusakan pada mangrove dapat dicegah dengan melibatkan masyarakat dalam proses penimbunan.
Upaya rehabilitasi berdampak langsung pada masyarakat sekitar mangrove. Hal ini dapat diketahui
dengan melakukan penelitian melalui komunikasi masyarakat yang efektif (Umayah et al., 2016).
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Keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi lahan dapat meningkatnya kesadaran
masyarakat akan peranan mangrove dan rencana keberhasilan. Masyarakat yang sadar akan peranan
hutan mangrove akan memberikan dampak pada berkurangnya kerusakan pada hutan mangrove.
Penanaman mangrove merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan hutan mangrove. Upaya
penanaman secara perlahan dan bertahap secara terus menerus untuk memperbaiki hutan mangrove.
Penanaman mangrove sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan.
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PENUTUP

Mangrove memiliki potensi cadangan karbon yang besar, dengan nilai yang cadangan karbon
tiga sampai dengan empat kali lebih besar dari cadangan karbon pada hutan terestrial, kkmampuan
mangrove dalam hal menyimpan cadangan karbon yang besar membawa manfaat dalam upaya untuk
menurunkan emisi gas rumah kaca, mangrove dapat sangat efektif dalam mendukung mitigasi emisi
gas rumah kaca ketika laju deforestasi dari mangrove rendah, deforestasi terutama disebabkan oleh
konversi mangrove menjadi kolam budidaya, dan juga konversi menjadi lahan pertanian, dan disertai
juga dengan adanya pembukaan lahan akibat peningkatan permintaan kelapa sawit dan pembangunan
infrastruktur, konservasi dan restorasi mangrove untuk mengurangi laju deforestasi tidak hanya
menjaga penyimpanan karbon untuk perlindungan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca, tetapi
juga mempromosikan adaptasi terhadap perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut.
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» KAWASAN KONSERVASI MARITIM SEBAGAI STRATEGI
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG DI WILAYAH
PESISIR

Agung Triwibowo

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan beragam sehingga membuat negara ini
menjadi salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Wilayah pesisirnya mendukung
beragam ekosistem, termasuk hutan mangrove, rawa asin, pantai berpasir, terumbu karang, padang
lamun, dan dataran pasang surut. Ekosistem-ekosistem ini menyediakan habitat penting bagi
banyak spesies ikan dan kehidupan laut lainnya, serta sumber daya penting bagi masyarakat lokal,
seperti daerah penangkapan ikan, tujuan wisata, sumber daya mineral dan migas, energi terbarukan,
penyimpanan karbon, penahan gelombang, pelindung pantai, dan pelayaran (Gambar 1).
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Gambar 1. Jasa Ekosistem Pesisir (Moser et al., 2014)
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Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting bagi
keberlangsungan hidup banyak spesies laut, termasuk manusia. Bersama dengan hutan mangrove
dan padang lamun, terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dan
laut terpenting.Terumbu karang dapat dianggap sebagai hutan tropis dalam ekosistem laut. Ekosistem
ini terdapat di perairan yang hangat, bersih, dangkal dan merupakan ekosistem yang sangat penting
dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Namun, aktivitas manusia seperti pencemaran, over-eksploitasi sumber daya alam, dan
perubahan iklim telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem terumbu karang. Oleh
karenaitu, dibutuhkan strategi pengelolaan yang efektif untuk melindungi dan memulihkan ekosistem
terumbu karang.

Gambar 2. Keindahan pesisir dengan hutan mangrove danterumbu karang
di Pulau Gam, kepulauan Raja Ampat, Papua Barat.
Foto: shutterstock

EKOSISTEM TERUMBU KARANG

Karangdanterumbukarang merupakan komponen pentingdarilingkunganlaut,dan Indonesia
adalah rumah bagi beberapa terumbu karang yang paling luas dan beragam di dunia. Karang adalah
organisme laut yang termasuk dalam filum Cnidaria. Karang membentuk hubungan simbiosis dengan
algae yang dikenal sebagai zooxanthellae, yang hidup di dalam jaringannya dan memberi karang energi
melalui fotosintesis (Gambar 3). Karang menyediakan alga dengan habitat yang dilindungi dan nutrisi
yang diperlukan untuk tumbuh. Terumbu karang terbentuk oleh akumulasi skeleton karang dan bahan
organik lainnya, menyediakan habitat yang unik dan beragam untuk berbagai kehidupan laut.
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Ekosistem terumbu karang di Indonesia menyediakan berbagai jasa yang penting bagi
masyarakat lokal dan lingkungan yang lebih luas. Layanan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori:
layanan penyediaan, seperti penyediaan makanan dan bahan bangunan; jasa pengaturan, seperti
pengaturan kualitas air dan perlindungan garis pantai dari badai; dan jasa budaya, seperti kegiatan
rekreasi dan pariwisata.
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Gambar 3. Anatomi karang (Coral Reef Alliance, 2003)

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pengakuan akan nilai jasa-jasa ini
di Indonesia, dan minat yang semakin besar dalam pengelolaan dan konservasi ekosistem terumbu
karang. Misalnya, pada tahun 2018, sebuah studi oleh Widodo et al. (2018) memperkirakan nilai
ekonomi jasa ekosistem terumbu karang di Indonesia lebih dari $4 miliar per tahun. Ini menyoroti
pentingnya ekosistem ini bagi perekonomian negara, dan perlunya tindakan pengelolaan dan
konservasi yang efektif untuk memastikan ketersediaan yang berkelanjutan.

Studi lain oleh Saefudin et al. (2020) membahas jasa penyediaan yang disediakan oleh
terumbu karang di Indonesia, khususnya berfokus pada peran ekosistem ini dalam mendukung
mata pencaharian masyarakat lokal. Penelitian ini menemukan bahwa terumbu karang memberikan
kontribusi penting dalam menyediakan sumber makanan bagi masyarakat setempat seperti ikan dan
krustasea. Sumber daya tersebut memiliki peran yang krusial dalam menciptakan mata pencaharian
dan ketahanan pangan di wilayah tersebut. Dalam hal jasa pengaturan, terumbu karang di Indonesia
berperan penting dalam mengatur kualitas air dan melindungi garis pantai dari badai. Sebagai contoh,
sebuah studi oleh Putri dan Hasanah (2021) menemukan bahwa terumbu karang di negara tersebut
efektif dalam mengurangi dampak gelombang dan arus, sehingga melindungi garis pantai dari erosi
dan mengurangi risiko kerusakan akibat badai dan angin topan.

Terumbu karang di Indonesia juga memberikan jasa budaya yang penting, termasuk kegiatan
rekreasi seperti snorkeling dan menyelam, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi industri
pariwisata negara. Misalnya, sebuah studi oleh Soepriyanto dan Rusdi (2022) menemukan bahwa
terumbu karang di negara ini merupakan daya tarik wisata yang penting, menarik lebih dari 2 juta
pengunjung per tahun dan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat setempat.
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Gambar 4. Terumbu Karang di Taman Nasional Bunaken (Uyun et al, 2020)

Ekosistem terumbu karang di Indonesia menyediakan berbagai jasa yang penting bagi
kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan yang lebih luas. Sudah sangat jelas nilai dari jasa-jasa
ekosistem ini dan kebutuhan akan pengelolaan yang efektif serta langkah-langkah konservasi untuk
memastikan ketersediaannya yang berkelanjutan.

STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU
KARANG DI WILAYAH PESISIR

Ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir memainkan peran penting dalam menjaga
kesehatan dan ketahanan ekosistem ini, dan memastikan ketersediaannya yang berkelanjutan untuk
generasi mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pengakuan akan pentingnya
pengelolaan terumbu karang yang efektif di wilayah pesisir, dan berbagai strategi telah dikembangkan
dan diterapkan untuk mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi ekosistem ini.

Salah satu strategi kunci untuk mengelola ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir adalah
pengembangan kawasan konservasi. Hal ini melibatkan pembentukan kawasan konservasi di laut
dimana penangkapan ikan dan aktivitas manusia lainnya dibatasi atau dilarang. Kawasan Konservasi
telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap terumbu karang, dan
dalam meningkatkan kesehatan dan resiliensi ekosistem tersebut (Hoey et al., 2013).
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Gambar 5. Analisis dan Pemodelan Terintegrasi pada Kawasan Pesisir (Pegaso Project, 2014)

Strategi penting lainnya untuk mengelola ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir adalah
pengembangan program pengelolaan pesisir terpadu (Integrated Coastal Management, ICM). Program
ICM melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, lembaga pemerintah,
dan LSM, bekerja sama untuk mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi terumbu karang, seperti
penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perubahan iklim (Vermaat et al., 2015). Menurut Pegaso
Project (2014), pengelolaan pesisir terpadu merupakan suatu proses dinamis untuk pengelolaan dan
pemanfaatan wilayah pesisir yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan pada saat yang sama
kerentanan ekosistem dan bentang alam pesisir, keragaman kegiatan dan pemanfaatan, interaksinya,
orientasi maritim dari kegiatan dan pemanfaatan tertentu, serta dampaknya terhadap bagian laut dan
darat.

Strategi lainnya adalah promosi pariwisata dan rekreasi yang berkelanjutan dengan
melibatkan kerja sama dengan masyarakat lokal, lembaga pemerintah, dan operator pariwisata untuk
mempromosikan praktik berkelanjutan dan meminimalkan dampak pariwisata terhadap terumbu
karang (Safitri & Adi, 2018). Kegiatan ini dapat mencakup langkah-langkah seperti promosi kegiatan
berdampak rendah, seperti snorkeling dan menyelam, dan pengembangan praktik pariwisata yang
bertanggung jawab, seperti penyediaan infrastruktur yang tepat dan pengelolaan limbah dan kotoran.

Terakhir, pengelolaan terumbu karang di wilayah pesisir juga membutuhkan penerapan
program pemantauan dan penelitian yang efektif. Ini melibatkan pengumpulan data tentang
kesehatandan status terumbu karang, serta dampak aktivitas manusia dan pemicu stres lainnya, untuk
menginformasikan keputusan pengelolaan dan memantau kemajuan dari waktu ke waktu (Widodo et
al., 2013). Hal Ini dapat mencakup penggunaan teknik penginderaan jauh, seperti citra satelit, serta
program pemantauan dan penelitian di lapangan. Selain itu upaya rehabilitasi karang pada menjadi

sangat penting dalam peningkatan status terumbu karang dalam suatu kawasan (Gambar 6).
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Gambar 6. Baby Coral Nursery di Biorock Indonesia, Pemuteran - Bali (Sekarini, 2020)

KAWASAN KONSERVASI MARITIM

Pembentukan Kawasan Konservasi merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan
dalam pengelolaanekosistemterumbukarang. Kawasan konservasidiperairanlahir dari2 nomenklatur
yaitu UU 45/2009 jo UU 31/2004 dan PP 602007 dengan nama Kawasan Konservasi Perairan (KKP),
dan nomenklatur UU 1/2014 jo UU 27/2007 dengan mahzab Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (KKP3K). Masing-masing kategori dijelaskan dalam PermenKP 23/2016 dan PermenKP
17/2008, dan Permen KP30/2010.

Kategori kawasan konservasi kemudian disesuaikan sebagaimana diatur dalam Permen
KP Th. 2020 No. 31 (Pengelolaan Kawasan Konservasi). Permen KP tersebut menggabungkan dan
menyederhanakan peraturan-peraturan sebelumnya, yakni Permen KP No. 17 Tahun 2008 tentang
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Permen KP No. 2 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; Permen KP No. 30 Tahun 2010 tentang Rencana
Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; dan Permen KP No. 47 Tahun 2016 tentang
Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.

44 Pengelolaan Sumber Daya
l Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan




PETA KARASAN KONSERVASI PERAIRAN DAN KAWASAN KONSERVAS) PLSEIR DAN PULAU-PULAY KECIL TAHUN 2013
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Gambar 7. Sebaran Kawasan Konservasi Perairan serta Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
diIndonesia Tahun 2019 (KKP.2020)

Kawasan Konservasi terbagi dalam tiga kategori, yakni Taman, Suaka, dan Kawasan
Konservasi Maritim yang ditetapkan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Situs Budaya
Tradisional, serta berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai warisan budaya maritim
dan nilai-nilai tradisional atau Kearifan Lokal.

Kawasan Konservasi Maritim (KKM) memenuhi kriteria:

a. Wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diserahkan
pengelolaannya;

b. Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil yang diatur dengan adat tertentu,
Kearifan Lokal, dan/atau hak tradisional;

Tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi;
d. Situs sejarah kemaritiman; dan/atau

e. Tempat ritual keagamaan atau adat.

Saat ini terdapat dua KKM di Indonesia yang telah ditetapkan KKP, yaitu KKM HMAS Perth
(Her Majesty’s Australian Ship Perth) di Perairan Provinsi Banten (KepmenKP No. 21/KEPMEN-
KP/2018) seluas 99,94 Ha dengan pengelola Dinas KP Provinsi Banten Wilayah Utara. KKM Teluk
Benoa seluas 1.243,41 Ha di Perairan Provinsi Bali ditetapkan melalui KepmenKP No. 46/KEPMEN-
KP/2019 dengan pengelola UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali yang sesuai dengan Perpres
No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan
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Tabananyang menetapkan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan (Gambar 8). Pengelolaan
kedua Pemerintah Daerah ini terhadap KKM meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan
rencana pengelolaan dan zonasi KKM, penataan batas, serta melakukan sosialisasi dan pemantapan
pengelolaan.

SIDAKD

Gambar 8. Lokasi Kawasan Konservasi Maritim di Indonesia. (a) HMAS Perth dan (b) Teluk Benoa.

KKM HMAS Perth ditetapkan dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan
potensi situs kerangka kapal HMAS Perth yang tenggelam dalam peristiwa The Battle of Sunda Strait
pada Februari 1942, serta untuk mendukung upaya pengembangan wisata perairan dan edukatif.
Rekomendasi penelitian yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Australian
National Maritime Museum (ANMM) tahun 2017 menguatkan usulan lokasi tenggelamnya kapal
HMAS Perth sebagai KKM di Perairan Provinsi Banten (Gambar 10). KKM ini dikelola sebagai Daerah
Perlindungan Budaya Maritim yang terdiri atas Zona Inti dan Zona Pemanfaatan Terbatas (Gambar 9).

Gambar 9. Peta Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth di Perairan Provinsi Banten

Kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci umat Hindu di Bali sesuai Keputusan
Pesamuhan Sabha Pandita Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat No. 03 Sabha Pandita
Pariada IV 2016. Hal ini memperkuat Pasal 23 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk
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mendukung penetapan KKM di Teluk Benoa. Seperti halnya HMAS Perth, Daerah Perlindungan
Budaya Maritim Teluk Benoa dibagi dalam Zona inti sebanyak 15 (lima belas) titik koordinat masing-
masing dengan radius kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter (Sikut Bali/telung tampak ngandang)
dan Zona Pemanfaatan Terbatas (Gambar 10).

Adanya 70 titik suci di kawasan Teluk Benoa membedakan kawasan konservasi maritim Teluk
Benoa dengan wilayah perairan lainnya. Puluhan titik suci tersebut terdiri dari 31 pura yang berada di
darat, pesisir teluk, dan kawasan hutan bakau. Selain itu, terdapat juga sawangan atau alur di dalam
teluk yang dianggap suci oleh masyarakat dan memilikinama-namatradisional. Didaerah tersebut juga
terdapat 19 daratan pasang surut, yang dikenal sebagai “muntik” oleh masyarakat setempat. Ketika
Teluk Benoa sedang pasang, daratan tersebut akan terendam. Muntik-muntik ini menjadi tempat di
mana masyarakat melakukan adat istiadat setiap enam bulan sekali, kemudian dilanjutkan dengan
ritual keagamaan di mana sesaji dibuang ke laut di Pura Karang Tengah yang berada di tengah laut.
Oleh karena itu, muntik-muntik ini telah dijadikan sebagai zona inti kawasan konservasi maritim Teluk
Benoa. Di dalam kawasan konservasi maritim, terdapat 15 muntik, dengan 14 di antaranya berada di
wilayah pelabuhan (Suardana, dalam BBC News Indonesia, 2019).
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Gambar 10. Peta Kawasan Konservasi Maritim Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali
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EKOSISTEM TERUMBU KARANG DALAM KKM

a. KKM HMAS Perth

Setelah tenggelam ratusan tahun, struktur kapal menjadi media tumbuh karang dan
membentuk ekosistem baru yang menjadi habitat beragam jenis ikan dengan biodiversitas tinggi
dan keindahan terumbu karang yang menakjubkan. Interaksi yang tinggi pun terjadi antara terumbu
karang dan ikan karang pada situs kapal karam (Damanhuri, 2015). Pada KKM HMAS Perth beberapa
bagian kapal menunjukkan komunitas bentik dan dikelilingi jenis-jenis ikan lionfish, angle fish dan
butterfly fish, yang merupakan ikan pemanfaat dari keberadaan organisme bentik yang ada di bangkai
kapal. Selain itu, beberapa komoditas ikan dengan nilai ekonomis penting seperti kelompok kerapu
lodi dan kerapu lumpur (grouper fish) dari kelompok genus Epinephelus sp. banyak ditemukan di sekitar
situs kapal karam.

F__ -

Gambar 11. Terumbu Karang pada KKM HMAS Earth

Reruntuhan laut berpotensi menjadi target wisata bahari yang akan menjadi basis
pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan. Situs arkeologi bawah laut umumnya berupa bangkai
kapal yang tenggelam dan muatannya, terdampar di dasar laut, dan bernilai sejarah tinggi (Dillenia &
Troa, 2016). Keberadaan ikan ekonomis penting di area situs kapal perang HMAS Perth memberikan
peluang bagi pemanfaatan keberadaan situs sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari
makan (feeding ground) dan sebagai tempat pemijahan (spawning ground). Dengan demikian, aspek
pemanfaatan ekologis dari situs kapal karam sebagai objek wisata bahari akan mendorong roda
ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan konservasi ekologis dan nilai sejarah situs tersebut.
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b. KKM Teluk Benoa

Di sepanjang Teluk Benoa dan sekitar Peninsula serta pesisir Sanur, terdapat pertumbuhan
dan perkembangan terumbu karang yang membentuk formasi terumbu penghalang dan terdapat
pula ekosistem padang lamun. Formasi terumbu penghalang ini berfungsi sebagai benteng alami
yang melindungi pantai-pantai di Pantai Sanur, Tanjung Benoa, Nusa Dua, dan sekitarnya dari erosi
akibat ombak dan arus laut Selat Badung. Di kawasan ini, terdapat juga ekosistem terumbu karang dan
padang lamun yang kaya akan organisme foram, yaitu sumber pasir putih. Oleh karena itu, ekosistem
terumbu karang di kawasan ini menjadi pabrik alam pasir putih yang menyuplai pasir putih bagi pantai-
pantai wisata yang indah di sekitarnya. Tanjung Benoa, Pulau Serangan, dan pantai-pantai sekitarnya
terbentuk karena terumbu karang bersama dengan proses-proses lainnya.

Dalam segi perikanan, ekosistem terumbu karang di sekitar Teluk Benoa adalah tempat
yang sangat cocok untuk para nelayan tradisional menangkap ikan konsumsi dan ikan hias, yang
produktivitasnya didukung oleh keberadaan ekosistem tersebut secara langsung maupun tidak
langsung. Di sisi lain, dalam segi rekreasi dan pariwisata, ekosistem terumbu karang di kawasan Teluk
Benoa, seperti Sanur, Serangan, Tanjung Benoa, dan Nusa Dua, menjadi daya tarik utama pariwisata
dan menopang industri wisata diving, seperti scuba diving, snorkeling, dan hookah.

Hasil Bali Marine Rapid Appraisal Program (Bali Marine RAP) tahun 2011 menunjukkan
bahwa ekosistem terumbu karang di sekitar Teluk Benoa (Sanur, Terora, dan Nusa Dua) memiliki
kekayaan jenis karang yang relatif tinggi dan menjadi pusat keanekaragaman jenis karang di pesisir
Bali Selatan. Menurut penelitian tersebut, terdapat 133 jenis karang hermatifik di Sanur, 126 jenis
di Terora, dan 121 jenis di Nusa Dua. Ekosistem terumbu karang tersebut juga menjadi habitat bagi
290 jenis ikan karang, yang menunjukkan peran pentingnya dalam pengawetan keanekaragaman
hayati laut di kawasan sekitar Teluk Benoa. Bali Marine RAP dilaksanakan berkat kerjasama antara
peneliti dari Conservation International, Universitas Warmadewa, Balai Riset dan Observasi Kelautan
Perancak, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

Gambar 12. Terumbu karang di Perairan Sanur, Bali (1); dan Wisata Konservasi
berupa Rehabilitasi Karang oleh Turis Asing (2). Sumber: Antara (2016)

Terumbu karang di sekitar Teluk Benoa adalah perwakilan dari terumbu karang di wilayah
pesisir selatan Pulau Bali yang saat ini berada dalam kondisi relatif baik. Keberadaannya memiliki
nilai konservasi penting karena secara geografis dan ekologis terhubung dengan ekosistem terumbu
karang lainnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali. Hal ini menjadi penting untuk
mendukung ketahanan ekosistem dari ancaman seperti pemanasan global dan gangguan lainnya.
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Dengan kondisi yang relatif baik, terumbu karang di kawasan ini dapat berperan dalam konservasi
lingkungan dan menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang di seluruh wilayah pesisir Bali.

ANCAMAN TERHADAP TERUMBU KARANG

Terumbu karang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mengancam
keberadaannya dan keragaman biota laut yang ditopangnya. Penurunan kesehatan ekosistem terjadi
karena berbagai faktor seperti perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, dan polusi. Perubahan
iklim berdampak besar pada terumbu karang Indonesia, menyebabkan peristiwa pemutihan yang
meluas. Naiknya suhu laut dan perubahan kimiawi laut telah memberikan tekanan yang signifikan pada
terumbu karang, menyebabkan mereka kehilangan warna cerahnya dan akhirnya mati. Sebuah studi
yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 20% terumbu karang di Indonesia telah
terkena pemutihan (Sampana et al., 2018). Penghancuran terumbu karang ini berdampak signifikan
pada kehidupan laut yang bergantung padanya untuk habitat dan makanan, serta orang-orang yang
bergantung padanya untuk penghidupan dan pariwisata.

Penangkapan ikan berlebihan merupakan ancaman besar lainnya bagi terumbu karang
Indonesia. Banyak komunitas nelayan di negara ini bergantung pada terumbu karang untuk makanan
dan mata pencaharian, tetapi beberapa praktek penangkapan ikan, seperti penangkapan ikan dengan
bahan peledak dan penangkapan ikan dengan sianida, merusak karang dan kehidupan laut yang
didukungnya. Selain itu, meningkatnya permintaan akan hasil laut, seperti ikan hias dan rumput laut,
menambah tekanan pada terumbu karang. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2020 menemukan
bahwa penangkapan ikan yang berlebihan berdampak signifikan terhadap kesehatan terumbu karang
di Indonesia dan mengurangi kelimpahan ikan dan biota laut lainnya yang bergantung pada terumbu
karang (Mulyani et al., 2020).

Pencemaran, terutamayangbersumber dari daratan, juga mempengaruhi kesehatan terumbu
karang Indonesia. Polutan seperti pupuk, limbah, dan limbah industri terbawa ke laut, menyebabkan
kerusakan karang dan kehidupan laut yang didukungnya. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun
2019 menemukan bahwa tingkat pencemaran yang tinggi di perairan Indonesia mempengaruhi
kesehatan terumbu karang dan mengurangi jumlah ikan dan biota laut lainnya yang bergantung pada
terumbu karang (Sudirman et al., 2019).
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Gambar 13. Ancaman terhadap ekosistem terumbu karang dari pencemaran darat (NOAA, 2023)

50 Pengelolaan Sumber Daya
l Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan




Pada KKM HMAS Perth, situs-situs kapal karam di wilayah perairan Selat Sunda terancam
hilang oleh aktivitas para penambang besi tua dan penjarah bangkai kapal. Lokasi tersebut juga
berada di alur pelayaran yang padat serta merupakan zona penangkapan ikan. Menurut Wisha et al.
(2020) masalah yang dihadapi terumbu karang di Teluk Banten adalah banyaknya muara sungai dan
jenis sedimen seperti lanau pasiran yang menyebabkan tingginya tingkat sedimentasi di perairan
Teluk Banten. Lanau pasiran adalah campuran lumpur dan pasir yang sangat halus, dan menyebabkan
kekeruhan di sekitar lokasi kapal karam di Teluk Banten. Selain itu, Perda Tata Ruang Kabupaten
Serang menyatakan bahwa pesisir di Teluk Banten rawan terhadap bencana geologi dan abrasi.
Meskipun demikian, sejak tahun 2003 hingga saat ini, penambangan pasir dilakukan secara masif
di pesisir Lontar, Banten, yang mengakibatkan degradasi lingkungan dan perubahan bentang alam.
Penambangan pasir ini dapat mengubah struktur pantai dan pola arus susur pantai serta berpotensi
mengganggu kualitas air karena teraduknya lumpur/lanau. Kondisi ini dapat menyebabkan air menjadi
keruh secara terus-menerus dan juga mengganggu kandungan biogeokimia lainnya. Penambangan
pasir laut telah mendapatkan izin dari Bupati Kabupaten Serang pada tahun 2003 melalui Perda No.
540/Kep.68/Huk/2003, dan kemudian diganti dengan Perda Kabupaten Serang No.2/2003 tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Serang Periode 2013-2033.

Di kawasan Teluk Banten, selain faktor alam, terdapat juga permasalahan akibat banyaknya
kawasan industri. Khususnya di Kecamatan Bojonegara yang terletak di bagian barat laut dari lokasi
situs kapal tenggelam, terdapat kawasan industri seluas 1.372 ha yang terdiri dari industri logam
dasar, kimia dasar, galangan kapal, pabrik rafinasi gula, rekayasa dan rancang bangun. Beberapa
industri di sekitar pesisir Kecamatan Bojonegara hingga Pulo Ampel juga membuang air limbah dari
proses IPAL ke perairan Teluk Banten. Selain itu, keberadaan gas biogenik di Teluk Banten juga menjadi
ancaman karena dapat membahayakan kawasan konservasi dan wisata. Gas alam tersebut berisiko
mudah terbakar dalam jumlah besar dan dapat meracuni biota di sekitarnya. Situs kapal HMAS Perth
yang masih memiliki peluru juga dapat menjadi berbahaya jika terjadi kesalahan teknis karena dapat
memicu ledakan besar.

Pada perairan Teluk Benoa, menurut Putra et al. (2021), reklamasi merupakan faktor utama
yang mengancam fungsi dan nilai konservasi kawasan. Dampaknya termasuk berkurangnya fungsi
Teluk Benoa sebagai tampungan banjir dari 5 sub DAS dan banjir yang membanijiri wilayah sekitarnya,
termasuk Bandara Udara | Gusti Ngurah Rai dan daerah dataran rendah di sekitarnya. Pembuatan
pulau baru dapat meningkatkan kerentanan terhadap bencana seperti tsunami dan likuifaksi, serta
mematikan polip karang dan merusak terumbu karang di kawasan sekitarnya. Hal ini dapat mengurangi
daya lenting kawasan teluk sebagai jejaring keanekaragaman hayati, termasuk konektivitas “kawasan
segitiga emas” yakni kawasan Candi Dasa dan Nusa Penida. Reklamasi juga mengancam ekosistem
mangrove dan prapat yang tumbuh di Teluk Benoa dan berdampak pada penurunan keanekaragaman
hayati, rusaknya terumbu karang, dan abrasi di Sawangan (Nusa Dua-Badung), Candi Dasa
(Karangasem), dan Sekotong (Lombok). Dampak sosialnya termasuk ketimpangan pembangunan
antara Bali Selatan dengan wilayah Bali lainnya dan alih fungsi lahan pertanian akibat kebutuhan
hunian oleh ratusan ribu tenaga kerja.
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STRATEGI PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU
KARANG DENGAN KKM

Berbagai upaya untuk menjaga situs arkeologi maritim, situs budaya, dan agama serta
ekosistem terumbu karang di dalamnya dapat dilakukan dengan:

1. Pemasangan buoy penanda (marking buoy)

Diperlukan pemasangan buoy penanda atau pelampung di area situs kapal karam HMAS
Perth agar kapal-kapal yang melintasi jalur pelayaran di Teluk Banten tidak melewati situs kapal
karam tersebut. Selain itu, buoy penanda juga berguna untuk menunjukkan bahwa situs kapal karam
ini dilindungi oleh negara sehingga nelayan dan masyarakat lainnya tidak mengganggu situs tersebut
dan memperlakukan situs tersebut sebagai “kuburan” perang dari masa Perang Dunia |l dengan penuh
penghormatan.

2.Pemasangan Papan Informasi

Cerita tentang tenggelamnya kapal-kapal seperti HMAS Perth di Serang, serta aturan-
aturan untuk menjaga kelestarian situs kapal tenggelam tersebut, bisa disampaikan melalui papan
informasi yang dibuat dan dipasang di lokasi-lokasi yang sering dikunjungi oleh masyarakat atau di
ruang publik yang dekat dengan situs kapal tenggelam. Agar menarik perhatian, papan informasi harus
dibuat semenarik mungkin dari bahan yang tahan lama, dan dapat dipasang di tempat-tempat seperti
pelabuhan tempat pengunjung menaiki kapal menuju lokasi, di pulau terdekat, atau di desa terdekat.
Papaninformasiinitidak hanya bermanfaat bagi para pengunjung untuk mengetahuiinformasi tentang
situs kapal tenggelam, tetapi juga untuk mengingatkan masyarakat di sekitar situs tentang peristiwa
sejarah yang terjadi di daerah mereka. Dengan demikian, hal ini akan membantu meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian peninggalan bersejarah di wilayah
mereka.

3. Penguatan Peraturan Daerah dan Monitoring

Setelah penetapan situs kapal karam HMAS Perth menjadi Kawasan Konservasi Maritim
dalam PermenKRP, perlu diperkuat peraturan daerah dalam bentuk percepatan zonasi pesisir dan laut
di Provinsi Banten, terutama di kawasan Teluk Banten, agar terhindar dari tumpang tindih dan konflik
pemanfaatan ruang di area tersebut. Selain itu, zona pemanfaatan ruang laut di Teluk Banten perlu
direvisi atau ditinjau ulang untuk mencegah zona penambangan pasir laut di area situs kapal tenggelam
Teluk Banten. Diperlukan pula sinergi dan integrasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, seperti
pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengawasan terpadu dan monitoring berkala perlu dilakukan terhadap keamanan situs dan
wilayah sekitarnyauntuk mengatasi permasalahan penjarahan besituayangdapat merusak kelestarian
situs kapal tenggelam HMAS Perth. Instansi terkait, seperti Kemendikbud, KKP, TNI-AL, Polairud, dan
kelompok masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan tersebut. Monitoring berkala juga diperlukan
untuk memantau tingkat kerusakan yang terjadi pada bangkai kapal tenggelam beserta ekosistem
lingkungannya agar situs tetap terjaga dan aman bagi para penyelam. Pemantauan berkala ini dapat
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dilakukan dengan bantuan para penyelam lokal dan pemandu wisata selam dari semua operator diving
di wilayah Kabupaten Serang dan Pesisir Selatan serta operator diving yang menjadikan situs kapal
tenggelam di Serang dan Pesisir Selatan sebagai salah satu destinasi selam bagi para tamu mereka.

Perlu dilakukan sosialisasi berkala kepada masyarakat dan pihak terkait untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat dan generasi muda tentang pentingnya melestarikan
situs-situs bersejarah. Masyarakat lokal dan masyarakat umum dapat terlibat secara aktif dalam
melestarikan situs kapal tenggelam dan ikut memantau situs tersebut agar terhindar dari upaya
pencurian atau penjarahan. Penetapan regulasi wisata bahari dan aktivitas penyelaman di lokasi situs
kapal karam HMAS Perth juga harus disiapkan secepat mungkin oleh pemerintah daerah. Disarankan
agar hanya penyelam yang sudah berada pada level advance yang dapat menyelam di lokasi tersebut
karena faktor kedalaman, arus, dan visibility.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Perlindungan Benda Cagar Budaya (BCB),
disebutkan bahwa situs kapal karam dapat dikategorikan sebagai BCB bawah air yang perlu dilindungi,
dilestarikan, dan dikaji secara arkeologi. Aspek-aspek pelestarian juga harus tetap menjadi pedoman
dalam pengembangan, perlindungan dan pemanfaatannya. Upaya pelestarian yang dimaksud yaitu
untuk mempertahankan keberadaan situs dan kawasan perairannya dengan nilai dan makna budaya
yang dikandungnya agar tidak saja memberikan manfaat kepada masyarakat sekarang, tetapi juga
pada generasi-generasi berikutnya. Pada gilirannya, masyarakat sendiri akan melakukan perlindungan
sehingga keberlanjutan dan kelestarian sumber daya dapat terjaga. Gagasan tersebut berbasis pada
metode preservasi in situ yang digaungkan secara luas oleh UNESCO untuk mengatasi maraknya
perusakandan pengangkatanilegal (threats) terhadap situs arkeologi maritim yang merupakanwarisan
budaya bawah air suatu negara (UNESCO, 2006).

4. Penyusunan Peraturan Pemerintah Pusat

Keputusan untuk menjadikan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim tidaklah
cukup untuk melindungi perairan Teluk Benoa dan ekosistem terumbu karang di dalamnya dari
ancaman reklamasi. Meskipun rencana reklamasi akhirnya dibatalkan, namun status kawasan Teluk
Benoa telah diubah menjadi pemanfaatan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 51/2014,
yang belum menjamin bahwa rencana reklamasi tidak akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu,
dibutuhkan instrumen hukum baru yang setara dengan atau lebih kuat dari Perpres No. 51/2014,
seperti Perpres yang mengatur Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang merupakan
bagian dari Rencana Tata Ruang Laut (RTRL). Instrumen hukum baru tersebut dapat membatalkan
keberlakuan Perpres No.51/2014, dan juga dapat memperkuat Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bali yang masih dalam pembahasan.
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PENUTUP

Pengelolaan terumbu karang yang efektif di wilayah pesisir membutuhkan penerapan
berbagai strategi yang mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi ekosistem ini, termasuk
pengembangan kawasan konservasi, program pengelolaan pesisir terpadu, promosi pariwisata dan
rekreasi berkelanjutan, dan pemantauan yang efektif. dan program penelitian. Dengan menerapkan
strategi-strategi ini, kesehatan dan ketahanan ekosistem terumbu karang di wilayah pesisir
terutama pada situs arkeologi maritim, situs budaya, dan agama dapat dipertahankan dan dipastikan
ketersediaannya untuk generasi mendatang.
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» KERUSAKAN DAN UPAYA PENGELOLAAN TERUMBU
KARANG

Juspri Ginting

PENDAHULUAN

Ekosistem terumbu karang adalah salah satu ekosistem di kawasan pesisir yang memiliki
peranan penting sebagaitempat yangkayaakan plasmanutfah,bahkandilaporkandihuniolehlebihdari
satu juta spesies. Keberadaan terumbu karang tidak hanya penting dalam menjaga keberlangsungan
makhluk hidup bawah laut, namun memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi kehidupan sosial,
budaya, ekologi dan ekonomi masyarakat pesisir (Bellwood et al., 2019; Brandl et al., 2019). Terumbu
karang merupakan daerah penangkapan ikan yang penting bagi masyarakat pesisir di wilayah tropis,
khususnya bagi nelayan skala kecil yang jumlahnya lebih dari 90% di seluruh dunia (Ferse et al., 2014).
Ekosistem terumbu karang meskipun terlihat kokoh karena fungsinya sebagai salah satu pemecah
arus gelombang laut, namun nyatanya sangat rentan terhadap perubahan iklim (Spalding & Brown,
2015).

Keberadaan terumbu karang di bawah laut merupakan hal yang penting untuk menjaga
keberlangsungan makhluk hidup bawah laut. Tidak hanya sebatas itu, terumbu karang juga memiliki
banyak fungsi serta manfaat bagi kehidupan sosial, budaya, ekologi dan ekonomi. Mengingat beragam
manfaat yang dimiliki, terumbu karang perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik, bukan hanya
oleh pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan
pengusaha, maupun politisi. Namun akhir-akhir ini keberadaan ekosistem terumbu karang terancam
sehingga berpotensi mengalami degradasi. Ancaman tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan
yang ditemukan pada terumbu karang di beberapa daerah di Indonesia.

Kerusakan yang terjadi pada terumbu karang secara umum dapat disebabkan oleh dua
hal antara lain, pertama dapat disebabkan oleh kegiatan manusia (anthropogenic causes) seperti
pembuangan sampah, limbah, dan lainnya. Kedua dapat pula disebabkan oleh proses-proses alam
(natural causes) seperti suhu air laut yang tidak normal, tingkat sinar ultraviolet yang tinggi, dan
sebagainya. Terjadinya hal tersebut menyebabkan muncul kekhawatiran terhadap keberlangsungan
ekosistem terumbu karang sehingga mendorong terwujudnya langkah efektif untuk mengelola
terumbu karang serta mencegah hal tersebut terjadi. Tulisan ini membahas kerusakan yang terjadi
pada terumbu karang dan upaya pengelolaannya untuk menjaga ekosistem terumbu karang.

KERUSAKAN TERUMBU KARANG

Secara umum, daerah timur Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua Barat,
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dengan genera karang
terbanyak di Indonesia. Dikenal sebagai kawasan segitiga terumbu karang dunia yang merupakan
pusat biodiversitas karang batu tertinggi di dunia, daerah ini dilalui oleh arus air jernih dari Pasifik
yang mengalir secara kontinyu sehingga mampu menjamin ketersediaan makanan bagi karang. Daerah
dengan air jernih, tidak banyak sungai yang bermuara sehingga salinitas relatif stabil dan sedikit
sedimentasi juga menjadi alasan mengapa terumbu karang banyak ditemukan di daerah-daerah
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tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari buku Status Terumbu Karang Indonesia 2018 yang
diterbitkan oleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, dari total 1067 situs terumbu karang, sebanyak
386 situs termasuk ke dalam kategori jelek atau sekitar 36,18 persen dari total situs terumbu karang,
366 situs termasuk ke dalam kategori cukup atau sekitar 34,3 persen, 245 situs termasuk dalam
kategori baik atau sekitar 22,96 persen dan sebanyak 70 situs atau sekitar 6,56 persen termasuk ke
dalam kategori sangat baik. Tren kondisi tutupan karang hidup secara global mengalami penurunan
yang diakibatkan oleh penurunan suhu permukaan air laut sehingga terjadi fenomena bleaching atau
pemutihan.

Pemutihan karang dikenal sebagai kondisi dimana terumbu karang mengalami pemudaran
warna atau perubahan warna menjadi putih salju. Hal yang menyebabkan terjadinya pemutihan
karang adalah suhu air laut yang tidak normal, tingginya tingkat sinar ultraviolet, kurangnya cahaya,
tingginya tingkat kekeruhan dan sedimentasi, penyakit, kadar garam yang tidak normal hingga polusi.
Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang,
salah satunya adalah kerusakan terumbu karang akibat kegiatan masyarakat seperti membuang
sampah ke laut. Limbah juga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada terumbu karang. Limbah
yang mengandung senyawa fosfat dan nitrogen dapat menyebabkan meningkatnya kesuburan
tanaman air. Apabila tumbuhan yang tumbuh di air semakin banyak, maka pertumbuhan karang akan
terhambat. Limbah juga dapat mengakibatkan berkembangnya bibit penyakit yang juga menghambat
pertumbuhan terumbu karang.

Kerusakan terumbu karang juga dapat diakibatkan oleh pengambilan sumber daya alam yang
tidak ramah lingkungan seperti menggunakan bom, racun, atau pukat harimau dalam penangkapan
ikan. Terumbu karang yang memiliki nilai ekonomis mengakibatkan banyak terjadi eksploitasi
terhadap karang, baik untuk ekspor atau bahkan digunakan oleh masyarakat sebagai bahan bangunan
atau hiasan rumah. Kegiatan lain seperti wisatawan yang tidak mengetahui tentang kerentanan
terumbu karang umumnya melakukan hal seperti menginjak atau menyentuh karang, memberi makan
ikan, membuang jangkar pada terumbu karang, hingga mengambil biota laut juga dapat mengganggu
ekosistem terumbu karang yang ada di laut.

Beberapa contoh kerusakan terumbu karang yang terjadi di Indonesia, yang pertama terjadi
di Kepulauan Seribu, Jakarta. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Assuyuti et al. (2018) di
beberapa pulau di Kepulauan Seribu Jakarta, kerusakan terumbu karang diduga terjadi akibat sampah.
Sampah tersebut umumnya berasal dari penduduk sekitar dan wisatawan. Selain itu, sampah diduga
juga berasal dari perairan utara kemudian terbawa arus dan akhirnya menempel di terumbu karang.
Jika keberadaan sampah meningkat, maka hal tersebut akan berdampak pada ekosistem di laut salah
satunya ekosistem terumbu karang, sampah akan menutupi terumbu dan akan menghambat proses
fotosintesis dan dapat dimakan oleh ikan. Rusaknya ekosistem terumbu karang juga ditemukan di
daerah Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Arisandi
et al. (2018). Kerusakan ekosistem terumbu karang di daerah tersebut sebagian besar diakibatkan
oleh aktivitas manusia. Hal tersebut diketahui berdasarkan bukti bahwa terdapat terumbu karang
yang hancur berkeping-keping yang tersebar di dasar perairan. Sebagian terumbu karang juga
ditemukan sudah mengalami pemutihan dan ditinggalkan oleh ikan dan penghuni lainnya. Selain itu
cara menangkap ikan di laut Pulau Kangean yang menggunakan bom ikan dan sianida di masa lalu juga
menjadi salah satu penyebab kerusakan terumbu karang.
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Daerah Kepulauan Raja Ampat juga menjadi salah satu daerah yang mengalami kerusakan
ekosistem terumbu karang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muharuddin et al. (2020)
kerusakan terumbu karang seluas 1.600 m2 di daerah tersebut diakibatkan oleh kandasnya kapal
MV CALEDONIAN SKY di perairan Pulau Mios Mansuar. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nirwan
et al. (2017), kerusakan terumbu karang akibat wisatawan terjadi di Pulau Liukang Loe Kabupaten
Bulukumba, Sulawesi Selatan. Wisatawan yang datang menggunakan kapal pengantar tamu
membuang jangkar ke daerah terumbu karang, selain itu masih banyak ditemukan wisatawan yang
melakukan penginjakan atau kayuhan fins yang menyebabkan terumbu karang menjadi patah dan
rusak. Selain aktivitas wisatawan, penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan pembiusan yang
terjadi di daerah tersebut juga diketahui menjadi penyebab lain rusaknya terumbu karang.

UPAYA PENYELAMATAN TERUMBU KARANG

Upaya untuk menyelamatkan terumbu karang merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
Hal tersebut dikarenakan terumbu karang memerlukan waktu yang sangat lama untuk dapat tumbuh
dan kembali pulih seperti sedia kala. Pemulihan terumbu karang bervariasi bergantung pada keunikan
setiap lokasi dan hanya dapat terjadi jika tekanan tambahan akibat aktivitas manusia dibatasi. Kondisi
untuk memulihkan ekosistem terumbu karang secara maksimal adalah sebagai berikut.

1) Permukaan dasar yang padat dan bebas alga sehingga larva karang dapat menempel dan tumbuh.

2) Tidak ada praktek penangkapan ikan yang berlebihan, sedimentasi, polusi, limbah dan bahan lain
yang dapat menghambat pertumbuhan karang.

3) Kualitas air yang baik untuk menunjang pertumbuhan dan peremajaan karang.

4) Terdapat karang dewasa yang matang secara seksual sebagai penyedia larva baru, jauh dari
terumbu karang yang rusak.

5) Populasiikan yang sehat, ikan herbivora akan memakan alga dan menjaga karang yang telah mati
sebagai substrat bagi kolonisasi karang.

Menjaga ekosistem terumbu karang merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh
masyarakat, maka tindakan merusak ekosistem terumbu karang merupakan suatu kejahatan yang
melanggar hukum. Landasan hukum mengenai sumber daya terumbu karang terdapat pada Undang-
Undang 1945 pasal 33 ayat 3 dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Terumbu karang sebagai salah satu sumber daya alam di Indonesia,
dalam pengelolaannya harus berdasarkan serangkaian peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan-
peraturan tersebut diantaranya adalah:

1) UU Nomor 4 tahun 1982, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) UU Nomor 9 tahun 1985, tentang Perikanan.

3) UU Nomor 5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

4) UU Nomor 9 tahun 1990, tentang kepariwisataan.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan.

6) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 687/Kpts.ll/1989 tanggal 15 November 1989, tentang
Pengusaha Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Hutan Laut.

7) Surat Edaran Menteri PPLH Nomor 48/MNPLH/4/1979, tentang larangan pengambilan batu

karang yang dapat merusak ekosistem laut, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
diseluruh Indonesia.

8) Surat Edaran Direktur Jenderal Perikanan Nomor IK.220/D4.T44/91, tentang penangkapan ikan
dengan bahan atau alat terlarang, ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Provinsi Daerah
Tingkat | di seluruh Indonesia.
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Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang atau Coral Reef Rehabilitation and
Management Program (Coremap) merupakan salah satu program yang diusung oleh pemerintah untuk
menyelamatkan ekosistem terumbu karang di Indonesia. Dengan kebijakan umum untuk pengelolaan
terumbukarangdilndonesiaadalah“Mengelolaekosistemterumbukarangberdasarkan keseimbangan
antara pemanfaatan dan kelestarian yang dirancang dan dilaksanakan secara terpadu dan sinergis
oleh pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, serta organisasi non
pemerintah”, program COREMAP pada prinsipnya mendasarkan pada partisipasi masyarakat atau
dapat dikatakan pengelolaan berbasis masyarakat (PBM). Hal ini didasarkan pada pengalaman di
seluruh dunia bahwasanya dalam mengelola lingkungan tidak akan berhasil jika tidak ada dukungan
dan keikutsertaan masyarakat. Dalam pengelolaan berbasis masyarakat tersebut, untuk menjaga dan
mengelola ekosistem terumbu karang tidak hanya sebatas melakukan pelarangan masyarakat dalam
menjalankan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga berusaha memberikan
jalan keluar berupa mata pencaharian alternatif yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pengelolaan kolaboratif terumbu karang akan dilakukan melalui beberapa langkah yakni sebagai
berikut.

1) Memperkuat kelembagaan di daerah dalam mengelola terumbu karang secara berkelanjutan
dan berbasis masyarakat. Memberikan pelatihan, fasilitasi, dan pemberdayaan bagi sumberdaya
yang terlibat di samping membentuk organisasi untuk mengelola proyek.

2) Sharing pembiayaan, pemerintah daerah diharapkan turut berkontribusi dalam menyediakan
dana pendamping dan penunjang.

3) Komitmen pemerintah daerah, aparat keamanan, dan partisipasi masyarakat dalam penegakkan
hukum. Untuk keberhasilan program maka diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang
dilakukan secara konsisten dan tegas.

4) Memfasilitasi pelaksanaan komponen pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat,
baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, fasilitas untuk merencanakan dan melaksanakan
pengelolaan skala masyarakat, penyediaan akses permodalan dan dana ekonomi produktif untuk
mata pencaharian alternatif maupun kegiatan simpan pinjam.

5) Penyadaran masyarakat tentang kerusakan ekosistem terumbu karang.

Penyadaran masyarakat dalam program ini dapat dilakukan terhadap berbagai kalangan,
termasuk murid sekolah dan masyarakat sekitar dengan melalui berbagai macam cara. Bisa melalui
muatan lokal pendidikan sekolah, penyuluhan, memanfaatkan media elektronik dan massa sehingga
seluruh lapisan masyarakat mengetahui pentingnya menjaga ekosistem terumbu karang.

Beberapa upaya penyelamatan terumbu karang yang telah rusak dilakukan di beberapa
daerah, contohnya seperti yang baru-baru ini dilakukan di Pantai Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur.
Dengan menggandeng pihak lain seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), pramuka, kelompok
usaha bersama (KUB), dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dilakukan kegiatan
transplantasi terumbu karang. Upaya transplantasi tersebut telah dilakukan sejak tahun 2010 hingga
kini destinasi wisata Bangsring Underwater (Bunder) menjadi salah satu destinasi yang ramai dikunjungi
olehwisatawan. Hal serupadilakukan didaerah Perairan Teluk Bone. Kegiatan penanaman bibit karang
dengan berbagai media transplantasi dilakukan oleh kelompok masyarakat penggerak konservasi
Bajo bersatu atau dikenal sebagai Kompak Bajo bersama klub selam yang ada di Kabupaten Bone. Hal
unik dalam transplantasi terumbu karang di daerah ini adalah digunakannya botol kaca bekas yang

dimanfaatkan sebagai media transplantasi. Inovasi tersebut dikatakan sudah terdaftar sebagai HAKI.
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Kegiatan yang dilakukan di daerah tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 lalu, dan saat ini
sudah mulai tampak hasil dari transplantasi sebelumnya. Karang yang sebelumnya ditanam telah
mengalami pertumbuhan dan menjadi hunian bagi ikan-ikan karang di sekitar bibit karang.
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PENUTUP

Kerusakan ekosistem terumbu karang yang terjadidi Indonesia dapat terjadi karena beberapa
faktor. Oleh kegiatan manusia seperti pembuangan sampah dan limbah cair ke laut, penginjakan
terumbu karang, penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang merusak, hingga eksploitasi
karang. Selain itu kerusakan juga dapat disebabkan oleh proses dari alam seperti kenaikan suhu air
laut, tingginya tingkat sinar ultraviolet, dan lain-lain. Rusaknya terumbu karang telah dilaporkan
terjadi di beberapa tempat seperti di Kepulauan Seribu, Pulau Kangean, Kepulauan Raja Ampat dan
di daerah lainnya. Untuk mencegah semakin banyaknya terumbu karang yang rusak maka pemerintah
berupaya untuk mengelola ekosistem terumbu karang. Dengan beragam upaya yang dilakukan
tentunya dukungan serta kontribusi dari berbagai pihak dan juga dari masyarakat dibutuhkan supaya
seluruh program dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yakni terjaganya ekosistem terumbu karang
di perairan Indonesia.
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» TANTANGAN EKOSISTEM MANGROVE SEBAGAI AGEN
MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Muhammad Sulaiman

PENDAHULUAN

Mangrove atau yang juga dikenal sebagai bakau adalah suatu ekosistem langka dan unik
yang berada di daerah pesisir. Keberadaan hutan mangrove seringkali terlepas dari perhatian jika
dibandingkan dengan hutan hujan tropis lainnya. Padahal luas hutan mangrove di seluruh dunia
adalah sekitar 18.1 juta hektar (Spalding et al., 1997) dimana untuk kawasan Asia hutan mangrove
diperkirakan 32% hingga 41.5% luas mangrove dunia (Noor et al., 1999). Sementara itu Indonesia
sebagai negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km2 memiliki luasan
mangrove terluas di dunia mencapai sekitar 3,5 juta hektar yaitu 18-23% dari luas mangrove dunia
dan 75% dari total hutan mangrove di Asia Tenggara (Purnobasuki, 2012). Pada umumnya sebaran
mangrove terluas di Indonesia berada di Papua sekitar 1,35 juta hektar, Kalimantan 978.200 hektar
dan Sumatera 673.300 hektar (Noor et al., 1999).

Mangrove secara umum berkembang dengan baik di area pasang surut terlindungi yang
terletak di wilayah pesisir sebagai peralihan antara wilayah laut dan darat. Tumbuhan ini memiliki
kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Tumbuh subur baik di daerah
tropis maupun subtropis yaitu dengan letak geografis antara 30° LU dan 30°LS pada lingkungan tanah
berlumpur, berpasir atau lumpur berpasir. Sementara itu toleransi ambang batas salinitas mangrove
berbeda-beda sesuai dengan spesies dan tempat hidupnya namun secara umum berkisar antara 10-90
°/oo (MacNae, 1968) dengan suhu antara 27-36 °C dengan nilai pH berkisar antara 8-9.

Sebagai negara dengan sebaran mangrove terluas di dunia, Indonesia memiliki keragaman
jenis mangrove yang tinggi. Tercatat 202 spesies mangrove di Indonesia meliputi 89 spesies pohon, 5
spesies palma, 19 spesies pemanjat, 44 spesies herba tanah, 44 spesies epifit dan 1 spesies paku (Noor
et al,, 1999). Dari gambaran tersebut, Indonesia memiliki potensi hutan mangrove yang tinggi namun
demikian fungsi hutan mangrove belum dioptimalisasi dengan maksimal (Purnobasuki, 2012).

Meskipun hutan mangrove hanya menutupi 2% dari permukaan bumi atau hanya 0,4% dari
luas hutan dunia, namun ekosistem tersebut memiliki peran yang sangat penting baik secara ekologi,
sosial budaya dan ekonomi. Fungsi ekologis ekosistem mangrove diantaranya adalah penyerapan
karbon, remediasi erosi, polutan dan intrusi air laut, menjaga stabilitas pantai dari badai, menjaga
sifat alami dari habitat, berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, serta berbagai fungsi topografi
(Noor, 1999). Fungsi sosial ekonomi dari ekosistem mangrove meliputi kayu bakar, kayu, triplek,
pulp, tiang listrik, jaring ikan, tiang, rel kereta api, kayu untuk mebel dan kerajinan, tanin, atap rumabh,
obat-obatan, alkohol, gula, dan asam asetat. Selain itu mangrove juga mengandung nutrisi seperti
karbohidrat, protein, madu, dan zat pewarna serta fungsi sosiokultural sebagai kawasan konservasi,
ekowisata, pendidikan, dan identitas budaya (Arifanti, 2020). Selain menghasilkan berbagai produk
bernilai ekonomi, hutan mangrove juga merupakan penyedia sumber makanan untuk masyarakat lokal
di sekitarnya dan merupakan tujuan ekowisata yang potensial (Kusmana, 2008). Sementara itu studi
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di tenggara Pantai Gading (Osemwegie et al., 2016) menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi
terhadap sumber daya mangrove untuk pendapatan langsung (70%) dan kebutuhan energi sehari-hari
(60%) melalui produk hasil kayu dan non-kayu dari mangrove, (kepiting, ikan, udang, dan burung).

Salah satu karakteristik penting dari hutan mangrove adalah kemampuan untuk menyimpan
karbon lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis lainnya. Hasil penelitian dari Center for
International Forestry Research (CIFOR) (2012) menunjukkan bahwa mangrove dapat menyimpan
sekitar 10% dari seluruh emisi dimana sebagian besar karbon disimpan di dalam tanah di bawah hutan
mangrove. Hal tersebut memberikan suatu gambaran umum bahwa keberadaan hutan mangrove
sangat penting untuk mengurangi laju perubahan iklim.

MANGROVE SEBAGAI AGEN PENGURANGAN LAJU
PERUBAHAN IKLIM

Perubahan iklim didorong dengan pelepasan unsur karbon dalam bentuk gas-gas rumah
kaca seperti karbondioksida (CO,), karbon monoksida (CO), metana (CH,), CFC dan HFC yang
berlebihan ke atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan energi antara bumi dan atmosfer.
Kontributor utama pelepas gas rumah kaca atau emisi terbesar selama beberapa dekade terakhir
ini adalah pembakaran bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor dan industri yang berkontribusi
sebesar 65% dari total emisi dunia. Hal tersebut semakin diperburuk dengan maraknya penebangan
hutan serta pencemaran-pencemaran dari aktivitas lain seperti pertanian (14%) dari total emisi yang
mempercepat laju perubahan iklim. Berbagai dampak dari perubahan iklim saat ini sudah terjadi
dengan nyata diantaranya adalah adanya pergeseran musim, perubahan pola hujan sebagai pemicu
banjir dan tanah longsor atau bahkan kekeringan pada musim kemarau, badai atau gelombang tinggi,
naiknya muka air laut yang ditandai dengan mulai tenggelamnya beberapa kota pesisir di pantai utara
Jawa akibat banjir rob (Suroso & Firman, 2018).

Gambar 1. Banjir robair laut di Teluk Kombal, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB
(Sumber: Mongabay).

Strategi Indonesia untuk mengatasi krisis iklim melibatkan adaptasi dan mitigasi, sementara
beberapa negara lain menghadapi krisis iklim dengan cara yang berbeda. Hutan mangrove dapat
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mengambil kedua peran tersebut. Secara umum tanaman berperan untuk menurunkan jumlah karbon
diatmosfer melalui proses fotosintesis. Dimana pada proses fotosintesis, tanaman akan membutuhkan
CO, dan H,0 sehingga yang diserap dari sekitarnya. Dengan bantuan sinar matahari kedua unsur
tersebut diubah menjadi glukosa sebagai sumber energi bagi tanaman. Selain itu proses tersebut
menghasilkan H,O dan O, yang dapat memberikan manfaat bagi organisme lain (Purnobasuki, 2012).
Sementara itu Nyanga (2020) menyatakan bahwa proses penangkapan dan penyimpanan karbon dari
atmosfer pada tumbuhan dikenal sebagai penimbunan karbon (carbon sequestration). Oleh karena
itu, estimasi terhadap jumlah karbon tersimpan dalam tanaman hidup (biomassa) dapat memberikan
gambaran CO, yang diserap oleh tanaman dari atmosfer (Purnobasuki, 2012).

Mangrove telahtumbuhbersamadengan biofisika pesisir dan dinamikalautan, menjadikannya
bagiandarikesatuan sistem pesisir dimanafungsi dari mangrove dapat mempengaruhistabilitas pantai
(Setyawan & Winarno, 2007). Jasa lingkungan mangrove sebagai pelindung pantai meningkatkan
ketahanan masyarakat pesisir, sehingga mangrove berperan penting selain untuk mitigasi terhadap
bencana alam juga untuk adaptasi terhadap perubahan iklim (risiko iklim dan bencana). Penilaian
mangrove sebagai jalur hijau dapat dihitung dari nilai kerugian ekonomi akibat hilangnya mangrove
atau nilai struktur perlindungan buatan yang akan dibangun (Saparinto, 2007).

Hutan mangrove di Indonesia menawarkan peluang yang menjanjikan untuk mitigasi
perubahan iklim global karena mampu menyerap karbon tiga kali lebih banyak di bagian bawah
hutan mangrove dibandingkan dengan hutan tropis lainnya (Purnobasuki, 2012). Hutan mangrove
diklasifikasikan sebagai ekosistem lahan basah memiliki kemampuan untuk menyimpan stok karbon
berkisar antara 800 hingga 1.200 ton per hektar. Emisi karbon ke atmosfer di hutan mangrove
lebih rendah daripada di hutan terestrial, karena tidak ada karbon yang dilepaskan ke atmosfer dari
dekomposisi sisa tanaman air. Sebaliknya, tumbuhan hutan tropis yang telah mati dapat melepaskan
sekitar 50% karbon ke udara (Bongarestu et. al., 2011).

Kepadatan hutan mangrove sebesar empat kali lipat dari hutan tropis biasa sehingga lebih
berpeluang menyerap karbon lebih banyak dari tumbuhan lain (Nyanga, 2020). Satu hektar hutan
mangrove dapat menyerap 110 kilogram karbon, sebanyak sepertiganya dilepaskan berupa endapan
organik di lumpur. Berbeda dengan kebanyakan hutan terestrial, ekosistem laut secara terus-menerus
mengakumulasi simpanan karbon yang besar di sedimen laut selama ratusan hingga ribuan tahun
(Aziz, 2019). Dalam hal ini hutan mangrove merupakan tempat pembenaman karbon (carbon sinks)
yang besar. Dimana karbon dapat tersimpan dalam kantong-kantong atau kolam karbon (carbon pool)
dalam waktu yang lama. Karbon yang tersimpan dalam kantong-kantong karbon di bawah hutan
mangrove menggambarkan jumlah karbon yang terserap dari atmosfer. Menurut Purnobasuki (2012),
terdapat empat kantong karbon yang diperhitungkan yaitu biomassa atas permukaan (above ground),
biomassa bawah permukaan, bahan organik mati dan karbon organik tanah.

Secara umum carbon sinks adalah suatu tempat untuk menyimpan atau menyerap karbonyang
terdapat di atmosfer bumi. Adapun karbon yang tersimpan dalam mangrove dikenal dengan istilah
“Blue Carbon” atau karbon biru. Karbon biru mengacu pada pelestarian karbon pada ekosistem akuatik
terutama pada tanah dan sedimen. Saat ini semakin banyak digunakan pada proyek yang bertujuan
meningkatkan simpanan karbon dengan memperluas tutupan mangrove (Alongi et al., 2012). Karbon
biru mulai diperkenalkan pada tahun 2009 pada laporan kajian hasil kolaborasi antara United Nations
Environmental Programme (UNEP), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAQ),
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dan Intergovernmental Oceanographic Commission of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (IOC/UNESCO) yang menyatakan pentingnya peran ekosistem pesisir seperti
rawa pantai, mangrove, dan padang lamun dalam menyerap karbon untuk mengurangi emisi sehingga
perlindungan dan restorasi terhadap ekosistem tersebut harus dilakukan dengan tujuan menjaga dan
memperluas kemampuannya dalam menyimpan karbon (Nelleman et al., 2009).

TANTANGAN MANGROVE DALAM MITIGASI
PERUBAHAN IKLIM

Seperti telah dijelaskan di atas, hutan mangrove yang dikaji secara luas memiliki potensi
yang besar sebagai penyerap karbon dibandingkan dengan hutan (terestrial) lainnya di Indonesia.
Estimasi yang dilakukan oleh Murdiyarso et. al (2015) menyatakan bahwa cadangan karbon pada
hutan mangrove Indonesia mencapai 1.083 + 378 MgC ha-1 dan mengandung rata-rata 3.14 PgC.
Namun demikian dalam tiga dekade terakhir Indonesia telah kehilangan 40% dari hutan mangrove
yang mayoritas disebabkan oleh kegiatan budidaya perikanan yang menyebabkan emisi sebesar 0,07 -
0,21 Pg CO2e. Konservasi hutan mangrove harus menjadi komponen prioritas tertinggi dari strategi
mitigasi perubahan iklim terkait dengan pentingnya keberadaan hutan mangrove sebagai ekosistem
karbon biru.

Perubahan tata guna lahan di wilayah pesisir menjadi salah satu tantangan sekaligus ancaman
bagi keberadaan mangrove khususnya di Indonesia. Worthington et al. (2018) menunjukkan bahwa
luas hutan mangrove secara global pada tahun 1996 adalah 141.945 km?, namun hanya dalam
waktu satu dekade luasan hutan mangrove global berkurang menjadi 135.870 km? Hilangnya hutan
mangrove terbesar mayoritas terjadi di Indonesia seperti di Delta Mahakam sebesar 277,6 km?, Delta
Kayan sebesar 239,8 km? dan delta Sesayap sebesar 147,4 km2. Sementara itu menurut Murdiyarso
et al. (2015) pada tahun 1980 luasan hutan mangrove Indonesia mencapai 4,2 juta hektar dan hanya
dalam waktu dua dekade tutupan hutan mangrove menurun sebesar 26% menjadi 3,1 juta hektar
dan kembali mengalami penurunan sebesar 30%. Menurut data dari FAO tutupan hutan mangrove
di Indonesia menunjukkan total degradasi sebesar 40%. Sementara itu menurut data dari Global
Mangrove Watch (2019), luas mangrove di Indonesia berkurang sebesar 1.731,54 km? pada tahun
1996 sampai dengan 2016. Gambar 2 menunjukkan perubahan tutupan mangrove di Indonesia dari
tahun 1996 sampai dengan 2016. Nilai Gain menjelaskan adanya peningkatan tutupan mangrove, nilai
Loss menggambarkan jumlah hilangnya tutupan mangrove. Sedangkan Net menunjukkan perubahan
yangterjadipada periode tersebut. Darigrafik tersebut dapat dilihat nilai Net yang menunjukkan minus
dari tahun ke tahun. Trend ini menggambarkan bahwa lebih banyak terjadi deforestasi dibandingkan
dengan penambahan tutupan mangrove setiap tahun.
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Gambar 2. Perubahan Tutupan Mangrove di Indonesia Periode 1996-2016
(Sumber: Global Mangrove Watch, 2019)

Penyebab utama dari degradasi hutan mangrove salah satunya adalah peningkatan budidaya
perikanan yang mulai berkembang pesat sejak tahun 1997. Salah satu budidaya perikanan yang
tumbuh pesat adalah tambak udang dimana pada tahun 2013 pemasukan dari ekspor udang mencapai
1,5 miliar US$ atau 40% dari total pendapatan sektor perikanan Indonesia. Selain itu, seperti pada
Gambar 3, terdapat konversi hutan mangrove menjadi lahan pertanian seperti sawah dan lahan untuk
kelapa sawit (Worthington & Spalding, 2018). Selain itu peningkatan populasi di wilayah pesisir dan
sekitarnya turut memberikan tekanan bagi ekosistem mangrove, selain polusi atau pencemaran
yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup mangrove, kebutuhan manusia akan lahan untuk
pembangunan infrastruktur dan tempat tinggal juga turut menurunkan tutupan hutan mangrove di
Indonesia. Pada akhirnya keberadaan ekosistem mangrove Indonesia harus tunduk pada tekanan
pembangunan yang luar biasa walaupun terdapat fakta bahwa pengelolaan kelestarian mangrove
dapat berkontribusi secara substansial untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca
nasional.

Gambar 3. Alih fungsi mangrove menjadilahan sawit (Sumber: Bisnis.com)

Beberapa kajian tentang respon mangrove terhadap tekanan-tekanan yang diterima
baik dari aktivitas manusia maupun perubahan iklim telah dilakukan di Indonesia. Kajian tentang
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kesehatan hutan mangrove terkait perubahan iklim di Provinsi Lampung Timur yang dilakukan oleh
Safe’i (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hutan mangrove yang berada pada kondisi
baik turut memberikan pengaruh terhadap perubahan iklim. Hutan yang berada pada kondisi sehat
memungkinkan mangrove untuk tumbuh baik secara proses fisiologis dan dapat berperan secara
optimal untuk menyerap karbondioksida dari atmosfer. Keadaan ini memperbaiki lingkungan. Namun,
penelitian ini memerlukan pemantauan kesehatan hutan secara berkala untuk mengetahui apakah
kesehatan ekosistem mangrove berbanding lurus dengan mitigasi perubahan iklim.

Lebih lanjut, penelitian Sondak (2015) yang memperkirakan potensi serapan karbon biru
oleh hutan mangrove di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa berkurangnya luas ekosistem mangrove
mengurangi kemampuan hutan mangrove untuk menyerap karbon dari atmosfer. Konservasi
dan restorasi ekosistem mangrove perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan serapan dan
penyimpanan karbon biru sebagai respon terhadap perubahan iklim, yang memiliki potensi simpanan
karbon yang besar, dan simpanan karbon terbukti tiga hingga empat kali lipat dari hutan terestrial.
Kemampuan mangrove untuk menampung cadangan karbon dalam jumlah yang besar memberikan
keuntungan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Juga ditemukan bahwa mangrove dapat
mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca secara efektif ketika deforestasi mangrove berada
pada tingkat yang rendah.

Sementara itu respon mangrove terhadap peningkatan suhu menunjukkan bahwa sedikit
peningkatan dalam suhu udara memberikan pengaruh langsung yang relatif kecil terhadap mangrove,
namun bila suhu lebih tinggi dari 35°C, maka akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap
struktur akar, pembentukan semai dan proses fotosintesis. Selain itu, peningkatan suhu juga akan
berpengaruhterhadap laju pembusukan serasah danfisiologi sertadistribusi geografis faunamangrove
(Field, 1995). Fauna yang bersimbiosis dengan mangrove akan secara langsung terpengaruh oleh
perubahan iklim dan secara tidak langsung oleh perubahan mangrove (Karthiresan & Bingham, 2001).
Spesies fauna yang memiliki toleransi tinggi terhadap peningkatan suhu (misalnya ikan, gastropoda,
dan krustase) akan cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun fauna dengan tubuh yang
lunak dan moluska (keong dan kerang) diperkirakan akan terdampak dengan adanya kenaikan suhu.
Dalam hal ini dampak yang serius akibat perubahan iklim akan terjadi pada fauna yang hidupnya
bergantung pada mangrove akibat tingginya degradasi mangrove di berbagai belahan dunia (Kusmana,
2010).

Sementara itu salah satu dampak pemanasan global adalah peningkatan muka air laut karena
mencairnya es di kutub. Respon mangrove terhadap naiknya muka air laut bervariasi berdasarkan
lokasi dan bergantung padalaju kenaikan muka air laut secara lokal serta ketersediaan sedimen sebagai
media tempat tumbuh mangrove (Kusmana, 2010). Peningkatan muka air laut akan menyebabkan
zona mangrove yang berada di pinggir laut (seaward mangrove) semakin lama akan semakin tergenang
air pasang yang dapat menyebabkan kematian. Di sisi lain jangkauan pasang air laut memungkinkan
mangrove untuk menyebar jauh ke daratan atau terjadi pergeseran zonasi dan perubahan komposisi
jenis mangrove di sepanjang gradien lingkungan tersebut. Namun hal tersebut akan sulit terjadi
karena lahan daratan di pesisir yang terletak di belakang mangrove pada umumnya sudah dikonversi
untuk peruntukan tempat tinggal atau budidaya perikanan sehingga tidak ada lagi tempat hidup untuk
hutan mangrove. Sementara itu Ellison dan Stoddart (1991) menyatakan bahwa mangrove di wilayah
Caribbean dan Pasifik masih dapat berkembang pada kenaikan muka air laut sekitar 8-9 cm/100 tahun
namun mengalami stres, dan jika kenaikan berada diatas 12 cm/100 tahun maka mangrove sudah tidak
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dapat mentoleransi dan mati. Dengan demikian, mangrove akan terhindar dari kepunahan apabila laju
deposisi sedimen dapat mengimbangi laju kenaikan muka air laut.

Perubahan iklim juga memberikan dampak terjadinya peningkatan suhu di atmosfer yang
menyebabkan cuaca ekstrim di berbagai tempat di dunia salah satunya adalah terjadinya badai
tropis. Respon dari mangrove bergantung pada besar serta frekuensi badai tersebut, komposisi
jenis, kerapatan individu, ukuran rata-rata diameter dan tinggi pohon, lebar hutan, serta bentuk
tipologi pantai dimana mangrove berada. Secara umum mangrove dapat berfungsi sebagai penahan
gelombang, namun jika gelombang yang datang memiliki kekuatan yang besar, maka mangrove tidak
cukup kuat untuk menahannya sehingga dapat menyebabkan kerusakan dan bahkan kematian pada
mangrove.

Lebih lanjut di Indonesia dampak dari perubahan iklim yang terjadi selain dari perubahan pola
dan distribusi curah hujan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor adalah naiknya permukaan
air laut yang mulai menenggelamkan beberapa wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Gregory dan
Oerlemans (1998) memprediksi suhu udara meningkat sekitar 0,3°C dan peningkatan muka air laut
global sekitar 6 cm setiap 10 tahun. Susandi et al. (2008) memprediksi kenaikan muka air laut untuk
wilayah Indonesia hingga tahun 2100 sekitar 1,1 m yang berdampak pada hilangnya daerah pantai dan
pulau-pulau kecil seluas 90.260 km2 atau tenggelamnya sekitar 115 buah pulau. Sementaraitu Suroso
dan Firman (2018) menyatakan bahwa 55.220 Ha lahan di pantai utara Jawa yang membentang dari
barat hingga ke timur rawan tergenang pada tahun 2030 dan berpotensi menimbulkan kerugian
ekonomi sebesar 246,6 miliar USD, namun rencana tata ruang yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat dan provinsi untuk mengatur penggunaan lahan masa depan di pantai utara Jawa belum
mengintegrasikan langkah-langkah terhadap bahaya yang terkait dengan kenaikan permukaan laut
global tersebut. Selain itu para ahli telah memperkirakan presipitasi di Asia Tenggara yang akan
meningkat sekitar 3,6% di tahun 2020-an, 7,1% di tahun 2050, dan 11,3% di tahun 2080-an (Kusmana,
2010). Berdasarkan fenomena di atas, maka perubahan iklim global akan menyebabkan hilangnya
hutan mangrove yang tumbuh di pulau-pulau kecil Indonesia seiring dengan tenggelamnya pulau-
pulau tersebut. Disamping itu, lebar hutan mangrove diprediksi akan menyempit seiring dengan
semakin berkembangnya penggunaan lahan untuk pemukiman dan budidaya perikanan di belakang
wilayah hutan mangrove.

Konservasi mangrove dapat dicapai melalui pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.
Tujuanini dicapai dengan menggabungkan manfaat ekologis (konservasi mangrove), manfaat sosial dan
ekonomi (Bongarestu, 2011). Tujuan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove
dapat tercapai dengan adanya dukungan strategi perencanaan pengelolaan yang efektif berdasarkan
pengetahuan, pandangan, dan pengalaman yang beragam dari seluruh pemangku kepentingan dan
peneliti lokal (Kustanti, 2011).
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Gambar 4. Upaya-upaya revitalisasi kawasan pesisir untuk adaptasi Perubahan Iklim. (a) Pemasangan struktur hibrid dan (b)
Penanaman mangrove di Pantura Jawa sehingga dapat mengembalikan lahan mangrove yang rusak dan melindungi wilayah
pesisir (Sumber: KKP)

Salah satu upaya untuk mempertahankan keberadaan ekosistem mangrove tertuang dalam
perjanjian tingkat internasional. Dimana dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat
global, Perjanjian Paris dalam Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim atau yang dikenal dengan United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Paris Agreement mewajibkan seluruh
pihak untuk mendukung aksi mitigasi dan menyusun target-target mitigasi dalam bentuk Nationally
Determined Contribution (NDC) yang berhubungan dengan rencana aksi untuk mitigasi perubahan iklim
di setiap negara. Dalam hal ini, perlindungan dan restorasi mangrove menjadi bagian dari rencana
aksi tersebut. Selain itu, terdapat suatu skema perdagangan karbon melalui penurunan emisi melalui
deforestasi dan degradasi hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
Plus/REDD+) dan proyek mitigasi iklim lain yang bertujuan untuk menjaga cadangan karbon dan juga
aktivitas terkait restorasi mangrove (Melati, 2021).
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PENUTUP

Ekosistem mangrove memiliki peran penting sebagai agen mitigasi perubahan iklim karena
kemampuannya untuk menyerap dan menyimpan karbon yang terdapat pada tumbuhan dan tanah.
Tumbuhan mangrove mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam
jaringan mereka serta di dalam tanah yang ada di sekitar perakaran. Hal ini menjadikan ekosistem
mangrove sebagai salah satu ekosistem paling efektif dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang
terkait dengan perubahan iklim.

Namun, ekosistem mangrove saat ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat
mempengaruhi kemampuannya sebagai agen mitigasi perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan
ini, diperlukan upaya konservasi dan restorasi ekosistem mangrove. Hal ini dapat dilakukan melalui
kebijakan dan tindakan yang mengurangi pengambilan kayu, membatasi penangkapan ikan yang
berlebihan, dan mendorong praktek pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, perlu dilakukan
pemulihan atau pengembalian lahan yang telah rusak melalui program restorasi ekosistem mangrove.
Upaya-upaya tersebut dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekosistem
mangrove sebagai agen mitigasi perubahan iklim.
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» PENGELOLAAN MANGROVE DI PESISIR UTARA
SURABAYA MENGGUNAKAN ANALISIS DPSIR

Alifia Noor Aziz

PENDAHULUAN

Kawasan pesisir Kota Surabaya secara garis besar dapat dibagi menjadi wilayah pesisir utara
dan timur. Pesisir utara terdapat Teluk Lamong, muara Kali Lamong yang terdapat banyak ekosistem
mangrove. Seiring berkembangnya kota Surabaya, tekanan pembangunan cenderung mengarah ke
pesisir. Tekanan pembangunan seperti pembangunan pelabuhan, kawasan industri, pergudangan dan
tambak mencemari kondisi air laut dan tanah di Teluk Lamong. Kondisi ini mengancam keberadaan
ekosistem mangrove di pantai utara Surabaya.

Mangrove tumbuh bersama biofisik pesisir dan dinamika lautan, menjadikan mangrove
bagian dari kesatuan sistem pesisir. Hilangnya mangrove dapat mempengarubhi stabilitas pantai karena
mangrove berperan sebagai perangkap sedimen, penyerap energi gelombang (wave energy reduction),
dan pelindung badai (Setyawan & Winarno, 2006). Jasa lingkungan mangrove sebagai pelindung pantai
meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir, oleh karena itu mangrove berperan penting dalam
mitigasi dan adaptasi bencana alam terhadap perubahan iklim (risiko iklim dan bencana) (Priyatna
& Kusumaningayu 2022). Penilaian mangrove sebagai zona hijau dapat dihitung dari nilai kerugian
ekonomi akibat hilangnya mangrove atau nilai bangunan pelindung buatan yang akan dibangun
(Saparinto, 2007).

Mangrove memiliki efek yang sangat potensial dalam mengurangi emisi karbon dibandingkan
dengan hutan hujan tropis. Proses fotosintesis mengubah karbon anorganik (CO,) menjadi karbon
organik dalam bentuk materi tumbuhan (Poedjirahajoe, 2006; Gai, 2020). Pada sebagian besar
ekosistem mangrove melepaskan karbon kembali ke atmosfer (CO,) (Bongarestu, 2011).

Hutan mangrove merupakan ekosistem penting yang memiliki peran yang sangat besar
dalam memelihara keseimbangan lingkungan pesisir. Namun, hutan mangrove di Kota Surabaya saat
ini sedang mengalami kerusakan yang sangat serius akibat kegiatan perekonomian. Kerusakan hutan
mangrove memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan pesisir, termasuk kehilangan habitat
bagi berbagai jenis spesies hewan dan tumbuhan, peningkatan erosi tanah, dan pencemaran air.
Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
kerusakan hutan mangrove dan mencari solusi untuk memulihkan dan memelihara kondisi hutan
mangrove.

Metode Driving Force, Pressure, State, Impact and Response (DPSIR) dan pengembangan model
analisis Pressure State-Response (PSR) merupakan pendekatan yang sangat berguna dalam menganalisis
dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan mangrove. Dengan menggunakan
pendekatan ini, pengelola hutan mangrove dapat memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi kerusakan hutan mangrove dan mengembangkan solusi yang tepat untuk memulihkan
dan memelihara kondisi hutan mangrove. Oleh karena itu, penggunaan metode DPSIR dan PSR sangat
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penting untuk memastikan pengelolaan hutan mangrove yang efektif dan berkelanjutan di Kota
Surabaya.

DEFINISI EKOSISTEM MANGROVE

Ekosistem hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di
pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan bebas dari
genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam (KKP, 2019).
Mangrove adalah ekosistem khas pesisir yang dipengaruhi oleh pasang surut terdiri atas semak seperti
perempat kecil (Aegiceras) hingga pohon besar dan tinggi (hingga 40 m) seperti bakau (Rhizophora) dan
tanjango (Bruguiera). Setiap jenis mangrove yang berkembang berkaitan erat dengan faktor habitatnya,
antara lain tanah, genangan pasang surut, salinitas, erosi, pertambahan lahan pesisir, fisiografi, kondisi
sungai, dan aktivitas manusia (Suyadi, 2021).

Tumbuhan mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi
lingkungan yang ekstrim seperti kondisi tanah yang tergenang, salinitas tinggi dan kondisi tanah
yang labil. Di bawah kondisi lingkungan ini, spesies mangrove tertentu mengembangkan mekanisme
yang memungkinkan mereka secara aktif melepaskan garam dari jaringannya, sementara yang lain
mengembangkan sistem akar pernapasan yang membantu pengangkutan oksigen ke sistem akarnya
(Bengen, 2002). Menurut Supriharyono (2000), meskipun mangrove dapat tumbuh subur di lingkungan
yang buruk, namun setiap mangrove memiliki kemampuan yang berbeda untuk mempertahankan
diri terhadap kondisi lingkungan fisik dan kimiawi di sekitarnya. Ada empat faktor utama yang
mempengaruhi persebaran mangrove, yaitu: frekuensi pasang surut, salinitas dasar, air tanah, dan
suhu air. Keempat faktor tersebut menentukan dominasi jenis mangrove di kawasan tersebut.

Pohon mangrove merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Peran dan fungsi
hutan mangrove sangat penting, namun kondisi hutan mangrove saat ini sudah banyak mengalami
kerusakan. Kerusakan mangrove disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia.
Namun penyebab utama kerusakan mangrove adalah faktor manusia seperti kegiatan produktif,
eksploitasi, alih fungsi lahan untuk penggunaan lain, dan kegiatan non produktif seperti pencemaran
limbah domestik atau industri (Fauzi, 2004; Jambeck et al, 2015; Johan, 2019).

FUNGSI DAN PERANAN MAGROVE

Ekosistem hutan mangrove merupakan salah satu jenis ekosistem yang unik dan memiliki
banyak fungsi penting bagi lingkungan dan masyarakat. Meskipun banyak jenis ekosistem hutan lain,
seperti hutan hujan atau hutan alam liar, yang memiliki fungsi yang sama atau hampir sama, ekosistem
hutan mangrove memiliki beberapa fungsi yang khas dan berbeda dari jenis hutan lain. Berikut adalah
beberapa fungsi ekosistem hutan mangrove:

1 Menjaga kualitas air: Ekosistem mangrove memainkan peran penting dalam menjaga kualitas
air dan mengurangi pencemaran air. Mangrove memfilter air dan membantu menetralkan zat
berbahaya, seperti logam berat dan bahan kimia, sehingga memastikan bahwa air yang keluar

dari hutan mangrove bersih dan sehat. Ini berbeda dari jenis hutan lain, yang lebih berkonsentrasi
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pada produksi oksigen dan penyimpanan karbon.

2. Melindungi pesisir: Ekosistem mangrove memainkan peran penting dalam melindungi pesisir dari
erosi dan abrasi. Mangrove memiliki akar yang kuat dan menjadi barikade alami yang membantu
menahan arus air dan ombak, sehingga memastikan bahwa pesisir tetap stabil dan terjaga. Ini
berbeda dari hutan hujan, yang lebih berkonsentrasi pada pengendalian erosi dan pengaturan
curah hujan.

3. Sumber daya alam: Ekosistem mangrove memiliki banyak sumber daya alam yang penting,
seperti ikan, udang, kerang, dan tumbuhan mangrove. Sumber daya alam ini sangat penting
bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, seperti nelayan, dan memainkan peran penting dalam
menunjang ekonomi mereka. Ini berbeda dari hutan alam liar, yang memiliki banyak sumber daya
alam, tetapi tidak dalam jumlah dan tingkat konsentrasi yang sama seperti di hutan mangrove.

4, Habitat bagi spesies: Ekosistem mangrove memiliki banyak spesies tumbuhan dan hewan yang
unik dan terancam punah, seperti burung, reptil, dan ikan. Mangrove memainkan peran penting
sebagai habitat bagi spesies ini dan memastikan bahwa spesies ini dapat bertahan hidup dan
berkembang biak. Ini berbeda dari hutan alam liar, yang juga memiliki spesies yang unik, tetapi
lebih berkonsentrasi pada spesies yang berhubungan dengan pohon dan tanah.

5. Penyimpanan karbon: Ekosistem mangrove juga memainkan peran penting dalam penyimpanan
karbon. Mangrove membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan memastikan bahwa karbon
yang terakumulasi dalam sistem tidak menguap ke atmosfer. Ini berbeda dari hutan hujan,
yang memiliki tingkat produksi oksigen yang lebih tinggi dan memainkan peran penting dalam
membantu mengurangi emisi gas rumah kaca.

Ekosistem mangrove memiliki banyak fungsi penting bagi lingkungan dan masyarakat.
Dengan memahami dan menghormati fungsi ini, kita dapat memastikan bahwa ekosistem mangrove
dapat terjaga dan bertahan hidup seiring dengan perkembangan dan perubahan lingkungan.

PENGELOLAAN MANGROVE DI KOTA SURABAYA

Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dengan luas sekitar 33.306,30 Ha,
secara geografis terletak antara 7 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112
derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur) (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Surabaya, 2022). Kota Surabaya terbagi menjadi 33 kecamatan dan 163 kelurahan. Pantai Surabaya
memiliki panjang 47 km. Kawasan pesisir Surabaya Utara juga sering disebut Teluk Lamong karena
sebenarnya berbentuk seperti teluk dan Sungai Kali Lamong mengalir hingga ke kawasan ini. Secara
geografis Kota Surabaya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten
Sidoarjo di sebelah selatan, dan Kabupaten Gresik di sebelah barat. Secara umum Kota Surabaya
merupakan tanah datar dengan ketinggian 3 sampai 6 meter di atas permukaan laut, sedangkan di
bagian selatan 25 sampai 50 meter di atas permukaan laut.

Pengelolaan Kawasan Mangrove di seluruh Kota Surabaya diserahkan kepada Tim
Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove sesuai dengan Pasal 11 ayat 2, Peraturan Walikota
No.65 Tahun 2011, terdiri atas: Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Surabaya selaku Ketua;
Sekretaris Dinas Pertanian Kota Surabaya selaku Sekretaris; Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota
Surabaya selaku Anggota; Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota
Surabaya selaku Anggota; Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya selaku Anggota;
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya selaku Anggota; Camat setempat selaku Anggota;
Lurah setempat selaku Anggota; unsur SKPD/instansi terkait selaku Anggota. Kegiatan pengelolaan
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hutan mangrove seperti gambar di bawah. Penanaman mangrove merupakan salah satu cara yang
dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kelestariannya.

Gambar 1. Upaya penanaman bibit mangrove di sekitar Teluk Lamong, pantai utara Surabaya oleh BUMN
bersama nelayan dan masyarakat sekitar (Sumber: Majalah Dermaga)

Sebagai upaya perlindungan kawasan mangrove di seluruh Kota Surabaya, pemerintah
Kota Surabaya menetapkan prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove dengan
dibuatnya Peraturan Walikota (Perwali) No. 65 Tahun 2011 (Pemerintah Kota Surabaya, 2011). Tujuan
ditetapkannya peraturan ini sebagaimana tertulis dalam pasal 3 adalah untuk melestarikan kawasan
mangrove dan melindungi ekosistem di pesisir pantai Kota Surabaya. Salah satu kawasan mangrove
di Pulau Jawa yang dilaporkan mengalami degradasi adalah mangrove-mangrove di area Pantai
Timur Surabaya (Pamurbaya). Area ini telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun demikian
berkurangnya luas dan kerapatan mangrove akibat alih fungsi lahan (Beni, et. al, 2021).

Pengelolaan hutan mangrove yang efektif dan berkelanjutan di Kota Surabaya sangat
penting untuk memastikan keberlangsungan ekosistem mangrove dan memenuhi kebutuhan
masyarakat sekitar. Salah satu pendekatan yang dapat membantu dalam hal ini adalah analisis
Driving Force, Pressure, State, Impact and Response (DPSIR) dan pengembangan model analisis
Pressure State-Response (PSR). Analisis DPSIR dan PSR membantu dalam memahami hubungan
antara faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi hutan mangrove dan bagaimana tindakan
yang diambil mempengaruhi lingkungan. Model analisis PSR membantu dalam menganalisis tekanan
yang dialami hutan mangrove, menilai dampak dari tekanan tersebut, dan mengidentifikasi tindakan
yang dibutuhkan untuk memastikan pengembangan yang berkelanjutan. Dengan memahami faktor-
faktor yang mempengaruhi hutan mangrove dan mengidentifikasi tindakan yang dibutuhkan untuk
memastikan pengembangan yang berkelanjutan, model analisis PSR membantu dalam memastikan
bahwa hutan mangrove di Kota Surabaya dapat terjaga dan bertahan hidup untuk generasi mendatang.

Berdasarkan analisis DPSIR (Driver force, Pressure, State, Impact and Response) di wilayah
pesisir di Kota Surabaya Utara, variabel driving force atau faktor pemicu terjadinya kerusakan
ekosistem mangrove adalah munculnya pemukiman yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk
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yang membutuhkan tempat tinggal. Selain itu, hasil analisis juga menemukan pembangunan fasilitas
perikanan di daerah pesisir juga ikut menggerus keberadaan hutan mangrove. Pressure atau tekanan
yaitu terjadinya alih fungsi lahan hutan pantai maupun hutan mangrove untuk pemukiman penduduk,
tempat wisata, perkebunan, pertanian, dan juga tambak budidaya. State yang terjadi adalah perubahan
pada kondisi lingkungan secara fisik, kimia, dan biologi seperti perubahan ekosistem pantai maupun
ekosistem mangrove, perubahan kualitas perairan, perubahan biodiversitas dan stok ikan. Impacts atau
dampak yang terjadi yaitu rusaknya pantai, terjadinya sedimentasi, degradasi wilayah hutan pantai
maupun hutan mangrove, berkurangnya lebar pantai yang disebabkan abrasi air laut, penurunan hasil
perikanan, dan penurunan pendapatan masyarakat. Response atau tanggapan disebabkan kerusakan
yang terjadi adalah pelarangan alih fungsi lahan pantai (Perda dan Perdes), bangunan pengaman
pantai (revetment/groin), pengaturan daerah pemukiman, mengembalikan taman wisata pantai dengan
penanaman vegetasi hutan pantai.

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan hasil yang sama dimana kegiatan ekonomi yang
tidak dilakukan secara baik akan memberikan dampak bagi keberadaan ekosistem hutan mangrove.
Waulandari et al. (2020) menjabarkan bahwa kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Mukomuko
disebabkan oleh aktivitas ekonomi dan non-ekonomi masyarakat pesisir. Dampak yang paling nyata
di kawasan pesisir dengan eksploitasi sumberdaya adalah degradasi kondisi biofisik sumberdaya
pesisir. Meskipun sebagian data tentang ekosistem dan masyarakat pesisir, namun data tersebut
tidak mampu lagi mempresentasikan kondisi yang terjadi saat ini. Hal ini karena aktivitas yang terjadi
di kawasan pesisir merupakan aktivitas yang sangat dinamis, selalu terjadi perubahan pada setiap
waktunya (Pakpahan, 2020). selanjutnya analisis DPSIR mempresentasikan kondisi kawasan pesisir
saat ini. Pada kajian ini dijelaskan bahwa analisis DPSIR ini menganalisis secara jelas antara hubungan
sebab dan akibat. Sedangkan kelebihannya yaitu terdapat transparansi data yang dapat memperbaiki
komunikasi.

Gambar 2. Kawasan Ekowisata Mangrove Kali Lamong

Sebagai kawasan strategis dengan potensi besar, Kawasan Pesisir Utara Surabaya telah lama
memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kawasan
pesisir. Kegiatan ekonomi dan non ekonomi masyarakat pesisir di kawasan pesisir Surabaya Utara
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mempengaruhi ekosistem masyarakat pesisir. Dampak yang paling nyata pada wilayah pesisir dimana
sumber daya alam dieksploitasi adalah memburuknya kondisi biofisik sumber daya alam pesisir
(Onrizal,2008). Masalah kawasan pesisir harus mendapat perhatian serius, terutamaperubahan pesisir,
karena dampaknya sangat mempengaruhi rencana dan kegiatan pembangunan, serta kesejahteraan
masyarakat. Evaluasi morfologi pantai (pesisir) perlu dilakukan untuk mengetahui perubahan yang
terjadi dari waktu ke waktu, terutama untuk mengetahui dampak terhadap lingkungan dan kehidupan
manusia di wilayah pesisir (Dewi & Dadiara, 2022; Suwandi & Prihatin, 2020). Kondisi pesisir dan
pesisir Surabaya Utara diyakini telah berubah karena beberapa hal, mirip dengan wilayah pesisir
Indonesia.

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya mendefinisikan hutan mangrove sebagai formasi
hutan yang tumbuh dan berkembang pada daerah landai di muara sungai dan pesisir pantai yang
dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Menurut Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011
tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove, kawasan mangrove adalah
kawasan yang ditumbuhi sekumpulan tumbuhan mangrove yang terdapat di daerah pantai, laguna
atau muara sungai, yang oleh masyarakat sering disebut pula dengan hutan bakau
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PENUTUP

Pengelolaan hutan mangrove di Kota Surabaya merupakan salah satu hal yang sangat
penting bagi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hutan mangrove memiliki
peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan manfaat bagi kehidupan
masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan hutan mangrove harus dilakukan secara efektif dan
berkelanjutan.

Untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan mangrove efektif dan berkelanjutan, analisis
Driving Force, Pressure, State, Impact and Response (DPSIR) dan pengembangan model analisis
Pressure State-Response (PSR) dapat digunakan sebagai pendekatan. Kajian ini akan membantu
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hutan mangrove dan menentukan solusi yang
tepat untuk mengatasinya. Hasil dari kajian menggunakan analisis DPSIR dan PSR akan memberikan
solusi-solusi pengelolaan hutan mangrove yang efektif dan berkelanjutan bagi Kota Surabaya. Solusi-
solusi ini akan memastikan bahwa hutan mangrove di Kota Surabaya tetap terjaga dan bertahan hidup
serta memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait untuk
memperhatikan dan menerapkan solusi pengelolaan hutan mangrove yang diidentifikasi melalui
kajianini.

Solusi-solusi pengelolaan hutan mangrove yang diidentifikasi melalui analisis DPSIR dan PSR akan
mencakup berbagai hal, seperti:

1. Edukasi dan sosialisasi: Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat sekitar akan memahami
pentingnya hutan mangrove dan perannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ini akan
membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

2. Perlindungan dan konservasi: Perlindungan dan konservasi hutan mangrove di Kota Surabaya
sangat penting untuk memastikan bahwa ekosistem mangrove tetap terjaga dan tidak
terdegradasi. Ini akan memastikan bahwa mangrove dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan
memenuhi kebutuhan lingkungan dan masyarakat sekitar.

3. Reklamasi dan restorasi: Beberapa area hutan mangrove di Kota Surabaya mungkin telah
terdegradasi dan perlu dikembalikan ke kondisi semula. Melalui reklamasi dan restorasi, area
tersebut dapat dikembalikan menjadi hutan mangrove yang produktif dan memenuhi kebutuhan
lingkungan dan masyarakat sekitar.

4, Monitoring dan evaluasi: Monitoring dan evaluasi teratur dari hutan mangrove di Kota Surabaya
penting untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan mangrove efektif dan berkelanjutan. Ini
akan membantu memantau perkembangan hutan mangrove dan memastikan bahwa solusi yang
diterapkan efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

Dengan menerapkan solusi pengelolaan hutan mangrove hasil kajian menggunakan analisis DPSIR
dan PSR, diharapkan hutan mangrove di Kota Surabaya dapat terjaga dan berfungsi sebagaimana
mestinya sehingga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
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» MEWUJUDKAN SUSTAINABLE OCEAN ECONOMY
MELALUI TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA
KELAUTAN PERIKANAN

Abdul Satar

PENDAHULUAN

Laut mengandung berbagai macam sumber daya alam baik terbarukan dan tidak terbarukan
meliputi perikanan, minyak dan deposit gas sebagai bahan baku untuk mendukung industri kelautan
dan perikanan (Hoegh-Guldberg et al., 2019). Saat ini, investasi, infrastruktur dan pengembangan
bisnis dalam industri kelautan harus berkolaborasi dengan baik untuk keberlanjutan di masa
depan. Tata kelola dan kemitraan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memajukan ekonomi
dan memastikan kesehatan lingkungan laut sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals
(Lubchenco et al., 2016; Winther et al., 2020). Sustainable Ocean Economy adalah sebuah kondisi
ekonomi laut yang berkelanjutan dengan potensi lebih dari 70% permukaan bumi dengan aset alam
yang menghasilkan barang dan jasa ekosistem, pengatur iklim, perlindungan pesisir dan nilai-nilai
budaya yang terkandungnya (Sumaila et al., 2021). Tata kelola dan aktivitas ekonomi dalam industri
kelautan menjadi catatan penting untuk mewujudkan Sustainable Ocean Economy.

Terdapat beberapaisu prioritas kebijakan industrikelautan Indonesia, antara lain peningkatan
pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan manusia secara optimal, pelibatan peran serta
masyarakat, dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan maritim sampai ke tingkat
daerah. Isu tentang tata kelola sumberdaya alam, manusia, dan sinkronisasi harmonisasi kebijakan
menjadi menjadi isu penting yang tidak dapat diabaikan dalam pembangunan kelautan. Kebijakan
pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk membangun sumber daya manusia maritim
yang profesional, beretika, berkomitmen, dan mampu mengutamakan kepentingan nasional untuk
mendukung pembangunan maritim yang optimal dan terintegrasi. Kebijakan Sustainable Ocean
Economy bertujuan untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya laut untuk generasi saat ini dan
generasi di masa depan.

Marine Aquaculture’(Mariculture) sebagai salah satu bagian dari industri kelautan memiliki
peranan pentingdanmenjadisalahsatuindustriyangdipertimbangandalamrevolusibiruyang memiliki
peranan penting dalam mewujudkan Sustainable Ocean Economy (Ahmed & Thompson, 2019). Revolusi
biru aquaculture menjadi pendekatan yang efektif untuk meningkatkan produksi pangan (White
et al., 2004), karena faktanya aquaculture telah berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan nutrisi
manusia dan ketahanan pangan (Bene et al., 2016). Secara global, produksi perikanan telah memenuhi
kebutuhan lebih dari 3,2 miliar orang dengan proporsi 20% asupan protein mereka bersumber dari
produk perikanan (FAO, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja budidaya perikanan (aquaculture
performance) menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam mewujudkan
Sustainable Ocean Economy. Penelitian ini akan mengkaji aspek sumber daya kelautan dan perikanan
dan tata kelola terhadap keberhasilan dari komitmen Sustainable Ocean Economy. Diharapkan tulisan
ini akan melengkapi literatur yang telah ada dan memberikan gambaran yang utuh kepada para policy

86 Pengelolaan Sumber Daya
l Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan




maker dalam mengambil kebijakan yang tepat.

KERANGKA KONSEPTUAL SUSTAINABLE OCEAN
ECONOMY

Sustainable Ocean Economy adalah sebuah integrasi dari beberapa sektor yang memiliki kaitan
erat dan membutuhkan pengelolaan yang baik mengingat terus meningkatnya tekanan terhadap
ekosistem laut sampai saat ini (Winther et al., 2020). Laut yang sehat akan mendukung Sustainable
Ocean Economy, salah satunya dapat dicerminkan dari kinerja mariculture atau kinerja budidaya
perikanan di laut. Kinerja budidaya laut pada tulisan ini dicerminkan sebagai aquaculture performance,
yang diukur dari potensi sumber daya, baik sumber daya kelautan dan perikanan sebagai material
penggerak ekonomi maupun sumber daya manusia sebagai aktor dalam aktivitas tersebut.

Kerangka yang dibangun dalam mewujudkan Sustainable Ocean Economy pada tulisan ini
dituangkan dalam sebuah model yang utuh, yang terdiri dari variabel eksogen: (1) Potensi sumberdaya
kelautan dan perikanan (X1); (2) Good governance (X2); (3) Sumber daya manusia (X3); Sinkronisasi
kebijakan sebagai pemoderasi (X4). Variabel endogen pada tulisan ini terdiri dari Aquaculture
performance (Y 1) dan Sustainable Ocean Economy (Y 2). Kerangka konseptual Sustainable Ocean Economy
diilustrasikan pada Gambar 1.

Sinkronisasi
Kebijakan

Potensi
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan

Aquaculture Sustainable
Performance Ocean Economy,

H5

Sumberdaya
Manusia

Gambar 1. Kerangka Konseptual Sustainable Ocean Economy

Sustainable ocean economy dapat diwujudkan melalui integrasi dari beberapa variabel, yaitu
potensi sumber daya kelautan dan perikanan, tata kelola, dan dukungan sumber daya manusia
yang unggul. Sinkronisasi kebijakan diperlukan sebagai cara untuk mengakselerasi terwujudnya
Sustainable Ocean Economy. Aquaculture dalam hal ini sebagai salah satu motor utama penggerak dalam
mewujudkan Sustainable Ocean Economy. Variabel Eksogen yang dibangun dalam kerangka konseptual
diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja industri aquaculture.
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Setiap variabel eksogen atau dalam hal ini faktor-faktor yang dibangun dalam kerangka
konseptual tentunya akan memiliki skala kepentingan atau prioritas yang berbeda-beda. Tingkat
kepentingan menunjukkan harapan dari stakeholder yang terlibat dalam industri kelautan dan
perikanan. Sementara itu, tingkat performa menunjukkan persepsi keadaan empiris yang diterima
oleh stakeholder.

PERAN TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA TERHADAP
SUSTAINABLE OCEAN ECONOMY

Good Governance atau tata kelola memiliki pengaruh terhadap Sustainable Ocean Economy. Tata
kelolayang baik akan sejalan dalam mendukung Sustainable Ocean Economy. Peran potensi sumberdaya
kelautan dan perikanan lebih tinggi dibandingkan dengan peran tata kelola dalam mewujudkan
Sustainable Ocean Economy. Semakin tinggi Good Governance, maka Sustainable Ocean Economy tidak
meningkat secara signifikan. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan memiliki peran yang penting
terhadap Sustainable Ocean Economy. Semakin tinggi potensi sumber daya kelautan dan perikanan
yang dimiliki maka peluang terwujudnya Sustainable Ocean Economy akan meningkat. Sumber daya
menjadi motor dalam pembangunan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi prinsip
dasar untuk menciptakan Sustainable Ocean Economy.

Sumber dayamanusiaadalah aktor dalam pembangunan, namun posisinyadalam mewujudkan
Sustainable Ocean Economy tidak memiliki peran yang signifikan.Semakin tinggi sumber daya manusia,
maka Sustainable Ocean Economy tidak meningkat secara signifikan. Tata kelola dan sumber daya
manusia memiliki kesamaan peran, dimana lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya kelautan
dan perikanan. Hal ini terlihat bahwa pendekatan ekologi dan sumber daya adalah kunci utama untuk
mewujudkan Sustainable Ocean Economy di Indonesia. Khusus untuk tata kelola yang diindikasikan
oleh peraturan dan perundang-undangan sebagai instrumennya, dapat disimpulkan bahwa semakin
tinggi tata kelola atau banyaknya regulasi (peraturan dan perundang-undangan) dapat menimbulkan
kontra produktif kinerja pembangunan untuk mewujudkan Sustainable Ocean Economy. Hal ini karena
semakin banyak regulasi maka semakin tidak efektif dalam implementasi tata kelola. Regulasi yang
identik dengan kewenangan dan pengaturan pada objek tertentu, dimungkinkan terjadinya tumpang
tindih kewenangan atau regulasi.

SINKRONISASI KEBIJAKAN: AKSELERASI
MEWUJUDKAN SUSTAINABLE OCEAN ECONOMY

Sinkronisasi Kebijakan merupakan cara untuk mengakselerasi dan menghubungkan antara
pengaruh potensi sumber daya kelautan dan perikanan terhadap Sustainable Ocean Economy.
Pengaruh langsung positif yang signifikan antara hubungan potensi sumber daya kelautan dan
perikanan terhadap Sustainable Ocean Economy diakselerasi oleh sinkronisasi kebijakan. Hal ini
menunjukkan bahwa dengan peningkatan sinkronisasi kebijakan secara langsung dapat memperkuat

dan mempercepat terwujudnya Sustainable Ocean Economy melalui pemanfaatan potensi sumber daya
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kelautan dan perikanan terhadap Sustainable Ocean Economy.

Sinkronisasi Kebijakan

Sustainable Ocean
Economy

Potensi sumberdaya
kelautan dan perikanan

0,470

Pengaruh Langsung >

Pengaruh Akselerasi >
Gambar 2. Akselerasi Sinkronisasi Kebijakan dalam Mewujudkan Sustainable Ocean Economy

Sinkronisasi Kebijakan sebagai cara untuk mengakselerasi dan memperkuat antara pengaruh
Good Governance dalam mewujudkan Sustainable Ocean Economy. Pengaruh langsung positif yang
signifikan antara Good Governance terhadap Sustainable Ocean Economy diakselerasi oleh Sinkronisasi
Kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan Sinkronisasi Kebijakan secara langsung
dapat memperkuat pengaruh Good Governance dan mempercepat terwujudnya Sustainable Ocean
Economy.

Sinkronisasi Kebijakan

Sustainable Ocean
Economy

Good Government

0,141

Pengaruh Langsung >

Pengaruh Akselerasi >

Gambar 3. Akselerasi Sinkronisasi Kebijakan pada Hubungan Good Governance
terhadap Sustainable Ocean Economy

Pengelolaan Sumber Daya 89
Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan l




Sinkronisasi Kebijakan
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Gambar 4. Pengaruh Akselerasi Sinkronisasi Kebijakan pada Hubungan Sumber Daya Manusia

terhadap Sustainable Ocean Economy

Sinkronisasi Kebijakan merupakan akselerator antara pengaruh Sumber Daya Manusia
terhadap Sustainable Ocean Economy. Dengan demikian, pengaruh langsung positif yang signifikan
antara hubungan Sumber Daya Manusia terhadap Sustainable Ocean Economy diakselerasi oleh
sinkronisasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan sinkronisasi kebijakan secara
langsung dapat memperkuat pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Sustainable Ocean Economy.

TINGKAT KEPENTINGAN DAN KINERJA TATA KELOLA
DAN SUMBER DAYA

1) Good Governance (X2)

Akuntabilitas dan partisipasi merupakan indikator yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi pada
stakeholder dalam tata kelola, namun memiliki tingkat kinerja yang rendah (Gambar 5). Akuntabilitas
yang dinotasikan oleh X2.1 dan partisipasi X2.3, mengindikasikan bahwa dalam tata kelola diperlukan
upaya peningkatan yang dipusatkan pada kedua indikator tersebut. Aspek legalitas sebagai payung
hukum menjadi prioritas utama bagi stakeholder, karena mengatur wewenang dan kewajiban masing-
masing stakeholder. Kondisi ini ditunjukkan oleh indikator supremasi hukum (X2.4) termasuk kuadran
Il dan menjadi catatan sebagai indikator dengan kinerja baik dan harus dipertahankan.

2) Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Komposisi Spesies (X1.4) memiliki arti penting namun kinerjanya masih rendah, sehingga Kementerian
Kelautandan Perikanan perlu memusatkan upaya peningkatan padaindikator ini. Sementaraindikator
X1.6 termasuk dalam kuadran Il yaitu Spesies ETP memberikan kinerja yang sangat baik, sehingga
harus diperhatikan (Gambar 6). Terdapat satu indikator yang berada di kuadran | dan kuadran lll yaitu
X1.4 dan X11 (Standardize CPUE). Kuadran IV terdiri atas tiga indikator yakni Ukuran lkan (X1.2),
Proporsi lkan (X1.3), dan range collapse Sumber Daya kan (X1.5). Ketiga indikator ini mengindikasikan
tingkat kepentingan yang rendah, namun memiliki kinerja yang tinggi. Berdasarkan perspektif
Stakeholder yang memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja variabel pada kuadran 1V,
namun demikian pengalokasian sumber daya untuk indikator yang berada pada kuadran IV perlu
dipertimbangkan kembali agar variabel lainnya lebih optimal.
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Gambar 5. Diagram IPA Variabel Good Governance (X2)
(Sumber: Satar, 2023)
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Gambar 6. Tingkat Kepentingan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (X1)
(Sumber: Satar, 2023)
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Gambar 7. Tingkat Kepentingan Sumber Daya Manusia (X3)
(Sumber: Satar, 2023)

Keterampilan Individu (X3.2) adalah indikator yang memiliki prioritas utama karena memiliki
tingkat kepentingan yang tinggi. Kinerja pada indikator Keterampilan Individu sangat baik sehingga
harus dipertahankan. Indikator Pekerjaan (X3.1) dan Sikap Kerja (X3.3) masuk dalam kuadran |, yang
merupakan variabel dengan tingkat kepentingan tinggi, namun memiliki kinerja rendah. Kinerja pada
variabel ini harus diperhatikan sehingga diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja oleh pengambil
kebijakan yang berpusat pada variabel ini.

4). Sustainability Ocean Economy (Y2)

Untuk mewujudkan Sustainability Ocean Economy terlihat bahwa terdapat tiga indikator yang
memiliki kinerja yang baik, yaitu Kesehatan Laut (Y2.2), Pengetahuan Laut (Y2.4), dan Keuangan Laut
(Y2.5). Sementara Keadilan Laut (Y2.3) termasuk dalam kuadran IV (Gambar 8), yang mana dianggap
indikator yang tidak menjadi prioritas meskipun kinerjanya tinggi. Stakeholder sudah puas terhadap
kinerja Keadilan Laut, sehingga dianggap tidak perlu pengalokasian sumber daya untuk meningkatkan
kinerja, namun mempertahankan kinerjanya harus menjadi perhatian utama. Kekayaan Laut (Y2.1)
merupakan indikator yang atribut prioritas meskipun kinerjanya rendah. Konsekuensinya diperlukan
perhatian khusus agar kinerja pada variabel ini meningkat dengan cara mengalokasikan sumber daya
yang lebih banyak sebagai motor penggerak industri kelautan.

Sustainability Ocean Economy berdasarkan analisis tingkat kepentingan dan kinerja terlihat
bahwalebihmengutamakanpendekatansumberdayaataulautsebagaiindikator utama.Keberlanjutan
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ekonomi berbasis industri kelautan diperlukan pengetahuan yang baik tentang pengelolaan laut
dan menjaga kesehatan laut adalah prioritas utama agar keberlanjutan sumber daya tetap terjaga.
Kekayaan laut harus dikelola dengan baik untuk kepentingan bersama, tidak menjadi milik salah
satu pihak namun harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong kesejahteraan
masyarakat.
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Gambar 8. Tingkat Kepentingan Sustainable Ocean Economy (Y2)
(Sumber: Satar, 2023)
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PENUTUP

Sumber daya manusia dan tata kelola tidak serta merta memiliki peran yang besar terhadap
dalam mewujudkan Sustainability Ocean Economy. Sustainability Ocean Economy sebagai tujuan
pengelolaan industri kelautan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keberlanjutan sumber
daya kelautan dan perikanan. Sumber daya manusia merup-akan bagian penting dari Sustainability
Ocean Economy yang harus diperhatikan dan diperkuat kapasitasnya, khususnya tentang pengetahuan
mengelola kekayaan sumber dayalaut yang melimpah, dan menjagakesehatan laut. Hal ini berimplikasi
pada pilihan prioritas kebijakan terkait penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama atau
target awal pencapaian Sustainability Ocean Economy, karenadengan adanyasumber dayamanusiayang
berkualitas maka dapat menciptakan good governance yang lebih baik demi pencapaian Sustainability
Ocean Economy. Sinkronisasi Kebijakan dapat berperan sebagai akselerator potensi sumber daya
kelautan dan perikanan, tata kelola, dan sumber daya manusia terhadap Sustainability Ocean Economy.
Bagi pengambil kebijakan setidaknya terdapat beberapa aspek yang harus menjadi perhatian utama
dalam pencapaian Sustainability Ocean Economy, antara lain adalah (1) keberlanjutan sumber daya
kelautan dan perikanan yang ditunjukkan oleh komposisi spesies; (2) akuntabilitas dan transparansi
tata kelola; (3) penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan
kinerja; dan (4) pembangunan infrastruktur pada industri kelautan.
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» ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM
PELUANG PEMBERDAYAAN EKONOMI PADA PULAU
KECIL TERLUAR

Supo Dwi Diantara

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan pulau terbanyak di dunia. Undang-Undang Dasar 1945
menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan, yaitu negara yang memiliki banyak pulau, yaitu total
17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km (Ma’arif, 2009). Sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia, pulau-pulau yang tersebar di seluruh penjuru nusantara tentu memiliki pulau-
pulau yang berbatasan langsung dengan negara lain yang disebut pulau terluar, poros depan seluruh
wilayah Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pulau
Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau terluar. Pulau kecil terluar menawarkan sumber daya alam
produktif yang dapat dikembangkan, seperti terumbu karang, mangrove, perikanan dan cagar alam,
dan merupakan faktor penting dalam mempromosikan wisata bahari.

Salah satu pulau kecil terluar di Indonesia adalah Pulau Alor. Pulau ini terletak ujung timur
kepulauan Solor-Alor dan merupakan bagian dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT), kurang lebih 260 km dari Kupang (Ibu kota Provinsi NTT), 360 km dari Ende (Flores) dan 1.600
km sebelah timur ibu kota Jakarta. Perairan laut dan pesisir Kepulauan Alor, khususnya perairan
Selat Pantar, memiliki ekosistem perairan yang menarik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.
Selain itu, di Kepulauan Alor yaitu di wilayah Kokar hingga Sebanjar terdapat hutan mangrove yang
pantainya terlindung dari arus yang kuat. Beberapa hutan mangrove tersebut dihuni oleh Rhizopora
sp. Sebagian besar mata pencaharian penduduk berada pada sektor primer, yaitu pertanian, perikanan
dan perkebunan. Pada tahun 2000, sebanyak 61.776 orang atau 82,53% bekerja di sektor tersebut.
Sementara itu, 2.361 orang (3,15%) bekerja di sektor sekunder dan 10.716 orang (14,32%) di sektor
jasa. Selain petani, banyak warga pesisir berprofesi sebagai nelayan.

Struktur perekonomian Kabupaten Alor bertumpu pada sektor pertanian hingga tahun
2010. Sektor non pertanian yang diharapkan berkembang adalah industri, perdagangan, transportasi,
komunikasi dan jasa. Pendapatan per kapita Kabupaten Alor terus meningkat dari tahun ke tahun
selaras dengan pendapatan per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus tumbuh. Akan tetapi,
pendapatan per kapita Kabupaten Alor masih relatif kecil, meskipun potensi pertanian termasuk
potensilaut dan kelautan di Kabupaten Alor sangat besar.Hal ini dapat mengindikasikan bahwa potensi
sumber daya alam Kabupaten Alor belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal potensi pertanian
termasuk kelautan dan perikanan dapat dijadikan sebagai sektor fundamental yang memberikan
multiplier effect bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Alor.

Kegiatan usaha kelautan dan perikanan memerlukan kemampuan untuk menggali potensi
produksi dan meningkatkan produktivitas sumber daya yang tersedia. Hasil produksi diharapkan
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mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah pemberdayaan
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan keterampilan atau
meningkatkan kemandirian masyarakat yang meliputi pemberdayaan individu (Rizki, 2017). Kegiatan
ini merupakan proses pembelajaran yang meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pemangku
kepentingan di industri kelautan dan perikanan untuk mengembangkan kegiatan penangkapan ikan
guna meningkatkan pendapatan. Masyarakat bisa berkembang karena ikut serta dalam rencana
pembangunan yang disusun dan tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tingkat keterlibatan
masyarakat ditentukan oleh kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi pada program
pembangunan, seperti uang ataupun tenaga. Tulisan ini membahas tentang keterlibatan masyarakat
bahari dalam pemberdayaan ekonomi Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KONDISI EKONOMI

Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan standar kehidupan.
Pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan (Miller & Spoolman, 2009).
Berdasarkan hasil deskriptif penelitianliteratur terhadap perekonomian penduduk Pulau Alor, struktur
perekonomian Kabupaten Alor hingga tahun 2010 masih bertumpu pada sektor pertanian. Sektor non
pertanian yang diharapkan berkembang adalah industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi
dan layanan. Sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam perekonomian Kabupaten Alor yang
perannya terlihat semakin menurun dari tahun ke tahun, meskipun perubahan peran sektor lain tidak
terlihat secarajelas. Pada tahun 2010, sektor pertanian menyumbang 35,52% pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Alor. Kontribusi terbesar dari sektor pertanian adalah tanaman pangan, diikuti tanaman
pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur
tingkat kemakmuran penduduk adalah pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita penduduk
Kabupaten Alor terus meningkat, namun dibandingkan dengan pendapatan perkapita Nusa Tenggara
Timur, pendapatan perkapita Kabupaten Alor masih tergolong rendah, padahal potensi pertanian,
termasuk potensi kelautan dan perikanan yang terdapat di Alor Kabupaten sangat tinggi. Hal ini
dapat mengindikasikan bahwa potensi sumber daya alam Kabupaten Alor belum dimanfaatkan secara
optimal.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Alor Tahun 2009 (2010), dari jumlah 139.024 penduduk
berumur 10 tahun ke atas, sekitar 4.630 orang tidak bersekolah atau tidak pernah bersekolah yang
terdiri atas 1.066 laki-laki dan 3.564 perempuan. Jumlah penduduk yang putus sekolah sebanyak
106.352 orang, terdiri atas 52.938 laki-laki dan 53.414 perempuan. Berdasarkan data Susenas juga
diketahui bahwa jumlah penduduk yang tidak atau belum memiliki ijazah sebanyak 44.027 orang atau
sekitar 31,25% dari penduduk berusia 10 tahun ke atas.

PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
PESISIR

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dilakukan agar terjadi peningkatan
kesejahteraan. Salah satunya adalah peran dari aktor yang terlibat dan yang mempengaruhi dalam
pengambilan keputusan (Nurtjahjawilasa et al., 2015; Reed et al., 2009). Individu atau golongan
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masyarakat akan menerima dampak dari suatu program, kebijakan, dan pembangunan dari kapasistas
pemangku kepentingan (Mahfud et al.,2015). Pemberdayaan berarti proses pemberian daya, kekuatan
atau kemampuan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
individu atau komunitas atas nama masyarakat nelayan untuk memperkuat atau meningkatkan
perekonomiannya. Menurut Arifin (2020), hakikat pemberdayaan adalah penciptaan suasana atau
iklim yang memungkinkan pengembangan masyarakat. Imron (2003) juga menambahkan hakikat
pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu: pengembangan (enabling), penguatan potensi atau kekuatan
(empowerment), dan penciptaan kemandirian.

Gambar 1. Sayap Bidadari Baranusa/ Nubi Bara Batang Lapang Baranusa merupakan gugusan pulau di Pulau Lapang dalam
KKD SAP Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor, NTT (Sumber: @KkdKepulaunAlor)

Masyarakat pesisir di Indonesia memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang beragam (Satria,
2015). Menurut Fadhilah (2020), pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai upaya sadar,
terencana, sistematis dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi dan
politik masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai
kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kegiatan pemberdayaanterhadap masyarakat nelayanini perlu memperhatikanbeberapa hal,
yaitu bahwa pemberdayaan merupakan upaya secara sadar, terencana sistematis, dan berkelanjutan.
Selain itu, pemberdayaan ini juga bertumpu pada kemampuan manajemen potensi sumber daya
atau modal sosial masyarakat secara optimal. Adapun pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan
untuk menuju kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Biasanya banyak ditemukan kasus-kasus
pemberdayaan di berbagai daerah yang mengalami kegagalan yang dikarenakan pemberdayaan
tersebuttidakdidasaridengananalisisdanstrategiyangtepat,yangdimanakebanyakanpemberdayaan
tersebut dilakukan secara instan dan hanya berorientasi proyek tanpa pendampingan intensif dan
tanpa kelanjutan. Jika pemberdayaan tidak dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, maka hasil
yang diterima pun tidak akan optimal. Sehingga, perlunya upaya-upaya untuk mencapai tujuan
pemberdayaan masyarakat nelayan tersebut harus disertai dengan strategi ataupun pendekatan yang
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tepat (Aulia, 2007). Di samping itu, stakeholder sangat berpengaruh pada program manajemen pesisir
(Fletcher, 2007).

Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan adalah terbatasnya daerah
penangkapan ikan yang tersedia untuk penangkapan ikan di laut dalam. Yang tidak banyak membantu
para nelayan, karena perairan pantai biasanya sudah digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu,
diharapkan kedepan kegiatan penangkapan ikan perlu ditingkatkan dengan pengembangan teknologi
penangkapan ikan lepas pantai. Memang, permasalahan seperti itu akan terus muncul di masa
mendatang, terutama bagi masyarakat nelayan yang sudah terbiasa dengan pola penangkapan ikan.
Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan atau pembinaan terutama dalam bentuk pendampingan
agar nelayan sedikit demi sedikit bisa berubah dari pola yang ada saat ini (Retnowati, 2011).

Kegiatan produksi merupakan masalah terbesar bagi banyak komunitas nelayan, selain
masalah pemasaran. Nelayan jugabeberapakali mencobamengatasi masalahinidengan mengandalkan
tengkulak untuk memasarkan hasil tangkapannya dan dengan meminjam uang dari pemilik modal
untuk membeli hasil tangkapannya. Namun, tidak jarang nelayan bergantung pada pihak lain dan
menempatkan dirinya pada posisi yang lebih lemah. Langkah terpenting adalah menempatkan nelayan
pada posisi yang seimbang dengan penjual ikan. Untuk menghilangkan ketergantungan nelayan
terhadap perantara, diperlukan suatu lembaga yang dapat menggantikan peran perantara. Beberapa
fungsi yang harus dilakukan oleh lembaga antara lain kompensasi hutang nelayan kepada perantara
dan pengalihan pinjaman tersebut sebagai pinjaman kepada lembaga, sertamemberikan kredit kepada
nelayan.

Gambar 2. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk budidaya rumput laut di Kabupaten Alor
(Sumber: Trobos)
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Banyak yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan berbagai upaya pengentasan
kemiskinan masyarakat nelayan. Namun, upaya tersebut sejauh ini belum berjalan seperti yang
diharapkan. Menurut Muliawan et al. (2014) bahwa peran dan kerja aktif dari stakeholder yaitu
keberhasilan pengelolaan untuk tujuan yang akan dicapai. Kenyataannya, jumlah penduduk miskin
terusbertambah, bahkanterusbertambah.Halinidisebabkanrendahnyakualitassumberdayamanusia
pada masyarakat nelayan pesisir. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai strategi pelatihan yang ditujukan untuk
mendorong pengembangan sumber daya manusia (Baharudin, 2014). Namun berdasarkan informasi
yang disampaikan sebelumnya, masih banyak masyarakat di Pulau Alor yang tidak mengenyam
pendidikan SD hingga SMA. Padahal pendidikan sangat penting bagi masyarakat. Oleh karenaitu perlu
ditinjau kembali kebijakan pendidikan di Pulau Alor serta dukungan pemerintah terhadap pendidikan
di Pulau Alor. Pelatihan perikanan yang berkualitas memungkinkan masyarakat nelayan di Pulau Alor
untuk menambah pengetahuan dan keahlian dalam mengelola potensi laut. Dengan bertambahnya
pengetahuan dan pengalaman ini, nelayan akan segera terangkat dari kemiskinan menjadi masyarakat
nelayan yang lebih kuat dan sejahtera secara ekonomi.
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PENUTUP

Kondisi kemiskinan masyarakat nelayan di Pulau Alor dilatarbelakangi oleh adanya pola hidup
yang cenderung konsumtif sehingga tingkat kesadaran untuk menabung relatif rendah. Selain itu,
pengaruhiklimlautjugamempengaruhihasiltangkapannelayanyangberdampak terhadap pendapatan
nelayan. Keterbelakangan teknologi dan pendidikan juga menjadi permasalahan yang menyebabkan
masyarakat nelayan di Pulau Alor masih tergolong miskin. Dengan demikian perlu adanya upaya dari
seluruh pihak untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan tersebut. Seperti melakukan
pemberdayaan sosial terhadap masyarakat nelayan mengenai pola hidup, pemberdayaan pendidikan
dengan melakukan pendekatan yang tepat mengingat pendidikan bukanlah suatu hal yang mudah
untuk dikendalikan, serta beberapa upaya lainnya yang mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi
bagi masyarakat nelayan di Pulau Alor.
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» PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI
PENDEKATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN

| Nengah Putra Winata

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya perikanan yang baik dan berkualitas merupakan hal yang sangat
penting bagi masyarakat pesisir. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan kesejahteraan dan
mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang mereka hadapi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
adalah dengan memfasilitasi masyarakat pesisir untuk memahami dan mengelola sumber daya
perikanan dengan baik melalui pendekatan pengembangan usaha perikanan.

Wilayah pesisir memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan yang besar dan dapat
dijadikan sebagai modal pembangunan Indonesia ke depan. Wilayah pesisir merupakan wilayah
dengan karakteristik budaya dan sosial yang unik. Kondisi dan karakteristik kawasan pesisir ini
menjadi tantangan bagi masyarakat dan pemerintah pusat dan daerah untuk mengelolanya secara
arif sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kawasan pesisir menawarkan sumber daya alam yang
produktif seperti terumbu karang, rumput laut, hutan bakau, perikanan dan cadangan sumber daya
alam. Menurut Kristiyanti (2016), hasil laut dan biota di sekitar pesisir seharusnya merupakan sumber
utama penghidupan masyarakat pesisir. Selain sumber daya tersebut, keindahan alam kawasan pesisir
memiliki nilai ekonomi yang besar, terutama di sektor wisata bahari.

Pengelolaan wilayah pesisir sesuai Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah
provinsi (Pemerintah Indonesia, 2007). Dalam hal ini, pengelolaan wilayah pesisir diserahkan
sepenuhnya kepada daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut. Sesuai dengan UUD
1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur, menggunakan, dan mengurus kekayaan alam
yang ada di daerahnya sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18A Ayat 2 UUD 1945 yang
menyebutkan bahwa hubungan ekonomi, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
lain-lain. Sumber daya diatur dan dilakukan antara pemerintah negara bagian dan daerah secara adil
dan sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya alam
secara hukum dapat berada di tangan daerah sendiri, dan tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya (Hasanah, 2019).

Masyarakat pesisir memiliki hubungan erat dengan lingkungan dan sumber daya alam yang
ada, seperti laut dan pantai. Namun, banyak masyarakat pesisir yang masih mengalami kesulitan dalam
mengelola sumber daya perikanan secara optimal dan berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan
masyarakat pesisir melalui pendekatan pengembangan usaha perikanan menjadi hal yang penting
untuk dilakukan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha perikanan
bertujuan untuk membantu masyarakat pesisir memahami dan mengelola sumber daya perikanan
secara baik dan berkualitas, serta meningkatkan pendapatannya. Dengan pemberdayaan masyarakat
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pesisir melalui pendekatan pengembangan usaha perikanan, diharapkan dapat tercipta suatu
masyarakat pesisir yang mandiri, sejahtera, dan mampu memanfaatkan sumber daya perikanan secara
optimal.

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan salah satu upaya untuk memandirikan
masyarakat melalui optimalisasi potensi kemampuan yang dimiliki dengan memanfaatkan
potensi pesisir di lingkungan masyarakat itu sendiri. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan
dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, diantaranya melihat apakah inovasi yang lebih maju
akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, hubungan dengan budaya lokal serta perlu
dipertimbangkan mekanisme pelaksanaan secara teknis dan sumber pembiayaan pembangunannya
(Selatan, Manoppo & Darwisiti, 2018; Lilian, 2015; Fatmasari, 2014).

Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan usaha kelautan dan
perikanan. Pemberdayaan masyarakat pesisir diharapkan dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan
baik individu, kelompok dan masyarakat luas sehingga mereka dapat membuat pilihan dan membentuk
lingkungan mereka untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk akses untuk bekerja, kegiatan sosial
dan sumber daya lain. Pemberdayaan menekankan otonomi kelompok masyarakat yang menentukan
berdasarkan penerapan aspek demokrasi, partisipasi berbasis tempat karena masyarakat merasa siap
untuk diberdayakan oleh isu-isu lokal.

DEFINISI DAN PRINSIP

Pemberdayaan masyarakat pesisir adalah suatu proses yang bertujuan untuk membantu
masyarakat pesisir dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan membangun kemandirian melalui
pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menekankan pada peran aktif masyarakat dalam proses
pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kontrol atas sumber daya yang ada.
Pemberdayaan masyarakat pesisir memfokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat dan
membantu mereka dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah dan
berkembang secara mandiri.

Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat pesisir meliputi:

1. Partisipasi aktif masyarakat: memastikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk
berperan dalam pembangunan dan mempengaruhi hasil yang diinginkan.

2. Pengembangan kelembagaan masyarakat: membantu masyarakat dalam membentuk organisasi
dan memperkuat kelembagaan yang ada.

3. Pengembangan sumber dayamasyarakat: memfokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat
dan membantu mereka dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

4, Pendekatan yang berkesinambungan: memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir
dilakukan secara berkesinambungan dan memperhitungkan perubahan lingkungan dan
kebutuhan masyarakat.

5. Kerjasamadansinergi: memfokuskan padakerjasamadansinergi antaraberbagai pihak, termasuk

masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, untuk memastikan keberhasilan
pemberdayaan masyarakat pesisir.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

a.Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah
satunya adalah pendekatan pengembangan usaha perikanan. Pendekatan ini memfokuskan pada
peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat pesisir dalam mengelola dan memanfaatkan
sumber daya perikanan secara efektif dan berkelanjutan.

Penerapan pendekatan yang tepat bagi pengembangan usaha perikanan dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat pesisir, seperti peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.
Dalam studi yang dilakukan oleh Rofingatin et. al (2016), ditemukan bahwa penerapan model
kelembagaan di Kabupaten Trenggalek dalam pendekatan pengembangan usaha perikanan dapat
meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi masyarakat pesisir.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir adalah suatu proses yang memfokuskan
pada peningkatan kapasitas masyarakat pesisir untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya
perikanan secara efektif dan berkesinambungan. Berikut beberapa pendekatan pemberdayaan
masyarakat pesisir yang umum dilakukan:

1. Pendekatan Komunitas: Pendekatan ini memfokuskan pada partisipasi aktif masyarakat dalam
pengembangan usaha perikanan melalui pembentukan kelompok nelayan dan peningkatan
kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan.

2. Pendekatan Kelestarian: Pendekatan ini memfokuskan pada pengembangan usaha perikanan
yang berkelanjutan dan memperhitungkan dampak lingkungan dan sumber daya alam.
3. Pendekatan Kelembagaan: Pendekatan ini memfokuskan pada pembentukan dan peningkatan

kelembagaanmasyarakat pesisir sebagaidasaruntuk meningkatkankapasitasdanpengembangan
usaha perikanan.

4, Pendekatan Ekonomi: Pendekatan ini memfokuskan pada peningkatan daya saing dan
pengembangan usaha perikanan melalui akses ke dukungan keuangan, pasar, dan teknologi.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan secara berkesinambungan
dan menyesuaikan dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat pesisir. Pendekatan yang
digunakan harus memperhitungkan konteks dan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada
sehingga dapat membantu masyarakat pesisir dalam memperoleh manfaat secara optimal.

b. Program pemberdayaan masyarakat pesisir

Seperti diketahui, masyarakat pesisir dikenal sebagai kelompok masyarakat yang berdiam di
wilayah pesisir di mana sumber pendapatan sangat bergantung pada pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya alam yang ada di sekitar pesisir dan laut. Secara umum, masyarakat pesisir terbagi atas
nelayan dan pembudidaya sebagai pelaku produksi, pedagang dan pengolah produk perikanan. Di
luar sektor perikanan, masyarakat pesisir dapat juga berprofesi sebagai penyedia jasa pariwisata,
penyedia jasa transportasi dan kelompok masyarakat lain yang memanfaatkan sumberdaya pesisir
untuk mata pencahariannya. Nelayan adalah fenomena sosial dan masih menjadi topik yang sangat
menarik. Masalah yang selalu muncul ketika kita berbicara tentang nelayan adalah mereka hampir
pasti terpinggirkan, miskin dan dieksploitasi oleh penguasa, baik secara finansial maupun politik.
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Rendahnya pengaruh masyarakat pesisir di antara komunitas masyarakat yang lain disebabkan karena
keterbatasan dalam mengelola pengetahuan, perkembangan teknologi, peluang akses permodalan
serta kelembagaan unit usaha. Setidaknya telah diperkenalkan lima cara untuk memberdayakan
masyarakat pesisir. Kelima program tersebut mempertimbangkan pendekatan aspirasi, keinginan,
kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumber daya masyarakat.

1. Pengembangan mata pencaharian alternatif

Pengembangan alternatif mata pencaharian biasanya mempertimbangkan bahwa sumber
daya alam pesisir pada umumnya, dan perikanan tangkap pada khususnya, telah mengalami tekanan
yang cukup parah. Hal ini dibuktikan dengan fenomena banyaknya nelayan yang terkonsentrasi
di perairan tertentu. Bila diperhatikan dengan baik, potensi tangkapan yang ada tidak dapat lagi
dijadikan instrumen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Akibatnya, bila semua
ikan dieksploitasi berlebihan, secara matematis akan berdampak pada nelayan dalam menangkap ikan
dengan jumlah yang cukup.

2. Akses Permodalan

Unsur lain dari upaya pemberdayaan nelayan yaitu dengan mengembangkan kemudahan
sektor permodalan. Upaya ini sangat perlu dilakukan mengingat masyarakat pesisir, terutama nelayan
sangat sulit mengakses permodalan. Hasil tangkapan yang musiman, ketidakpastian dan risiko tinggi
dari perikanan sering menjadi alasan mengapa pihak perbankan menolak membiayai bisnis ini.

3. Akses Terhadap Teknologi

Penerapan teknologi pada masyarakat pesisir masih cukup rendah dan tradisional. Hal ini
yang menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan pada akhirnya pendapatan nelayan pun jadi
lebih rendah. Pemanfaatan teknologi salah satunya adalah untuk meningkatkan penjualan melalui
inovasi teknologi dalam segala aspek mulai dari kegiatan produksi hingga pasca panen dan pemasaran.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap teknologi. Tetapi
tingkat adopsinya masih rendah karena salah satunya sulit mengidentifikasi jenis teknologi apa yang
dibutuhkan masyarakat. Banyak teknologi yang disampaikan ke masyarakat tidak dapat dimanfaatkan
secara maksimal sehingga tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Pada gambar di bawah merupakan salah satu kegiatan introduksi teknologi kepada masyarakat pesisir.

=

Al

Gambar 1. Kegiatan pelatihan budidaya untuk masyarakat pesisir
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4. Akses Terhadap Pasar

Pasar adalah kunci keberhasilan kegiatan usaha. Akan tetapi pasar juga menjadi salah satu kendala
terbesar perkembangan suatu usaha. Permasalahan pasar termasuk stagnasi perluasan pasar
menyebabkan perkembangan usaha terhambat yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan. Oleh
karena itu, mengembangkan pasar merupakan salah satu cara mempercepat pertumbuhan usaha
bisnis. Tanpa adanya pasar, pengembangan usaha akan sangat sulit. Salah satu cara pengembangan
akses pasar adalah dengan mendekatkan kawasan pesisir dengan lembaga atau entitas bisnis yang
bergerak di bidang produksi dan perdagangan produk kelautan dan perikanan. Nantinya, entitas
tersebut memberdayakan masyarakat dengan membuka akses pasar untuk menampung produk dan
barang hasil produksi masyarakat di kawasan pesisir. Mekanisme kerjasama yang dilakukan antara
masyarakat pesisir dan entitas tersebut dapat berupa kontrak penjualan produk menggunakan
lembaga berbadan hukum misalnya koperasi. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini, masyarakat
pesisir memperoleh jaminan pasar dan harga serta dapat melatih masyarakat terutama tentang
kualitas produk.

5. Pengembangan kegiatan bersama

Salah satu aktivitas pengembangan aksi bersama bisa dikategorikan sebagai pengembangan usaha
kelompok atau koperasi. Istilah aksi kolektif yang digunakan di sini, yaitu membuka peluang bagi
masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok pilihan mereka sendiri, bukan sekedar koperasi
atau usaha patungan.

» MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
MELALUI KELEMBAGAAN

Model pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kelembagaan merupakan suatu pendekatan
pemberdayaan yang memfokuskan pada pembentukan dan peningkatan kelembagaan masyarakat
pesisir sebagai dasar untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan usaha perikanan. Menurut lin
Indarti (2013), pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan penguatan kelembagaan yang bisa
dibentuk melalui koperasi. Dengan melalui kelembagaan maka adanyakerjasamayangdibentuk antara
nelayan menjadi lebih kuat dan bisa memperoleh nilai ekonomis yang lebih besar dibandingkan jika
bekerja secara sendiri. Model ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan
usaha perikanan dan peningkatan kelembagaan melalui berbagai aktivitas seperti:

1. Pembentukan kelompok nelayan: Kelompok nelayan dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat
dalam memulai dan mengembangkan usaha perikanan, mempermudah akses ke sumber daya
dan teknologi, dan membantu dalam pemasaran hasil perikanan.

2. Pelatihan dan pendidikan: Pelatihan dan pendidikan diberikan untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha perikanan, termasuk dalam hal
teknologi, manajemen usaha, dan pemasaran.

3. Penyediaan dukungan keuangan: Kelembagaan juga dapat membantu masyarakat dalam
mendapatkan dukungan keuangan untuk memulai dan mengembangkan usaha perikanan,
seperti melalui program kredit usaha.

4, Penyediaan akses pasar: Kelembagaan juga dapat membantu masyarakat dalam memperoleh

akses pasar untuk produk perikanan mereka melalui jaringan distribusi dan promosi produk.
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Model pemberdayaan masyarakat pesisir melalui kelembagaan ini membantu masyarakat
dalam memiliki kendali atas sumber daya perikanan mereka dan memastikan bahwa pengembangan
usaha perikanan berlangsung secara berkesinambungan dan memperhitungkan kebutuhan dan
perubahan lingkungan.

Salah satu contoh pengembangan model dalam bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berupa
bantuan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran komoditas perikanan. Menurut Qodriyatun
(2013), memberdayakan komunitas atau masyarakat sesuai kebutuhan yang diinginkan, akan secara
signifikan membawa perubahan dalam masyarakat tersebut. Salah satu contoh pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan yaitu program bantuan prasarana untuk nelayan oleh Pemerintah Kota
Batam. Program yang dilakukan yaitu program Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
dan Budidaya, Program Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil
Perikanan, program bantuan biaya pendidikan dan penyediaan sarana transportasi publik untuk anak-
anak di kawasan pesisir, dan program COREMAP. Bahkan, pemberdayaan masyarakat dari kalangan
swasta melalui CSR, seperti program pendidikan, bantuan genset, pompa air, dan kebutuhan sembako.
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Gambar 2. Para pelajar di SMAN 10 Kota Batam mendapatkan materi pengenalan terumbu karang dalam mata pelajaran
Geografidari Program COREMAP (Sumber: Mongabay)

Meskipun demikian, tidak semua program pemberdayaan masyarakat berhasil
memberdayakan masyarakat pesisir Batam. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan
dalam bentuk bantuan modal, tanpa disertai dengan pengamanan akses masyarakat terhadap
sumber daya alam sering mengalami kegagalan. Pemberdayaan masyarakat semacam ini menjadi
kurang mengena untuk memberdayakan masyarakat di kawasan pesisir. Ketergantungan yang tinggi
masyarakat pesisir terhadap sumberdaya alam harus dipertimbangkan sebagai salah satu bagian dari
kebutuhan mereka untuk maju.
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MANFAAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan pengembangan usaha perikanan memiliki
banyak manfaat bagi masyarakat pesisir, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan
sebagai berikut:

1

Peningkatan pendapatan: Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui usaha perikanan membantu
mereka memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan meningkat. Hal ini dapat dicapai melalui
peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat.
Peningkatan kapasitas dan keterampilan: Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui usaha
perikanan membantu mereka memperoleh keterampilan dan meningkatkan kapasitas dalam
bidang perikanan. Masyarakat akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam hal
teknik bertani, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan.

Peningkatan kualitas hidup: Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui usaha perikanan
membantu mereka memperbaiki kualitas hidup mereka melalui peningkatan pendapatan dan
kapasitas yang mereka miliki. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memiliki
gaya hidup yang lebih baik (Jaini & Afif, 2020).

Perlindungan sumber daya alam: Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui usaha perikanan
membantu mereka mengelola sumber dayaalam secara bijaksana dan berkelanjutan. Masyarakat
akan lebih peduli terhadap konservasi sumber daya alam dan memahami bahwa sumber daya
alam adalah aset berharga bagi mereka dan generasi mendatang (Mudin, et al., 2019).
Peningkatan Kemandirian: Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan
pengembangan usaha perikanan membantu masyarakat memperoleh keterampilan dan
kapasitas untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan secara mandiri, sehingga
membantu memperkuat kemandirian masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan pengembangan

usaha perikanan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pesisir
serta memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk generasi yang akan datang.
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PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan pengembangan usaha perikanan
merupakan upaya untuk membantu masyarakat pesisir dalam memperbaiki kondisi hidup dan
ekonomi mereka. Pendekatan ini melibatkan peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat,
serta memberikan akses dan peluang untuk mengembangkan usaha perikanan. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat pesisir. Ada lima pendekatan yang
terbukti dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir yaitu pengembangan
alternatif mata pencaharian masyarakat, pembukaan akses permodalan, kemudahan akses teknologi,
perluasan pasar dan yang terakhir pengembangan usaha bersama seperti koperasi. Pemberdayaan
masyarakat pesisir diharapkan dapat mendorong terpenuhinya kebutuhan baik individu, kelompok
dan masyarakat luas sehingga mereka dapat membuat pilihan dan membentuk lingkungan mereka
untuk memenuhi keinginan mereka, termasuk akses untuk bekerja, kegiatan sosial dan sumber daya
lain.

Pemberdayaan masyarakat pesisir akan optimal bila pendekatan yang dilakukan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

1 Perlunya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan
lembaga swadaya masyarakat.

2. Perlu adanya peningkatan akses terhadap sumber daya dan teknologi perikanan yang berkualitas
dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir.

3. Perlu adanya pendampingan dan pelatihan yang terus menerus bagi masyarakat pesisir dalam hal
manajemen usaha perikanan dan bisnis.

4, Dibutuhkan adanya peningkatan akses pasar dan jaringan distribusi bagi hasil perikanan yang
dijual oleh masyarakat pesisir.

5. Perlu diterapkan model kelembagaan yang kuat dan berkesinambungan untuk memastikan

bahwa hasil dari pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan pengembangan usaha
perikanan dapat terus berlanjut dan berkembang.

Dengan melakukan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan pendekatan pemberdayaan
masyarakat pesisir melalui pendekatan pengembangan usaha perikanan dapat lebih efektif dan
membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
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» PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR MELALUI PERAN
MASYARAKAT SIPIL

Wahyu Indra Sakti

PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia memiliki 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer.
Luas permukaan laut adalah 3,1 juta km2. Kekhasan wilayah ini menjadikan Indonesia sebagai negara
yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan laut yang sangat besar. Wilayah pesisir didefinisikan
sebagai daerah pertemuan atau peralihan antara daratan dan lautan, yang secara fisik, sosial, dan
ekonomi saling mempengaruhi dan mempengaruhi. Peranan pesisir sebagai penggerak pembangunan
ekonomi nasional, regional dan lokal diharapkan semakin meningkat dari waktu ke waktu (Subagiyo
et al., 2017). Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir tidak hanya terbatas pada minyak, gas bumi,
mineral dan sumberdaya alam lainnya yang masuk dalam kategori unexploitable resources, tetapi juga
potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan, seperti perikanan laut, mangrove, terumbu karang,
laut. rumput, algae, dan bahan bioaktif. Selain itu juga tersedia energi laut dan jasa lingkungan seperti
alat transportasi dan komunikasi, pengaturan iklim, keindahan alam, dan lain-lain. Semua ekosistem
dan sumber daya ini dapat menjadi aset ekonomi, ekologi, pendidikan dan penelitian, serta pertahanan
dan keamanan nasional. Seiring dengan pemanfaatan potensi dan pertumbuhan penduduk tersebut,
maka tekanan terhadap lingkungan pesisir tidak dapat dihindarkan dan menjadikan pesisir rentan
terhadap kerusakan (Harahap, 2015).

Pekerjaan pengelolaan ekologi diperlukan untuk menjaga kelestarian dan kemanfaatan
sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir di masa depan. Pada tahun 2007, pemerintah
mengeluarkan UU No. 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian
diubah dan diatur dengan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi kepulauan. Pemerintah daerah
dalam hal pengelolaan ruang wilayah pesisir dan lautan juga sejalan dengan penerapan dari otonomi
daerah setempat (Dahuri, 2001). Pengelolaan pesisir tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi
masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan melestarikan kawasan
pesisir secara lestari. Peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan
Pengaruh Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR OLEH
MASYARAKAT

Masyarakat memilikihak dantanggungjawab untuk berpartisipasidalam mengatasitantangan
lingkungan, dan mereka berusaha untuk meningkatkan kualitas kebijakan lingkungan pemerintah
sehingga manfaatnya dirasakan di masyarakat. Masyarakat dipandang rentan terhadap dampak
kerusakan lingkungan, sehingga keterlibatan mereka dipandang sebagai bagian penting dari proses
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pembangunan. Di Indonesia, prinsip pembangunan inklusif merupakan salah satu prinsip pengelolaan
lingkungan hidup. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup No. 32 Tahun 2009 (UPPLH), Pasal 2 Ayat k. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Setiap warga
negara didorong untuk berperan aktif, langsung dan tidak langsung, dalam pengambilan keputusan
dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” sehingga masyarakat memiliki hak
dan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Pesisir pasal 62 ayat (1) mengakui hak,
kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan lingkungan
pesisir yang melibatkan peran serta masyarakat biasa disebut sebagai Pengelolaan Berbasis
Masyarakat (PBM). PBM tersebut merupakan suatu sistem pengelolaan sumber daya terpadu yang
menggunakan pendekatan dari bawah (bottom up approach) yakni berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam melakukan perumusan dan perencanaan agar pelaksanaannya dapat berguna bagi kepentingan
masyarakat. Masyarakat memiliki wewenang, kesempatan untuk mengelola sumber dayanya, dan
tanggung jawab untuk dapat mengambil keputusan yang dapat menjadi penentu dan berpengaruh
terhadap kesejahteraan hidup mereka. Pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat telah diatur
dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Semula pengelolaan lingkungan pesisir bersifat vertikal, artinya seluruh kegiatan pengelolaan
lingkungan pesisir baik dari pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pemantauan dilakukan oleh negara tanpa melibatkan masyarakat. Hal tersebut harus diubah karena
keadaan lingkungan pesisir sudah sangat dikenal oleh masyarakat pesisir itu sendiri. Model strategi
yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses
pembangunan, termasuk program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup, dikenal denganistilah co-management. Dalam konsep co-management, masyarakat lokal bersama
dengan negara dan pemangku kepentingan lainnya merupakan mitra penting dalam pengelolaan
sumber daya alam di daerah (Fabianto & Berhitu, 2014).

Potensi yang terdapat di lingkungan pesisir perlu diidentifikasi secara detail oleh
masyarakat agar pengembangan dan pengelolaannya dapat dilakukan secara maksimal (Efendy,
2009). Pembangunan berbasis pelestarian lingkungan menjadi perhatian penting untuk melandasi
pengelolaan wilayah pesisir (Trinanda, 2017). Peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan
mengelola wilayah pesisir telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
40 dalam pasal 4, dimana masyarakat berperan dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan. Tahap perencanaan, masyarakat berperan dalam menggali potensi wilayah pesisir dan
memberi usulan kepada pihak terkait mengenai pengelolaan wilayah pesisir tanpa mengabaikan
kearifan lokal (Zamani & Darmawan, 2000). Tahap selanjutnya yakni pelaksanaan, masyarakat
berperan dalam mengelola sumber daya pesisir, menjaga, dan memelihara fungsi lingkungan hidup
di lingkungan pesisir, serta melakukan pemantauan dan memberikan informasi terkait pelaksanaan
pemanfaatan wilayah pesisir.

Hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan lingkungan pesisir berbasis masyarakat
adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan dapat diimplementasikan dengan berbagai
cara, misalnya penyuluhan, pelatihan, pendidikan, permodalan, akses teknologi dan informasi, akses
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pemasaran dan kerjasama dengan pihak lain, serta bantuan sarana dan prasarana (Mardikanto &
Soebianto, 2017). Dalam hal ini, dukungan negara diperlukan. Selain itu, kearifan lokal juga menjadi
hal yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan pengelolaan masyarakat pesisir (Jabalnur, 2013).
Kearifan lokal dipahami sebagai tradisi dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat dan diwariskan
secara turun-temurun dan sangat efektif dalam menjaga dan mengelola wilayah pesisir (Utina, 2012).

Berdasarkan penelitian Dewi,(2018), penerapan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat
telah dilakukan di beberapa daerah di Bali. Masyarakat Desa Kedonganan contohnya, dengan
dukungan dari Pemerintah Kabupaten Badung pada tahun 2007, dimulai penataan dan pengelolaan
pasir pantai seluas 1.258 meter sebagai tujuan wisata kuliner. Keterlibatan masyarakat terlihat
dalam upaya melibatkan masyarakat sekitar pantai secara langsung dalam pengelolaan wisata kuliner
ini. Kepemimpinan ini juga tidak terlepas dari falsafah yang berkembang dalam masyarakat desa
Kedonganan yaitu Tri Hita Karana sebagai nilai kearifan lokal, sehingga hubungan antara masyarakat
dengan wisatawan, hubungan masyarakat dengan lingkungan, maupun hubungan masyarakat dengan
Tuhannya dapat tetap berjalan harmonis. Melalui kajian yang sama, warga Desa Kutuh di Kabupaten
Badung, Bali juga mulai mengembangkan peluang pesisir yang ada, salah satunya ekowisata.
Pengembangan ekowisata yang dilakukan melalui pengembangan dan budidaya spesies karang laut
dikembangkan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintah setempat.

Gambar 1. Suasanawisata kuliner Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali di malam hari
(Sumber: anekatempatwisata.com)

Penerapan pengelolaan pesisir berbasis masyarakat juga diterapkan di daerah Teluk Ambon
Dalam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hiariey dan Romeon (2013), peran sebagian
masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan konservasi Teluk Ambon Dalam berada pada tingkat
rendah. Penilaian tersebut didasarkan pada peran masyarakat setempat yang hanya melakukan
satu tahap saja yakni tahap implementasi, sedangkan pada tingkat selanjutnya atau tingkat sedang
yakni tahapan implementasi dan pemantauan, partisipasi masyarakat tergolong rendah. Peran serta
masyarakat dalam tahapan pengelolaan lingkungan pesisir akan mempengaruhi keberhasilan dalam
pembangunan lingkungan pesisir. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan beberapa faktor yang
dapat mendekatkan kelompok tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir
adalah persepsi masyarakat, pendidikan, pendapatan, dan umur.
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Pada tahun 2008, satuan tugas pengelolaan kelautan dan perikanan dibentuk di Aceh dengan
tujuan membangun jaringan pengelolaan kelautan yang komprehensif berdasarkan perlindungan
keanekaragaman hayati dan menggabungkan partisipasi dan upaya masyarakat. Panglima Laut
juga terlibat dalam penguatan peran masyarakat dalam proses pembangunan pesisir. Namun dalam
praktiknya, program tersebut membutuhkan penilaian yang lebih menyeluruh tentang peran lembaga
adat ini seiring dengan berkembangnya peran mereka di masyarakat nelayan Aceh (Safrina, 2015).
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PENUTUP

Pesisir merupakan daerah yang memiliki beragam potensi dan manfaat bagi kehidupan.
Namun pesisir juga rentan terhadap tekanan lingkungan sehingga dapat terjadi kerusakan. Karena hal
tersebut mengelolalingkungan pesisir menjadi hal yang harus dilakukan, bukan hanyaoleh pemerintah,
tetapi diperlukan dukungan dan kontribusi dari masyarakat sipil. Pengelolaan dengan melibatkan
masyarakat dikarenakan masyarakat adalah kelompok yang paling mengetahui karakter dan potensi
daripesisir itu sendiri, selain itu jika terjadi kerusakan pada daerah pesisir makayang paling terdampak
adalah masyarakat di sekitar pesisir tersebut. Masyarakat diberi wewenang, tanggung jawab dan
kesempatan untuk mengelolalingkungan pesisir sehingga mereka dapat mengambil keputusan sendiri,
karena keputusan tersebut dapat menentukan dan mempengaruhi kehidupan mereka selanjutnya.
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» PARTISIPASI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP
KETAHANAN PASCA BENCANA ALAM

Hendra Wirawan

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara yang memiliki sumberdaya pesisir yang
melimpah. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai, membuatnya
memiliki potensi untuk berkembang dalam bidang pariwisata pantai, pertanian laut, dan perikanan.
Sumberdaya mineral dan gas alam juga terdapat dalam laut Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan
sumberdaya pesisir Indonesiamemiliki potensi untuk memberikan kontribusibesar bagi pembangunan
ekonomi negara (Firdaus & Rahadian, 2018)

Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara yang memiliki sumberdaya pesisir yang
melimpah. Sumberdayainitermasuk laut, pantai,dan hutan mangrove yang merupakan habitat penting
bagi banyak spesies hidup. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti
pariwisata, perikanan, dan pertambangan. Namun, penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan
sumberdaya pesisir dilakukan dengan bijak dan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan
lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Ketahanan pasca bencana dapat membantu mencegah kerusakan yang lebih besar pada
properti dan infrastruktur setelah terjadinya bencana alam. Dengan adanya ketahanan pasca
bencana, dapat mempercepat proses pemulihan dan membantu masyarakat untuk kembali hidup
normal setelah terjadinya bencana alam. Ketahanan pasca bencana dapat meningkatkan keselamatan
masyarakat selama dan setelah terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat memiliki dampak yang
besar pada ekonomi, dan dengan adanya ketahanan pasca bencana, dapat membantu mengurangi
dampak ekonomi tersebut. Dengan demikian, ketahanan pasca bencana sangat penting bagi desa
pesisir agar mereka dapat lebih siap dan terlindungi saat bencana alam terjadi.

PARTISIPASI AKTIF DALAM PERENCANAAN DAN
PEMULIHAN PASCABENCANA

Perspektif terbaru tentang ketahanan masyarakat pesisir dapat diringkas menjadi tiga
pandangan utama berupa aspek umum dalam semua perspektif yaitu kemampuan untuk menahandan
merespons secara positif terhadap stres atau perubahan (Adger, 2000; Folke 2006; Maguire & Hagan,
2007): Ketahanan masyarakat pesisir yang dimaksud adalah ketahanan sebagai stabilitas, ketahanan
sebagai pemulihan dan ketahanan sebagai transformasi. Komunitas yang tangguh dapat menjadi
pengalaman bencana untuk berkembang dan menemukan cara hidup baru yang mampu merespon
dengan kreatif dan bertransformasi adaptif setiap perubahan eksternal.

Pengelolaan Sumber Daya 119
Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan l




Partisipasi aktif dalam perencanaan dan pemulihan pasca bencana melibatkan aktifnya peran
masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi pemulihan setelah bencana. Ini termasuk
mengikuti diskusi dan konsultasi, memberikan masukan dan pendapat, dan bekerja sama dengan pihak
berwenang dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan prioritas masyarakat
terakomodasi dalam rencana pemulihan. Partisipasi aktif juga dapat melibatkan masyarakat dalam
pelaksanaan proyek pemulihan secara langsung, seperti melalui program kerja bersama atau kegiatan
partisipatif lainnya.

Pemulihan pasca bencana yang terjadi di daerah pesisir dilakukan bukan hanya dalam
bentuk perbaikan lingkungan yang terdampak, pemulihan juga dilakukan terhadap sosial ekonomi
masyarakat yang terdampak. Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Adisty
(2016) di daerah pesisir Kuta Selatan, Bali. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa Resilience
Index ketahanan bidang pemulihan setelah bencana berada pada angka 3,78. Nilai tersebut tergolong
tinggi karena masyarakat di pesisir Kuta Selatan secara luas memiliki mata pencaharian yang beragam,
selain bergerak di bidang perikanan dan nelayan, beberapa masyarakat juga bergerak dalam bidang
pertanian, perkebunan, perdagangan maupun pariwisata. Jika terjadi bencana di pesisir Kuta Selatan,
maka tindakan pemulihan pasca bencana yang dilakukan di daerah tersebut di bidang sosial ekonomi
dilakukan dengan cara mengalihkan masyarakat pesisir yang kehilangan mata pencaharian ke bidang
lain hingga keadaan kembali pulih ke sedia kala. Untuk mengatasinya, penting untuk melaksanakan
pelatihan keterampilan secara dini dan berkesinambungan. Tentunya peran dan keterlibatan
masyarakat sangat diperlukan agar tujuan pelatihan keterampilan dapat tercapai.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Puri (2016) di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.
Dari kajian tersebut diketahui bahwa unsur ketahanan wilayah pada kawasan pemulihan pasca
bencana masih di atas standar dengan nilai Indeks Ketahanan 3,17. Nilai yang tinggi ini juga karena
heterogenitas mata pencaharian penduduk Aceh Singkil sebelum terjadinya bencana alam secara
global. Kotamadya memiliki sektor subsisten yang bergerak di bidang pertanian (perkebunan dan
perkebunan), perdagangan, perikanan (nelayan dan penjual ikan) dan pariwisata. Jadi ketika tsunami
melanda, tidak semua orang kehilangan mata pencaharian dan sumber keuangan. Orang cenderung
pindah ke daerah lain untuk memenuhi kebutuhan sampai keadaan stabil. Selain itu, masyarakat di
Aceh Singkil masih sangat mengenal satu sama lain dalam bidang sosial, sehingga sangat membantu
untuk pulih dari bencana, baik secara materi maupun psikis.

Di Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Nusa Tenggara Barat juga dilakukan pemulihan
lingkungan pasca bencana alam (Hadi et al., 2022). Desa Seriwe telah mengalami banyak perubahan
dalam beberapa tahun terakhir karena erosi pantai. Ini merupakan ancaman serius bagi pesisir desa
Seriwe. Bencana selalu menimbulkan banyak kerugian, terkadang tidak hanya kerugian materi,
tetapi juga nyawa manusia, karena masyarakat tidak waspada dan siap menghadapi bahaya. Bencana
konsumsi menyebar dengan peningkatan kejadian cuaca ekstrim dan kenaikan muka air laut yang
disebabkan oleh iklim permukaan, yang berdampak pada degradasi mangrove pesisir. Oleh karenaiitu,
perlu dilakukan restorasi terkait dengan perbaikan kawasan, salah satunya adalah penghijauan hutan
mangrove. Masyarakat diikutsertakan dalam upaya tersebut agar dapat memberikan dampak positif
secara langsung, yaitu komitmen berkelanjutan mereka terhadap pengelolaan mangrove secara
lestari.
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Gambar 1. Penanaman bibit mangrove Rhizophora sp. di Kecamatan Jerowawu untuk mencegah abrasi dan bentuk kerusakan
pantailainnya (Sumber: Walhi NTB, 2022)

PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK MENCEGAH
DAN MENGATASI BENCANA ALAM

Dalam konteks adaptasi bencana, keterpaparan mengacu pada besaran dan besaran dampak
bencanayang telah terjadi, sensitivitas adalah tingkat respons suatu sistem ketika mengalami dampak
bencana, dan kapasitas adaptif adalah tingkat suatu sistem apabila terjadi bencana dan mampu
mengatasi dampak negatif bencana. Menurut Brand dan Jax (2007), resiliensi atau ketangguhan atau
adaptabilitas dipahami sebagai kesetimbangan dinamis (equilibrium) dan didefinisikan sebagai waktu
yang diperlukan suatu sistem untuk kembali ke keseimbangan setelah peristiwa yang mengganggu.
Mengkaiji resiliensi suatu sistem atau kelompok sebagai langkah strategis untuk mengurangi dampak
bencana, menyiapkan sistem untuk menghadapi gangguan, dan menyiapkan pola adaptif apa yang
perlu diterapkan, membutuhkan ukuran resiliensi (Burton, 2014).
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Kemampuan atau kapasitas suatu kelompok atau komunitas untuk mengantisipasi,
mempersiapkan diri, merespon, dan cepat pulih dari dampak bencana merupakan definisi ketahanan
bencana (Mayunga, 2007). Menurut Twigg dalam Shalih (2020), tingkat ketahanan masyarakat
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dimensi sosial-budaya dan ekonomi. Minimnya pengetahuan masyarakat akan lingkungan
yang merupakan bagian dari pengetahuan lokal akan mengurangi kemandirian dan ketahanan
masyarakat. Selain itu, masyarakat yang mendapat bantuan pemulihan dari orang lain cenderung
memiliki jaringan pribadi yang lebih kuat, dan tingkat modal sosial yang lebih tinggi mengalami
proses pemulihan yang lebih cepat. Kemampuan masyarakat untuk kembali pada mata
pencaharian, kesejahteraan individu, akses ke sumber mata pencaharian, dan ketahanan sosial-
fisik masyarakat juga turut mempengaruhi tingkat ketahanan bencana.

2. Dimensi fisik-lingkungan. Dalam konteks ini, ketersediaan tempat evakuasi sementara (shelter)
dan jalur evakuasi, serta rambu atau tanda peringatan pengurangan resiko bencana dinilai dapat
mempengaruhi tingkat ketahanan masyarakat.

3. Dimensi institusi. Dapat berupa kajian tentang stakeholder yang berperan pada saat tanggap
darurat dan pascabencana, kebijakan bantuan pada saat fase tanggap darurat dan pasca bencana,
serta ketimpangan institusi dalam pemberian bantuan

Setelah terjadi bencana, tindakan penanggulangan bencana harus diatur dengan fokus pada
faktor-faktor yang dapat memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak
bencana. Ini juga disebut manajemen pemulihan. Manajemen pemulihan memiliki beberapa fase:
rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik pada tingkat yang sesuai di wilayah pascabencana, dengan sasaran utama normalisasi.
Pemulihan mengacu pada pemulihan semua kelembagaan dan infrastruktur di wilayah pascabencana,
dengan tujuan utama untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya,
menjaga ketertiban, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan sosial
ketika akan membangun sistem kembali.

Upaya pemulihan bencana juga membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk keberhasilan
upaya penanggulangan bencana. Khusus di Indonesia, peran masyarakat dalam penanggulangan
bencanatertuangdalam Peraturan Direktur BNPB No. November 2014 tentang Pelibatan Masyarakat
dalam Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No. 11/2014). Peraturan ini diamanatkan pasal 26 UU
Perlindungan Sipil No. 24 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menekankan bahwa isu bencana
merupakan isu lintas sektoral dan oleh karena itu berbagai aktor perlu berperan. Tujuan Perka BNPB
No. 11 Tahun 2014 adalah untuk membantu memperkuat kegiatan penanggulangan bencana dan
kegiatan bantuan lainnya secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP ADAPTASI TERHADAP
RISIKO BENCANA ALAM

Menurut UNDP, (2016), Gardiner et al., (2022) dan IFRC, (2017), adaptasi terhadap risiko
bencana sangat penting bagi masyarakat pesisir karena dapat menurunkan risiko dan meminimalisir
kerugian karena masyarakat lebih siap untuk menghadapi kondisi tersebut. Kesiapsiagaan masyarakat
dapat memperkuat ketahanan dan keberlangsungan hidup masyarakat sehingga akan meningkatkan
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kualitas hidup mereka seperti memperluas akses mereka terhadap sumberdaya alam dan pendapatan.
Selain itu, adaptasi membantu masyarakat pesisir untuk mempertahankan lingkungan dan mencegah
terjadinya migrasi dan menjadi pengungsi ketika terjadi bencana.

Beberapa prinsip-prinsip adaptasi terhadap risiko bencana alam dapat diterapkan oleh
masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari (UNDP, 2016; Gardiner et al., (2022); IFRC (2017),
yang terdiri sebagai berikut :

1. Diversifikasi sumber pendapatan - Masyarakat pesisir dapat meningkatkan diversifikasi sumber
pendapatan mereka, seperti memperluas usaha perikanan, pertanian, dan pariwisata yang tahan
bencana.

2. Manajemen sumber daya alam - Masyarakat pesisir harus mengelola sumber daya alam dengan
baik, seperti mempertahankan hutan pantai dan melindungi ekosistemn mangrove.

3. Infrastruktur tahan bencana - Masyarakat pesisir harus memastikan bahwa bangunan dan

infrastruktur mereka memenuhi standar tahan bencana.

4, Pendidikan dan sensitisasi - Masyarakat pesisir harus dilatih dan diberikan pendidikan tentang
risiko bencana dan bagaimana mengatasi situasi tersebut.

5. Kerjasama dan partisipasi aktif - Masyarakat pesisir harus bekerjasama dan terlibat aktif dalam
upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Gambar 2. Rumah warga tenggelam akibat banjir rob di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
(Sumber: Tempo, 2021)

Peran masyarakat khususnya di daerah pesisir pasca terjadinya bencana alam telah dilakukan
di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Asrofi & Hadmoko, 2017).
Bencana yang kerap terjadi di daerah tersebut adalah banjir rob, hal tersebut semakin parah dengan
ditandai bertambahnya luas daerah yang tergenang dan tinggi genangan yang semakin bertambah.
Hal tersebut lantas membawa banyak kerugian bagi masyarakat sekitar, tidak hanya kerugian fisik
dan infrastruktur, kerugian juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Masyarakat kemudian membentuk strategi untuk beradaptasi dengan kejadian tersebut. Pertama

dilakukan strategi adaptasi secara fisik, masyarakat Desa Bedono umumnya melakukan modifikasi
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dan renovasi rumah, mengamankan perabotan rumah tangga, memperbaiki jalan lingkungan, dan
memperbaiki saluran drainase lingkungan. Strategi kedua yakni peralihan profesi dari petambak
menjadi penjaja makanan untuk para wisatawan dilakukan karena kondisi tambak yang terdampak
akibat banjir rob sudah tidak bisa lagi digunakan oleh masyarakat. Strategi ketiga yakni adaptasi yang
terlihat pada bentuk proses kegiatan belajar mengajar, kesehatan, hajatan, dan pemakaman.

PENDIDIKAN DAN SENSITISASI MASYARAKAT
TENTANG RISIKO BENCANA DAN MITIGASINYA

Menurut IFRC (2018), UNISDR (2018), Grimaz dan Malisan (2019), pentingnya pendidikan
dan sensitisasi masyarakat terhadap risiko bencana dan mitigasinya karena dapat meningkatkan
kesiapsiagaan yang dapat membantu mereka menjadi lebih siap dan terbiasa mengatasi situasi
bencana.Pendidikandansensitisasidapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentangrisikobencana
dan bagaimana mengatasinya, sehingga mereka lebih mampu mempersiapkan diri. Meningkatnya
kesiapsiagaan dan kesadaran akan membantu mencegah kehilangan nyawa dan meminimalisir
kerusakan lingkungan dan properti ketika terjadi bencana. Ketika pendidikan sensitisasi masyarakat
meningkat dapat meningkatkan kerjasama dengan semua pihak seperti pemerintah, masyarakat dan
swasta untuk mengatasi bencana

Bentuk kegiatan pendidikan dan sensitisasi masyarakat terkait risiko bencana dan mitigasinya
adalah pelatihan dan simulasi bencana, kampanye sensitisasi, pendidikan formal, informasi melalui
media, pameran dan demonstrasi, kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Peningkatan kapasitas masyarakat memberikan pemahaman dan peningkatan kesiapsiagaan
sehingga mampu mengetahui risiko bencana dan dapat mengambil tindakan pencegahan yang
dapat diambil. Pendidikan tidak hanya di jalur non formal tetapi ada di jalur formal yang diberikan di
sekolah dan universitas. Media informasi seperti media massa, televisi, radio dan media sosial mampu
menyebarluaskan informasi terkait risiko bencana alam dan mitigasi serta pameran dan demonstrasi
mampu menunjukkan peralatan dan teknis untuk mengatasi bencana (UNDRR, 2018; UNESCO,
2019).

IFRC (2018) dan Hallegatte et al., (2019) menyebutkan beberapa kriteria yang dapat membentuk
ketahanan masyarakat di wilayah pesisir, yaitu:

1 Infrastruktur - Infrastruktur yang kuat dan tahan terhadap bencana seperti bangunan, jalan, dan
jembatan dapat membantu memastikan keselamatan masyarakat saat terjadi bencana.

2. Sistem pemantauan dan peringatan dini - Sistem pemantauan dan peringatan dini dapat
membantu masyarakat mempersiapkan diri dan mengambil tindakan yang tepat saat bencana
terjadi.

3. Pendidikan dan sensitisasi - Pendidikan dan sensitisasi tentang risiko bencana dan tindakan
pencegahan dapat membantu masyarakat lebih siap mengatasi bencana.

4, Kemampuan ekonomi - Kemampuan ekonomi masyarakat memungkinkan mereka untuk
membeli perlengkapan dan mempersiapkan diri secara lebih baik saat terjadi bencana.

5. Kerjasama dan jaringan - Kerjasama dan jaringan dengan pemerintah, organisasi, dan sektor

swasta dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil saat terjadi bencana.
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PENUTUP

Partisipasi masyarakat pesisir terhadap ketahanan bencana alam memegang peran yang
sangat penting dan kritikal. Mereka harus mempersiapkan diri dan memastikan keberlangsungan
hidup mereka terhadap ancaman bencana alam seperti banjir, longsor, dan badai. Masyarakat
pesisir dapat meningkatkan ketahanan bencana alam dengan menerapkan prinsip-prinsip adaptasi,
seperti diversifikasi sumber pendapatan, manajemen sumber daya alam, infrastruktur tahan
bencana, pendidikan dan sensitisasi, serta kerjasama dan partisipasi aktif. Dengan melakukan
adaptasi, masyarakat pesisir dapat meminimalisir risiko bencana dan memastikan keselamatan dan
keberlangsungan hidup mereka.

Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat pesisir sangat penting dalam upaya pencegahan
dan pengurangan risiko bencana. Mereka dapat berbagi informasi dan membangun kerjasama dengan
pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, untuk memastikan
bahwa upaya adaptasi bencana alam dilakukan secara efektif dan berkesinambungan. Dalam hal ini,
penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan dukungan dan memfasilitasi
partisipasi masyarakat pesisir dalam upaya adaptasi terhadap bencana alam. Ini akan memastikan
bahwa masyarakat pesisir memiliki kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi
risiko bencana dan memastikan keberlangsungan hidup mereka. Secara keseluruhan, peran aktif
dan partisipasi masyarakat pesisir sangat penting dalam memastikan ketahanan bencana alam bagi
wilayah pesisir.
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» PERAN BUDAYA MARITIM MASYARAKAT PULAU
TERLUAR DI INDONESIA TERHADAP SEMANGAT BELA
NEGARA

Donny Ermawan Taufanto

PENDAHULUAN

Pertahanan tidak terlepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan negara. Perjuangan
para pejuang awal dan kisah-kisah kepahlawanan menunjukkan bagaimana nenek moyang bangsa
merdeka melalui konsep perang rakyat dan berjuang secara fisik pada saat itu. Konsep pertahanan
mengalami pergeseran fungsi dan kepentingannya dalam proses mencapai kemerdekaan jaman
dahulu dan penerapannya di era modern ini. Bela negara adalah misi seluruh rakyat Indonesia, bukan
hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kewajiban melindungi bangsa dipenuhi oleh seluruh rakyat
Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Wawasan
Kepulauan, dan Ketahanan Bangsa. Keempat hal tersebut merupakan paradigma sikap masyarakat
Indonesia secara nasional terhadap permasalahan negara yang berbeda-beda.

Peningkatan kesadaran melindungi negara adalah kebutuhan yang mendasar. Hal tersebut
disebabkan kesadaran melindungi negara oleh masyarakatnya akan mampu melindungi negara dari
ancamanyang mempengaruhi kehidupan sosial berdasarkan cinta, dan dapat mengganggu negara asal.
Rasa bela negara juga dapat menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme dalam masyarakat.
Selain sebagai kewajiban dasar warga negara, komitmen pertahanan juga merupakan kehormatan
yang dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian
bangsa dan negara. Partisipasi warga negara dalam upaya bela negara merupakan bentuk kecintaan
terhadap tanah air.

Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan di seluruh Indonesia, misinya adalah untuk
mempromosikan cintatanah air dan negara, tergantung pada profesi masyarakat dan dapat diterapkan
dalam kurikulum pembelajaran (Matondang, 2015). Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan di
seluruhwilayah negaratermasuk kepada masyarakat yang tinggal di pulau terluar Indonesia. Indonesia
sendiri merupakan negara kepulauan dan banyak wilayahnya yang berbatasan dengan negara lain.
Tercatat di 22 provinsi di Indonesia, terdapat kurang lebih 111 pulau kecil terluar yang berada di
kawasan perbatasan yang sebagian besar telah dihuni oleh masyarakat (Raharjo, 2018).

Namun, ketahanan masyarakat di pulau terluar masih mengalami beberapa hambatan yang
berasal dari dalam maupun dari luar. Hambatan dari dalam yang dihadapi oleh masyarakat pulau
terluar antara lain berupa tingkat pendidikan dan kesehatan yang cenderung rendah, anggaran
pembangunan yang masih terpisah-pisah secara sektoral, perekonomian masyarakat yang rendah,
sertapembangunaninfrastruktur dan minimnyaketersediaan transportasi. Hambatan dariluar berupa
kapal-kapal penangkap ikan negara lain yang dan menjadi ancaman terhadap kapal-kapal nelayan
Indonesia. Penggunaan teknologi kapal-kapal asing yang lebih mutakhir membuat kapal nelayan
Indonesia kalah saing dan menyebabkan hasil tangkapannya lebih sedikit. Kemudian permasalahan
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sengketa batas wilayah negara seperti di Laut Natuna Utara dan Ambalat jika sewaktu-waktu pecah
dan akan mengakibatkan terjadinya konflik besar di daerah tersebut. Ancaman-ancaman dari luar
dapat menguji keutuhan bangsa dan negara sehingga masyarakat yang berada di daerah perbatasan,
terutama di pulau terluar sangat membutuhkan kesadaran akan pentingnya bela negara agar mampu
menangkal segala ancaman dari luar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui
bagaimana masyarakat khususnya di pulau terluar dapat menyikapi berbagai ancaman dan untuk
mengetahui pengaruh budaya maritim masyarakat terhadap semangat bela negara.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM BELA NEGARA

Pasal 30 Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak melakukan dan wajib dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Pasal tersebut
bermakna seluruh masyarakat Indonesia memiliki peran yang sama untuk ikut serta dan ambil bagian
dalam pertahanan negara. Bentuk pertahanan yang dimaksud bukanlah keterlibatan dalam bidang
militer, namun berupa kewajiban melaksanakan sikap bela negara di kehidupan masyarakat sehari-
hari (Sutarman, 2011). Lebih lanjut tentang upaya mempertahankan negara dengan melibatkan
seluruh warga negara telah tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara. Pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan.
Partisipasi warga negara dalam upaya pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui: Warga negara; b. Pelatihan dasar militer wajib; c. Sukarela atau wajib dinas sebagai prajurit
Tentara Nasional Indonesia. Dengan kata lain, komitmen terhadap profesi, ketentuan mengenai
pendidikan sipil, pelatihan dasar militer, dan dinas profesi diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan konsep pedoman tata dasar pertahanan negara, Kementerian Pertahanan
menyatakan bahwa nilai bela negara yang mencintai tanah airnya, wawasan kebangsaan, keyakinan
Pancasila sebagai ideologi nasional, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah kewajiban
dasar untuk bela negara. Upaya bela negara yang lahir dari kesadaran diri warga negara, tentunya akan
memperkuat pertahanan bela negara. Artinya, melindungi bangsa berdasarkan kesadaran berbangsa,
yaitu memajukan kerukunan, mendukung persatuan dan kesatuan, mencintai budaya bangsa, dan
mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan perseorangan, keluarga dan kelompok
(Lembaga Administrasi Negara, 2015). Kekuatan bela negara didasarkan pada pemahaman tentang
keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, sifat dan nilai-nilai Pancasila, dan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Pembangunan pertahanan negara diperlukan untuk membangun kekuatan
pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara
maritim melalui penguatan pertahanan maritim dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah
NKRI serta keselamatan segenap bangsa Indonesia.
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Gambar 1. Jejak budaya maritim Dinasti Syailendra di relief Candi Borobudur
(Sumber: Kemdikbud, 2017)

Mempertahankan budaya dan tradisi di suatu daerah juga bentuk dari bela negara yang dapat
dilakukan oleh masyarakat, hal ini dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh Alhudawi et al., (2021)
tentang membangun kesadaran bela negara masyarakat pedesaan berbasis nilai kearifan lokal. Dalam
penelitian tersebut dijelaskan bahwa pada tatanan masyarakat desa, keterlibatan warga negara
dalam upaya bela negara dapat diperkuat karena karakter masyarakat yang masih menjunjung tinggi
dan mempertahankan tata nilai dan kearifan wilayahnya. Strategi membangun semangat bela negara
di kalangan masyarakat desa dapat dilakukan dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan
berlandaskan pada jejak sejarah dan perjuangan politik yang sama. Semangat perjuangan leluhurnya
dilanjutkan oleh masyarakat desa dengan cara melestarikan budaya daerah dalam kehidupan sehari-
hari dan diwariskan ke generasi selanjutnya.

Dalam penelitian Bastari et al., (2018) tentang strategi pemberdayaan wilayah pertahanan
laut dalam meningkatkan kesadaran bela negara di Kabupaten Tangerang, Banten (Studi di Lantamal
I11/JKT) menunjukkan kesadaran bela negara masyarakat di daerah tersebut masih tergolong rendah,
dilihat dari rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan rendahnya
kesadaran dalam menjaga lingkungan. Hal ini diduga terjadi karena pengetahuan masyarakat akan
bela negara yang masih rendah serta peran pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan
yang juga rendah dalam melakukan upaya untuk peningkatan kesadaran bela negara masyarakat.
Penguatan kesadaran pertahanan negara khususnya di wilayah perbatasan, mengingat wilayah
perbatasan merupakan basis pertahanan utama terhadap berbagai ancaman berupa invasi asing ke
wilayah Indonesiayang mengancam kedaulatan negara. Kesadaran bela negara akan situasiini menjadi
penting. Daerah perbatasan harus lebih mengembangkan dan memupuk semangat pertahanan
agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi, agitasi, dan godaan kekuasaan oleh orang asing yang
berusaha menjatuhkan martabat negara Indonesia.
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Dalam penelitian Marewa dan Parinussa (2020) tentang perlindungan pulau-pulau terluar
Indonesia berdasarkan konsep negara kepulauan, dijelaskan bahwa untuk mengamankan laut
Indonesia yang begitu luas, diperlukan kekuatan dan kemampuan di bidang maritim yang besar, kuat,
serta modern. Landasan perlindungan terhadap pulau-pulau terluar juga tercantum dalam UU Nomor
1 Tahun 2014 yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum serta memperbaiki
tingkat kemakmuran masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Peraturan Presiden Nomor
78 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar merupakan serangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu guna memanfaatkan dan mengembangkan potensi di
daerah tersebut untuk menjaga keutuhan NKRI. Pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil
terluar juga bukan hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat melainkan juga merupakan
tanggung jawab pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah daerah paling banyak
mengetahui kebutuhan pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Masyarakat juga memegang peranan penting untuk turut serta dalam menjaga keutuhan
negara, tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di daerah pulau-pulau terluar. Masyarakat maritim
sendiri merupakan penduduk yang sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pemanfaatan
sumber daya kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi
laut. Kebudayaan maritim menurut Salim,(2021) adalah sistem-sistem ideasional atau kognitif atau
mental, perilaku atau tindakan, dan sarana prasarana yang digunakan oleh masyarakat maritim dalam
rangka pengelolaan sumber daya alam dan merekayasa jasa-jasa lingkungan laut bagi kehidupannya.
Masyarakat maritim juga memiliki beberapa karakteristik dan sifat antara lain: (1) Sangat dipengaruhi
oleh jenis kegiatan, contohnya adalah usaha perikanan tambak, usaha pengelolaan hasil perikanan,
serta perikanan tangkap; (2) Sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim, dan pasar; (3) Struktur
masyarakat yang sederhana dan belum dimasuki oleh pihak luar, oleh karena itu baik budaya, tatanan
hidup, dan kegiatan masyarakat relatif homogen; (4) Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai
nelayan.

Masyarakat sebagai warga negara disiapkan sebagai komponen cadangan untuk memperkuat
pertahanan negara, terutama dari ancaman nirmiliter (Indrawan & Efriza, 2018). Hal ini disiapkan
dimulai dari hulu dengan harapan dapat mempertahankan kinerja dalam menghadapi berbagai jenis
ancaman. Oleh karena itu, masyarakat maritim memiliki peran dalam upaya pertahanan negara.
Pengajaran nilai-nilai kebangsaan terhadap pengembangan sikap bela negara pada masyarakat
pesisir bertujuan agar masyarakat pesisir memahami dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam
kehidupan sehari-hari (Suhari, 2017). Bagaimana kesadaran bela negara masyarakat, dan apa yang
melatar belakangi atau penyebab masyarakat bela negara itu sendiri dengan memperhatikan faktor
dan kondisi lingkungan masyarakat itu sendiri. Tertulis dalam Buku Putih Pertahanan bahwa kekuatan
pertahanan negara Indonesia disusun sebagai suatu sistem pertahanan global untuk mencapai tujuan
nasional. Bela negara seluruh rakyat hakikatnya merupakan bentuk pertahanan dengan peran serta
seluruh warga negara sesuai dengan fungsi dan perannya. Sistem pertahanan seluruh rakyat adalah
perpaduan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui upaya membangun kekuatan
pertahanan seluruh rakyat yang bereputasi baik dan kuat (Madjid, 2018).
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BUDAYA MARITIM

Indonesia padamasalampaumemiliki pengaruhyang sangat dominandiwilayah Asia Tenggara
dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan
Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Indonesia memiliki keunggulan aspek budaya Maritim bentukan
alamiah dari sejak dahulu bahkan sebelum konsep Indonesia lahir. Sebagai negara yang dikelilingi oleh
laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan
Indonesia negara Maritim. Jayanya maritim Indonesia perlu menjadi penyemangat dalam mendukung
pertahanan maritim Indonesia.

Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai
negara kepulauan. Budaya maritim Indonesia merupakan salah satu poin kebijakan dalam lima
pilar pembentukan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Budaya maritim menjadi dasar dalam
pembentukan elemen elemen pertahanan maritim di Indonesia. Budaya maritim yang kuat akan
membentuk pertahanan maritim yang kuat. Dalam mewujudkan konsep Indonesia sebagai poros
maritim, salah satu pilar utama untuk fokus terhadap pembangunan adalah tanggung jawab
membangun kekuatan maritim untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Paradigma pertahanan Indonesia yang selama ini berfokus pada pertahanan teritorial, saat ini
terjadi perubahan dengan mulai berfokus pada aspek pertahanan maritim (Indrawan, 2015). Sesuai
dengan hal tersebut, peningkatan budaya maritim menjadi sangat penting untuk dikenalkan kepada
masyarakat bahkan sejak dini (Supriyadi, 2018).

Adanya ancaman kemaritiman yang begitu kompleks maka sangat penting membangun
budaya maritim di Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan sangatlah berpotensi
mengembangkan kekuatan maritim Indonesia dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan
swasta. Penanaman budaya maritim harus diiringi dengan adanya tindak lanjut yang jelas dalam
pengimplementasian kebijakan. Adanya kebijakan yang jelas akan mendukung pengembangan budaya
maritim Indonesia. Penanaman budaya maritim harus diiringi kebijakan pertahanan maritim agar
penanaman budaya maritim tersebut mampu mendukung pertahanan maritim Indonesia.

————
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Gambar 2. "Aku Cinta Maritim dan Suka Makan lkan” Upaya menumbuhkan cinta tanah air dan suka makan ikan
bagi anak usia dini dengan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) (Sumber: DKP Jatimprov, 2015)
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Untuk memupuk kebanggaan pada masyarakat khususnya di pulau terluar melalui
pengembangan budaya maritim dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama yakni
memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai keindahan dan potensi maritim Indonesia. Ketika
rasa cinta terhadap laut Indonesia berhasil dirasakan oleh masyarakat, maka secara tidak langsung
telah ditanamkan pengaruh positif untuk melindungi potensilaut Indonesia. Cara kedua adalah dengan
membiasakan budaya makan ikan, melalui cara ini potensi perikanan yang besar di Indonesia dapat
dirasakan pula oleh generasi muda. Hal ini diharapkan dapat memacu keinginan masyarakat untuk
tetap melestarikan perikanan laut Indonesia. Cara ketiga yakni dengan menyisipkan pendekatan
pendidikan yang berorientasi terhadap budaya maritim kepada generasi muda, hal ini dapat dilakukan
dengan melibatkan peran pemerintah. Melalui cara ini, diharapkan ketika wawasan tentang maritim
Indonesia telah tertanam sejak dini, maka ketika dewasa dapat menciptakan perilaku yang senantiasa
berorientasi ke laut. Riset yang dilakukan oleh Salim, (2021) Kota Bandar Lampung menunjukkan
bahwa peningkatan kesadaran masyarakat akan kebudayaan maritim di daerah tersebut berpengaruh
positif dan signifikan terhadap semangat bela negara. Penelitian Pamungkas, (2015) di masyarakat
Melayu-Karimun memperoleh upaya pemeliharaan rasa kebangsaan dapat dilakukan dengan
mengakomodasi dan memberikan ruang bagi perkembangan identitas dan kebudayaan masyarakat
perbatasan dalam bingkai rumah Indonesia.
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PENUTUP

Penanaman nilai-nilai kebangsaan untuk meningkatkan kesadaran bela negara bertujuan
untuk membangun rasa cinta tanah air. Budaya masyarakat pesisir merupakan salah satu upaya
revolusioner spiritual dengan pembangunan karakter bangsa sebagai salah satu program prioritas
yang ditetapkan pemerintah. Sangat penting untuk menanamkan nilai bela negara dan cinta tanah air,
rela berkorban, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila,
dan kemampuan sejak dini yang diperlukan untuk melindungi bangsa. Pentingnya hal itu sebagai
upaya membangun kesadaran pertahanan bangsa Indonesia dalam mendukung kedaulatan, keutuhan
wilayah dan keamanan nasional dari segala bentuk ancaman.

Budaya maritim yang kuat akan membentuk pertahanan maritim yang kuat. Masyarakat
pesisir dapat dijadikan sebagai informasi awal dalam berbagai tindak kejahatan yang berada di wilayah
laut. Wilayah laut Indonesia yang begitu luas tidak akan mampu diawasi sendiri oleh pemerintah. Oleh
sebab itu, masyarakat pesisir dapat menjadi intelijen awal melalui kapal dagang, kapal nelayan di
samudera, dan beberapa kapal sipil lainnya.
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» STRATEGI PENGELOLAAN MARITIM KEPULAUAN
TERLUAR INDONESIA: PROSPEK DAN TANTANGAN

Ferry Trisnaputra

PENDAHULUAN

Kepulauan terluar merupakan kawasan yang memiliki peran strategis bagi keamanan
nasional. Konsep tata kelola di kawasan ini menjadi sangat penting untuk diterapkan, seiring dengan
perkembangan tantangan dan ancaman yang terjadi di wilayah Indonesia. Pemerintah Presiden
Jokowi di awal kepemimpinannya juga menegaskan poros maritim sebagai tumpuan sumber ekonomi
masa depan Indonesia (Darmawan et al., 2020). Konsep tata kelola pembangunan di Indonesia harus
memperhatikan aspek maritim, mengingat posisi geografis Indonesia yang memiliki banyak kepulauan
terluar dan berperan sangat penting bagi keamanan maritim nasional (Soemadi, 2020).

Untuk mengatasi tantangan dan ancaman yang ada di kepulauan terluar, pemerintah
Indonesia telah menerapkan berbagai strategi tata kelola maritim. Strategi ini meliputi peraturan
hukum, penerapan teknologi, dan diplomasi, serta kerjasama internasional dalam tata kelola
maritim di kawasan ini. Strategi tata kelola maritim kepulauan terluar bertujuan untuk memastikan
keselamatan dan stabilitas kawasan, serta menjaga integritas wilayah Indonesia. Ini juga bertujuan
untuk memastikan bahwa sumber daya maritim dan alam di kepulauan terluar dapat digunakan
secara efisien dan berkelanjutan bagi kemajuan nasional (Purwanto & Haryanto, 2020; Maruf, 2021;
Widagdo & Hamzah, 2019).

Secarakeseluruhan, strategi tata kelola maritim kepulauan terluar merupakan bagian penting
dari upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan keamanan nasional dan memajukan kawasan
ini. Perubahan geopolitik dunia yang menempatkan seapower sebagai salah satu bagian diplomasi
politik Indonesia di kawasan Indo-Pasifik (Qowiyyu, 2019) telah mengubah arah kebijakan luar
negeri nasional. Tulisan ini membahas tentang bagaimana strategi ini diterapkan dan bagaimana hal
ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi tantangan dan ancaman yang terjadi di kepulauan
terluar. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan
dalam memahami pentingnya tata kelola kepulauan terluar dalam perspektif keamanan nasional dan
memberikan solusi atau rekomendasi bagi pemerintah dalam mengatasi tantangan dan ancaman yang
terjadi di kawasan ini.

STRATEGI TATA KELOLA MARITIM KEPULAUAN
TERLUAR

Strategi tata kelola maritim kepulauan terluar memiliki peranan yang sangat penting
bagi keamanan nasional, kemajuan ekonomi, stabilitas dan keselamatan, diplomasi dan kerjasama
internasional, serta perlindungan lingkungan. Strategi tata kelola kepulauan terluar akan dibahas
untuk memberikan suatu informasi yang menyeluruh dan mendalam tentang peran penting kepulauan
terluar ditinjau dari strategi pengelolaannya berdasarkan aspek hukum, teknologi, dan diplomasi,

serta implementasinya dalam menghadapi tantangan dan ancaman dari luar.
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a. Aspek Hukum

Strategi Tata Kelola kepulauan terluar harus didasarkan pada aspek hukum yang ditetapkan
oleh negara untuk memastikan bahwa tata kelola tersebut efektif, efisien, dan berkesinambungan.
Beberapa aspek hukum yang harus diperhatikan dalam strategi tata kelola kepulauan terluar
diantaranya aturan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), Undang-Undang Maritim, Perjanjian
Internasional, Hukum Adat, maupun Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan.

Pada Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), diatur strategi tata kelola wilayah pesisir dan laut
masing-masing negara sebagai suatu kesepakatan Internasional yang mengikat. Beleid ini merupakan
kesepakatan pada konvensi hukum internasional yang mengatur tata kelola wilayah pesisir dan laut
lepas. Dalam strategi tata kelola kepulauan terluar, perlu diperhatikan konsep-konsep yang terdapat
dalam UNCLOS seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Zona Kontinental,dan Zona Perairan Tambahan.

Undang-Undang Maritim di Indonesia juga harus menjadi landasan hukum dan pedoman bagi
strategi tata kelola kepulauan terluar. Undang-Undang ini mengatur segala hal yang berhubungan
dengan tata kelola wilayah pesisir dan laut lepas, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan maritim. Sebagai tambahan, aturan-aturan terkait perjanjian internasional yang
berhubungan dengan tata kelola maritim juga harus diperhatikan. Contohnya, adalah perjanjian
tentang pengelolaan sumber daya alam, kerjasama regional, dan perlindungan lingkungan.
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Gambar 1. Suasana persidangan di International Tribunal for the Law of the Seayang berkedudukan diHamburg, Jerman
(Sumber: ITLOS)

Hukum adat dan prinsip-prinsip hukum lingkungan juga merupakan bagian tidak terpisahkan
dalamstrategitatakelola pulau terluar dalam aspek hukum. Hukum adat merupakan bagian darisistem
hukum nasional yang harus diakui dan dilindungi oleh negara. Dalam strategi tata kelola kepulauan
terluar, perlu diperhatikan dan diambil kira hukum adat setempat yang berlaku bagi masyarakat
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pulau-pulau terluar, sementara prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti prinsip pencegahan, prinsip
tanggung jawab, dan prinsip partisipasi juga harus diterapkan dalam strategi tata kelola kepulauan
terluar. Ini akan membantu memastikan bahwa tata kelola maritim tersebut tidak hanya efektif, tetapi
juga berwawasan lingkungan.

b. Aspek Teknologi

Aspek teknologi sangat penting dalam tata kelola maritim kepulauan terluar. Dalam
menjalankan tata kelola yang baik, diperlukan kesiapan teknologi yang canggih untuk membantu
proses monitoring, pengawasan, dan pengendalian. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan
dalam tata kelola maritim kepulauan terluar yaitu Sistem Informasi Geografis (GIS), dukungan
teknologi survei maritim, dukungan sistem pemantauan maritim, teknologi pengolahan data yang
maju, serta dukungan satelit.

Sistem informasi geografis (GIS) merupakan sistem yang membantu menyimpan, mengelola,
dan menganalisis data geografis. Sistem ini dapat membantu pemerintah untuk menentukan lokasi
dan potensi sumber daya maritim, memetakan peluang pemanfaatan sumberdaya baik sumber daya
biotik dan abiotik, serta memantau perubahan lingkungan dan tingkat pencemaran.

Dukungan teknologi survei maritim juga berperan sangat penting dalam tata kelola maritim
kepulauan terluar. Kegiatan survei maritim yang dilengkapi dengan teknologi survei yang modern akan
dapat membantu menentukan batas-batas wilayah maritim dan memantau perubahan lingkungan
maritim, seperti perubahan bentuk dasar laut dan tingkat pencemaran.

Selain itu, dukungan sistem pemantauan maritim yang melibatkan penggunaan alat-alat
canggih seperti buoys, drifters, dan sensors untuk memantau kondisi maritim, seperti arus, gelombang,
dan suhu air. Ini bisa membantu memantau aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin,
penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (lllegal, Unreported, Unregulated Fishing),
serta pencemaran lingkungan maritim. Sistem pemantauan maritim akan semakin lengkap jika
tersedia teknologi pengolahan data yang memadai. Teknologi pengolahan data sangat penting untuk
memproses dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Ini bisa membantu
membuat keputusan yang informatif dan tepat dalam tata kelola maritim kepulauan terluar. Dukungan
teknologi satelit merupakan dukungan yang paling menentukan keberhasilan dalam tata kelola
maritim kepulauan terluar.

Dari semua hal tersebut, dukungan teknologi satelit merupakan dukungan yang paling
menentukan keberhasilan dalam tata kelola maritim kepulauan terluar. Satelit memiliki peran penting
dalam tata kelola kepulauan terluar melalui proses pemantauan perubahan lingkungan maritim,
seperti perubahan bentuk dasar laut dan tingkat pencemaran, serta memantau aktivitas ilegal seperti
penangkapan ikan tanpaizin (pencurian ikan) oleh kapal-kapal asing, pemantauan distribusi tumpahan
minyak dan estimasi dampaknya, hingga pemantauan kasus-kasus dan pencemaran lingkungan
maritim lainnya.
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terluar dengan lebih baik dan efisien. Penggunaan teknologiyang canggih akan membantu memastikan
bahwa sumber daya maritim dan lingkungan maritime dapat terjaga dengan baik sebagai bagian dari
tata kelola sumberdaya pulau-pulau terluar.

c. Aspek Diplomasi

Aspek diplomasi memiliki peran penting dalam strategi tata kelola kepulauan terluar.
Diplomasi bertujuan untuk membangun hubungan baik antar negara dan memastikan stabilitas
politik dan keamanan di kawasan maritim. Dalam hal ini, negara-negara harus bekerja sama dalam
membangun dan menjaga keamanan maritim yang kondusif.

Salah satu tugas utama dalam aspek diplomasi adalah memastikan bahwa negara-negara
berkomitmen untuk menegakkan hukum maritim dan memenuhi tanggung jawab mereka sebagai
anggota komunitas internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama regional
maupun internasional, seperti Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) ataupun
ASEAN Regional Forum.

Aspek diplomasi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa negara-negara
memahami dan menghormati hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik wilayah pulau dan kawasan
maritim. Negosiasi dan dialog antar negara sangat diperlukan dalam hal ini untuk mengatasi masalah-
masalah yang terjadi dan memastikan bahwa tidak terjadi konflik ataupun ketegangan yang merugikan
kedua belah pihak.

Diplomasijuga memegang peran pentingdalam memastikan bahwanegara-negaramemahami

dan menghormati hak dan kewajiban mereka dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di

Pengelolaan Sumber Daya 141
Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan l




kawasan maritim. Negara-negara harus bekerja sama dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber
daya tersebut dilakukan secara adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terkait.

IMPLEMENTASI DALAM MENGHADAPI TANTANGAN
DAN ANCAMAN

Implementasi strategi tata kelola pulau terluar sangat penting untuk memastikan keamanan

dan stabilitas maritim di kawasan ini. Dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang ada, beberapa
hal yang harus diperhatikan dalam implementasi strategi ini meliputi:

a.

Peningkatan kapasitas dan kemampuan pengawasan: Meng-upgrade sistem pengawasan
dan pemantauan, termasuk pengadaan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai,
merupakan bagian penting dari implementasi strategi ini. Ini membantu untuk memastikan
bahwa setiap aktivitas yang berpotensi merugikan lingkungan dan keamanan maritim dapat
dikesan dan dikendalikan dengan efektif.

Kerjasamainternasional: Kerjasama dengan negara-negaralain di kawasan terkait sangat penting
dalam implementasi strategi ini. Ini membantu dalam memastikan bahwa setiap tantangan
dan ancaman yang ada dapat dikendalikan dengan lebih efektif dan efisien melalui sinergi dan
pembagian tugas.

Edukasi dan kesadaran masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat
tentang pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas maritim merupakan bagian penting dari
implementasi strategi ini. Ini membantu dalam membangun kesadaran masyarakat tentang
pentingnya melakukan tindakan yang bertanggung jawab dan membantu untuk mencegah
aktivitas yang merugikan lingkungan dan keamanan maritim.

Pembangunaninfrastruktur: Pembangunaninfrastruktur, termasuk pelabuhan, jalan, danfasilitas
lainnya, penting untuk memastikan bahwa pulau terluar memiliki dukungan yang diperlukan
untuk mengatasi tantangan dan ancaman yang ada. Ini membantu dalam memastikan bahwa
setiap tindakan yang diambil dalam mengatasi tantangan dan ancaman dapat dilakukan dengan
lebih efektif dan efisien.

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata
kelola pulau terluar merupakan bagian penting dari implementasi strategi ini. Ini membantu
untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam mengatasi tantangan danancaman
didukung oleh masyarakat setempat dan mereka memahami pentingnya melakukan tindakan
yang bertanggung jawab.

Monitoring dan evaluasi: Implementasi strategi tata kelola pulau terluar juga membutuhkan
monitoring dan evaluasi yang efektif. Monitoring dapat dilakukan untuk memastikan bahwa
kegiatan-kegiatan yangtelah direncanakan sedang berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi akan
membantu untuk menentukan apakah strategi tata kelola pulau terluar memiliki dampak positif
atau tidak. Hal ini sangat penting untuk menentukan apakah strategi tersebut perlu diperbaiki
atau tidak. Dalam hal ini, monitoring dan evaluasi harus dilakukan oleh tim yang independen dan
menmiliki keahlian dalam bidang yang berkaitan dengan strategi tata kelola pulau terluar. Tim ini
harus memiliki akses ke data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan monitoring dan
evaluasi yang akurat. Hasil dari monitoring dan evaluasi harus dapat memberikan masukan yang
berharga untuk memperbaiki implementasi strategi.
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ANALISIS STRATEGI TATA KELOLA MARITIM
KEPULAUAN TERLUAR

Mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam strategi tata kelola maritim kepulauan terluar
sangat penting untuk memahami bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan strategi
tersebut. Melalui analisis ini, dapat diketahui bagian-bagian dari strategi yang berjalan dengan baik
dan bagian-bagian yang memerlukan perbaikan. Kelebihan dan kekurangan strategi dapat ditemukan
melalui penilaian terhadap hasil yang dicapai dan masalah yang terjadi selama implementasi.

Dengan memahami kelebihan dan kekurangan strategi, dapat dilakukan tindakan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas strategi. Misalnya, jika terdapat kekurangan dalam aspek
teknologi, maka dapat dilakukan tindakan untuk memperkuat dan memperbaharui teknologi yang
digunakan dalam implementasi strategi. Selain itu, jika terdapat kelebihan dalam aspek diplomasi,
maka dapat dilakukan tindakan untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja dengan pihak-
pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas strategi.

Analisis kelebihan dan kekurangan juga membantu untuk menentukan prioritas perbaikan
dan pengembangan. Dalam hal ini, tindakan perbaikan dan pengembangan dapat ditempuh dengan
lebih tepat guna dan tepat biaya (efisien), karena didasarkan pada penilaian terhadap kelebihan dan
kekurangan yang telah ditemukan. Secara keseluruhan, analisis kelebihan dan kekurangan dalam
Strategi Tata Kelola Maritim kepulauan terluar membantu untuk menjamin bahwa strategi tersebut
berjalan dengan efektivitas dan efisiensi yang optimal. Melalui analisis ini, dapat dicapai tingkat kinerja
yang lebih baik dan hasil yang lebih optimal dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang ada.

a. Kelebihan dan Kekurangan

Strategi tata kelola maritim kepulauanterluar diIndonesia memiliki kelebihan dan kekurangan
yang perlu dianalisis untuk menentukan langkah-langkah peningkatan dan perbaikan. Kelebihan
pertamadari strategi ini adalah mampu melindungi wilayah perairan dan pulau-pulau terluar yang
merupakan bagian dari wilayah kekayaan nasional Indonesia. Strategi ini memastikan bahwa pulau-
pulau terluar tidak dikuasai oleh pihak asing dan dapat menjaga stabilitas dan keamanan maritim.

Kedua, strategi ini membantu menciptakan pengelolaan yang baik bagi pulau-pulau
terluar. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan untuk masyarakat
setempat, serta melindungi lingkungan maritim dan sumber daya alam. Ini akan membantu
menciptakan kesejahteraan masyarakat setempat dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, strategi ini memperkuat posisi diplomasi Indonesia dalam perselisihan maritim
dengan negara-negara lain. Melalui pengelolaan yang baik dari pulau-pulau terluar, Indonesia dapat
memastikan bahwa wilayah perairan dan pulau-pulau terluar tidak digunakan untuk kepentingan yang
merugikan Indonesia dan menjaga stabilitas dan keamanan maritim.

Meskipun terdapat beberapa kelebihan dalam penerapan strategi tata kelola pulau terluar
yang telah dijelaskan, namun juga terdapat beberapa peluang kelemahan yang bisa saja ditemukan
dalam strategi tata kelola.
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Pertama adalah masalah sumber daya. Implementasi strategi tata kelola maritim kepulauan
terluar memerlukan sumber dayayang cukup, baik dalam hal tenaga kerja maupun dana. Tanpa sumber
daya yang memadai, strategi ini tidak akan efektif dan mungkin menyebabkan masalah baru.

Kedua, masalah koordinasi dan sinergi antar instansi. Strategi ini melibatkan banyak
instansi, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, dan instansi
terkait lainnya. Koordinasi dan sinergi antar instansi yang buruk dapat menghambat implementasi
strategi ini dan menyebabkan masalah baru.

Ketiga, masalah partisipasi masyarakat setempat. Implementasi strategiini harus dilakukan
dengan partisipasi aktif masyarakat setempat, namun seringkali mereka tidak terlibat dan tidak
memahami tujuan dan manfaat dari strategi ini. Partisipasi masyarakat setempat yang buruk dapat
menghambat implement.

b. Solusi atau Rekomendasi

Solusi dan rekomendasi dalam upaya memperbaiki dan mengatasi masalah yang ada dalam
strategi pengelolaan kepulauan terluar sangat diperlukan. Berikut adalah beberapa solusi dan
rekomendasi yang dapat dilakukan:

a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Ini dapat
membantu memastikan bahwa strategi pengelolaan yang efektif diterapkan dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

b. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. Hal ini dapat membantu memastikan
bahwa implementasi strategi pengelolaan berjalan dengan baik dan memenubhi tujuannya.

C. Meningkatkan partisipasi masyarakat. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbicara

dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan membantu memastikan bahwa strategi
pengelolaan sesuai dengan kebutuhan mereka.

d. Menyiapkan sumber daya yang diperlukan. Menyediakan sumber daya yang diperlukan, seperti
tenaga kerja dan teknologi, akan membantu memastikan bahwa strategi pengelolaan dapat
dilaksanakan dengan efektif.

e. Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Dengan memberikan pendidikan dan
pelatihan yang sesuai, akan membantu memastikan bahwa masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya memahami dan dapat memainkan peran mereka dalam mengatasi masalah.

Melakukan evaluasi dan revisi strategi secara berkala akan membantu memastikan bahwa
strategi pengelolaan selalu relevan dan dapat diadaptasi seiring dengan perubahan situasi dan
kebutuhan. Dengan melakukan solusi dan rekomendasi ini, diharapkan dapat memperbaiki dan
mengatasi masalah dalam strategi pengelolaan kepulauan terluar, sehingga dapat memberikan
manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara.
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PENUTUP

Tata kelola maritim kepulauan terluar di Indonesia merupakan hal yang sangat penting
untuk memastikan keamanan dan stabilitas maritim di wilayah tersebut. Strategi tata kelola yang
efektif diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman yang ada, seperti masalah
hukum, teknologi, dan diplomasi. Analisis kelebihan dan kekurangan dari strategi ini juga diperlukan
untuk menentukan solusi dan rekomendasi yang tepat agar strategi tersebut dapat bekerja dengan
efektif dan efisien. Monitoring dan evaluasi juga merupakan bagian penting dari proses pengelolaan
maritim untuk memastikan bahwa tata kelola tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai
tujuannya.

Beberapa saran yang bisa diberikan untuk strategi tata kelola maritim kepulauan terluar
antaralain:menjagakeseimbangan antara pengelolaan sumber dayaalamdan perlindunganlingkungan
maritim, meningkatkan kerja sama regional dan internasional untuk memastikan keamanan maritim,
menyediakan teknologi dan infrastruktur yang baik untuk mendukung tata kelola maritim yang
efektif, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dan pengembangan pulau
terluar, menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para praktisi dan pejabat dalam bidang maritim
untuk memastikan efektivitas tata kelola, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk
memastikan bahwa strategi tata kelola maritim kepulauan terluar berjalan dengan efektif dan efisien.
Saran-saran di atas merupakan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah dan
meningkatkan efektivitas tata kelola maritim kepulauan terluar. Namun, saran ini perlu diterapkan
dengan memperhatikan kondisi dan situasi setempat, agar dapat memberikan hasil yang optimal.
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» PENERAPAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD FRAMEWORK
DI PULAU MARATUA

Mechdi Ghazali

PENDAHULUAN

Salah satu aset kelautan Indonesia yang sangat penting adalah pulau kecil terluar.
Keberadaannya, tidak hanya penting dilihat dari nilai sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga dari
nilai jasa lingkungan yang diberikan dan nilai geo-politiknya (Susilo, 2005). Pulau-pulau terluar yang
ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) hanya dapat digunakan untuk tujuan
pertahanan dan keamanan, perlindungan lingkungan dan/atau kesejahteraan masyarakat (Sulistyanto,
2017). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, Indonesia memiliki Pulau-Pulau Kecil
Terluar (PPKT) sebanyak 42 yang berpenduduk dan 69 PPKT tidak berpenduduk (Presiden Republik
Indonesia, 2017). Pulau Maratua merupakan salah satu PPKT yang berada di Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur, terletak di Perairan Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Negara
Malaysia.

Secara geografis Pulau Maratua merupakan atol yang memiliki teluk berupa laguna yang
cukuptenang dandangkal di bagian dalam. Perairan Pulau Maratua memiliki keragaman dan keindahan
terumbu karang yang masih baik kondisinya, sehingga bagus untuk menyelam/diving ataupun
snorkeling (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Pulau Maratua kaya akan sumber daya alam
pesisir dan laut yang unik. Terdiri dari ekosistem terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove.
Ekosistem adalah sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Akan
tetapi, kondisi ekosistem Pulau Maratua sangat memprihatinkan akibat berbagai kegiatan perusakan
(antropogenik) dan ekstraktif untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Wiryawan et al., (2007)
degradasi ekosistem terumbu karang di kawasan tersebut meningkat hingga 50% selama 50 tahun
terakhir.

Selain itu sumber daya perikanan tangkap yang melimpah di Pulau Maratua banyak
dimanfaatkan di sektor perikanan. Sektor ini menawarkan banyak keuntungan, terutama dalam hal
konsumsi masyarakat. Namun kegiatan penangkapan ikan yang tidak bersahabat telah menyebabkan
kerusakan sumber daya perikanan di daerah ini. Hal ini disebabkan penggunaan bom/bahan peledak
untuk memancing (Syafrie, 2016).

Sustainable Livelihood atau penghidupan berkelanjutan adalah strategi penghidupan
berdasarkan prioritas dan peluang untuk menggunakan kemampuan yang tersedia untuk
mempertahankan penghidupan (Chambers & Conway, 1992). Masing-masing orang mungkin memiliki
caraatau strategi penghidupan yang berbeda-beda sesuai dengan penghidupanyang adadilingkungan
sekitarnya (Scoones, 1998).
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POTENSI PULAU MARATUA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2015, satu dari delapan puluh delapan Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah Derawan-Sangalaki yang terletak di Pulau Maratua
Kabupaten Berau. Pada KSPN ini terdapat 125 objek wisata alam, 27 objek wisata budaya, dan 21
objek wisata buatan. Potensi wisata yang ada pada destinasi ini perlu untuk dikembangkan.

Kabupaten Berau dikenal sebagai kawasan wisata alam bawah laut. Pulau Maratua, Pulau
Derawan, dan pulau-pulau kecil sekitarnya merupakan destinasi wisata yang banyak diminati
wisatawan lokal maupun mancanegara (Pemerintah Kabupaten Berau, 2018). Keanekaragaman biota
laut yang ada meliputi Jetty Dive, Turtle Traffic, Mid Reef, Eel Garden, Hanging Garden, Cabbage Garden,
dan The Channel serta terdapat terumbu karang jenis fringing reef, danau, pantai, dan hutan khas pulau
atol.

Berdasarkan rencana tata guna lahan, Pulau Maratua terbagi dalam 7 zona tata guna lahan
dengan 9 sub zona yang tersusun di laut dengan kedalaman berkisar antara O sampai 4.000 meter di
bawah permukaan laut. Terdapat 4 lokasi wisata bahari di Pulau Maratua yang berada pada sub zona
wisata sesuai dengan tata ruangnya. Destinasi wisata bahari yang tersedia berupa bangunan Spa dan
dermaga seluas 6.068 m? yang konstruksinya sangat besar serta dibuat di atas laut dengan kedalaman
0-5 mdi bawah permukaan laut (Sidgi et al., 2019).
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Gambar 1. Peta Pulau Maratua

TINGKAT SUSTAINABLE LIVELIHOOD PULAU
MARATUA

Dalam konteks kerentanan pada sustainable livelihood framework yang terjadi di Pulau Maratua
terdapat beberapa isu yaitu permasalahan kebersihan yang terjadi pada Kawasan Pulau Maratua
karena tidak tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Hal tersebut dikarenakan Pulau
Maratua sebagian besar wilayahnya berupa pulau karang yang memiliki lapisan tanah sangat tipis
sehingga tidak memenuhi kriteria untuk pembangunan TPA sampah. Oleh karena itu, sampah yang
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ada di Pulau Maratua dibuang dengan cara dibawa ke daratan Pulau Kalimantan.

Selanjutnya kerawanan ketersediaan sumber air bersih. Di Pulau Maratua hanya tersedia
satu sumber air dan satu tempat penyulingan air laut, sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki
akses air bersih. Mayoritas warga memanfaatkan tadahan air hujan untuk kebutuhan Mandi Cuci
Kakus (MCK). Berikutnya adalah ancaman terhadap ekosistem terumbu karang yang telah mengalami
degradasi akibat dari berbagai kegiatan manusia seperti jasa transportasi laut dan penangkapan
ikan yang merusak destructive fishing (blasting and cyanide fishing) oleh komunitas nelayan lokal dan
pendatang. Hal tersebut terutama terjadi pada kawasan zona reef flat dan zona reef slope (Syafrie,
2016).

Kemudian sumber penghidupan (livelihood assets) meliputi sumber daya manusia (human
capital), sumber daya sosial (social capital), sumber daya alam (natural capital), sumber daya fisik
(physical capital), dan sumber daya keuangan (financial capital). Berdasarkan hasil penelitian Setyasih
dan Helmy (2021), Pulau Maratua merupakan destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi dengan
nilai indeks 84%. Nilai tersebut diperoleh dengan cara menganalisis potensi wisata Pulau Maratua
menggunakan enam kriteria Analisis Kawasan Destinasi dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA).
Masing-masing hasil penilaian dari enam kriteria tersebut adalah daya tarik sebesar 94%, aksesibilitas
sebesar 75%, kondisi sosial ekonomi sebesar 83%, perumahan sebesar 83%, sarana dan prasarana
pendukung sebesar 80%, dan akses air bersih sebesar 87%.

Gambar 2. Monitoring hasil transplantasi terumbu karang pada Coral Stock Center yang dikembangkan oleh BPSPL Pontianak
di Pulau Maratua, Kabupaten Berau
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Sumber daya alam Pulau Maratua adalah biota bawah laut yang unik seperti terumbu karang
dan ikan laut dari kelompok Pomacentridae, Labridae, Acanthuridae, Chaetodon dan Nemipteridae.
Beberapa jenis ikan karang konsumsi bernilai ekonomis yang menjadi sasaran nelayan dalam
melakukan penangkapan ikan adalah ikan kakap (Lutjanidae), ikan kerapu (Serranidae), ikan lencam
(Lethrinidae), ikan baronang (Siganus Sp.) dan lain-lain (Syafrie, 2016). Sumber daya fisik di Pulau
Maratua sudah baik, hal ini dapat dilihat dari kondisi infrastruktur seperti jalan yang sudah beraspal
dengan lebar 5 meter yang sangat mendukung kemudahan akses. Meskipun demikian, jarak tempuh
dari kota Kabupaten cukup jauh, yaitu lebih dari 100 km dengan waktu tempuh lebih dari 3 jam. Untuk
kondisi Sumber Daya Manusia dan Kondisi Sosial di Pulau Maratua diketahui bahwa sebagian besar
penduduk di sekitar lokasi bermata pencaharian sebagai nelayan, pedagang kecil, usaha mikro kecil
dan industri kecil dengan latar belakang pendidikan sebagian besar Sekolah Menengah Atas (SMA).
Jika Pulau Maratua menjadi tujuan wisata, diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan
manfaat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat (Martin et al., 2017).

Pendekatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah, yaitu dengan
menggunakan pendekatan strategi perahu sampah. Strategi perahu sampah dilakukan dengan
melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengumpulan sampah, yaitu sampah diangkut ke TPA sesuai
standar perlindungan lingkungan. Pemerintah kota menyiapkan TPA berukuran 25 x 10 m di setiap
desa, serta TPA bersama untuk digunakan oleh penduduk Pulau Maratua.

Strategi  Penghidupan dan Capaian Penghidupan penduduk Pulau Maratua akan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat karena dengan adanya destinasi pariwisata yang ada di
Pulau Maratua dapat meningkatkan aktivitas ekonomiyang terjadi di Pulau Maratua. Meskipun begitu
ada hal yang harus diperhatikan yaitu permasalahan lingkungan dimana tentunya segala aktivitas
manusia yang terjadi di Pulau Maratua harus memperhatikan aspek ekologi.

Sudah banyak kajian yang bisa dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan pembangunan
sustainable livelihood di pulau-pulau kecil Indonesia. Kajian yang dilakukan Susilo (2007) di
Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2002 tentang penilaian keberlanjutan
pembangunan pulau-pulau kecil dengan menggunakan model ekologi-ekonomis, menunjukkan bahwa
banyak nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan, sementara stok ikannya
terbatas. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa pembangunan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu
belum dapat dikategorikan berkelanjutan.

Sementar itu, penelitian lain dilakukan oleh Firdaus et al. (2018) untuk mengetahui sejauh
mana pembangunan pulau-pulau kecil yang berbasis infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan koperasi
di Indonesia dapat berkelanjutan. Penelitian ini berbasis studi Pustaka yaitu mengambil referensi-
referensi dari jurnal-jurnal terdahulu. Hasil kajian yang dilakukan ini bisa dijadikan sebagai referensi
untuk pembangunan berkelanjutan di Pulau Maratua.
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PENUTUP

Dalam penerapan sustainable livelihood framework di Pulau Maratua ada indikator
keberlanjutan seperti konteks kerentanan, sumber penghidupan, organisasi dan kebijakan, strategi
penghidupan dan capaian penghidupan. Kondisi keberlanjutan yang terjadi di Pulau Maratua telah
berproses mengarah kepada keberlanjutan meskipun ada beberapa aspek yang harus dibenahi
seperti kerentanan yang terjadi pada biota laut, kebersihan dan kenyamanan, serta ketersedian air
bersih. Peran serta masyarakat dan pemerintah tentunya juga harus bekerjasama. Pemerintah dalam
hal pembuat kebijakan harus memahami konsep penataan ruang yang sesuai dengan aturan dan
masyarakat turut patuh terhadap aturan tersebut. Peningkatan aktivitas ekonomijuga harus dibarengi
dengan kelestarian alam sehingga bisa keberlanjutan.
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